BAB IV
DISKURSUS PEMIKIRAN KEAGAMAAN
DALAM MUHAMMADIYAH KONTEMPORER:
KONTINUITAS DAN DISKONTINUITAS

Dinamika pemikiran keagamaan kontemporer dalam Muhadiyah tidak bisa
dipisahkan dari konteks pemikiran keislaman yangkdrabang sejak dekade
akhir 1980-an sampai masa belakangan. Pemikiragakeaan yang diwacanakan
oleh kaum intelektual Muhammadiyah menjadi bagi@mtipg dari dinamika
pemikiran keislaman kontemporer di Indonesia. Hatgu religio-intelektual ini
berlangsung sampai kepada generasi belakanganardengnculnya diskursus-
diskursus kontemporer sejalan dengan perkembangéik glan intelektualisme
umat Islam secara umum.

Bab ini membahas dinamika diskursus keagamaan ddlainammadiyah
kontemporer, yang melibatkan proses-proses koméiswan diskontinuitas, yang
tidak semata-mata dari perspektif kronologis, tejaga epistemik. Kajian ini
meliputi pergeseran sosial intelektual yang terjatilam Muhammadiyah
kontemporer, dari dominasi ‘ulama dalam produksngetahuan keagamaan
kepada ploriferasi sumber produksi pengetahuan gmeagn yang meliputi
kalangan intelektual yang merupakan hasil pendidikeggi modern.

Pada bab ini juga disajikan dirkursus tentamaglid dan ijtihad dan
kerangka metodologis yang menjadi perdebatan dnkgn Muhammadiyah, baik
yang berorientasi juristik maupun yang filosofisndaosiologis. Perdebatan

tentang beberapa isu kontemporer juga dibahas lpaglan ini. Bagian akhir dari
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bab ini mengkaji tumbuhnya generasi baru pemikikegagamaan yang
membentuk blok historis dan komunitas epistemikils@bagai bagian yang tidak

terpisahkan dari sejarah religio-intelektual Muhaawaligah.

A. Pergeseran Sosial Intelektual Dalam Muhammadiyah

Jika pada masa-masa terdahulu wacana keagamaamnirmkdooleh figur-
figur ‘ulama sebagai kelompok yang memproduksi dereproduksi pemikiran
keagamaan, maka sejak akhir 1980-an dan awal 19%xpat dikatakan telah
terjadi pergeseran dan transformasi sosial-intel#ktang signifikan. Munculnya
kelompok intelektual Muslim yang baru ikut mempemnds perubahamanscape
dan tema-tema pemikiran keagamaan. Kaum intelekMaklim baru itu
mencakup nama-nama seperti Nurcholish Madjid, Afaduman Wabhid,
Jalaluddin Rakhmat, Ahmad Muflih Syaifuddin, Adiseao, Dawam Rahardjo,
Muhammad Amien Rais, Ahmad Syafi'i Ma'arif, Kuntgayo, dan Moeslim
Abdurrahman. Kaum intelektual Muslim generasi inenghasilkan pemikiran
keagamaan yang sangat bervariasi, baik dari sudemtasi religio-intelektual
maupun pendekatan-pendekatan yang digunakan untektransformasikan
pemikiran keagamaan ke dalam praksis sosial datikpbl

Di antara figur-figur intelektual tersebut, setid#@dkaknya lima nama yang
disebut terakhir merupakan figur-figur intelektusng tumbuh dari kalangan

Muhammadiyah, dan bahkan pada 1990-an dan 200C=ajadi bagian dari elite

! Berdasarkan orientasi pemikiran keislaman yangrdisangkan oleh kaum intelektual
Muslim, Bahtiar Efendi dan Fachry Ali mengelompokkaereka ke dalam empat tipoloti
pemikiran: modernisme, universalisme, sosialismaaleasi, dan neo-modernisme. Lihat Bahtiar
Effendy dan Fachry AliMerambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikirgiarh Masa Orde
Baru (Bandung: Mizan, 1986).
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Muhammadiyah. Sekalipun pemikiran mereka bukan pekan pandangan resmi
(official viewg Muhammadiyah, namun pengaruhnya terhadap perkegahadan
pembentukan pemikiran keagamaan dalam Muhammatiyatasuk signifikan.

Dalam Muhammadiyah sendiri, sejak akhir 1980-aratdsebut sebagai
masa terjadinya pergeseran basis sosial-intelek&etklah sekian lama tradisi
pemikiran keagamaan didominasi oleh kalangan ‘ulserey merupakan produk
pendidikan agama murni, seperti pesantren atauersiias di Timur Tengah,
sejak akhir 1980-an mulai muncul kelompok sarjasgoéndidikan Barat tetapi
memiliki basis pengetahuan keagamaan yang dapata#it&n memadai. Mereka
ini menggantikan posisi kaum ‘ulama yang sebelumsg@agat dominan dalam
wacana pemikiran keagamaan.

Tampilnya kaum intelektual yang merupakan produkdpdikan modern
dalam jajaran pimpinan Muhammadiyah sejak 1990etahtmemberikan warna
baru dalam kepemimpinan dan dinamika religio-irkielal Muhammadiyah.
Kenyataan ini menggambarkan terjadinya pergeseaamuhsa sebelumnya yang
digambarkan oleh James L. Peacock bahwa para pemihhammadiyah pada
umumnya berasal dari kalangan pedagang atau garmaagang berlatar belakang
pendidikan agama dan bukan sekolah umuPengan demikian, gambar religio-

intelektual Muhammadiyah mengalami perubahan skgmif

2 M. Dawam Rabhardjo, “Sosiologi Cendekiawan Muslimalamintelektual Inteligensia
dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawanshtu (Bandung: Mizan, 1993).

% Gambaran yang diberikan oleh James L. Peacocldikuitip dari Haedar Nashir,
“Muhammadiyah dan Transformasi Figur Ulama,” daldmelektualisme Muhammadiyah:
Menyongsong Era Bar@Bandung: Mizan, 1995), 51-62; lihat Andi Wahyuiuhammadiyah
Dalam Gonjang Ganjing PolitikYogyakarta: Penerbit Media Pressindo, 1999), 105.
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Pada ranah kepemimpinan, peralihan dari A.R. Fakhinu(1916-1995)
kepada Ahmad Azhar Basyir (1928-1994) menandaaderya pergeseran corak
kepemimpinan. Sebagian pendapat menyebutkan balpamimpinan figur
‘ulama yang cenderung kharismatik seperti A.R. [Fa#ttlin digantikan oleh
kepemimpinan ‘ulama-intelektual yang cenderungoraai yang diwakili oleh
Ahmad Azhar Basyir. Sekalipun Azhar Basyir juga upakan figur ‘ulama
produk pesantren dan pendidikan tinggi di Univessial-Azhar Kairo, namun
komunitas epistemik yang tumbuh pada masa kepemanpiya mencakup figur-
figur intelektual dengan latar belakang pendidikenggi yang beragam, tidak
didominasi oleh ‘ulama dalam pengertian konvendidna

Dari perspektif tipe idealideal typg@ Max Weber, dapat dikatakan bahwa
pergeseran kepemimpinan dari tipe kharismatis lepioe rasional dalam
Muhammadiyah tidaklah berlangsung secara radikal.disebabkan pengaruh
kalangan ‘ulama tidak sama sekali hilang. Implikgang ditimbulkan oleh
keadaan ini ialah berlangsungnya transformasi aeparlahan dradual) corak
intelektualisme dan tema-tema pemikiran keagamaag ynengarah kepada isu-
isu sosial yang lebih luds.

Munculnya Azhar Basyir sebagai elite pemimpin Muhzadiyah dengan
dukungan kelompok intelektual yang berlatang pekdid tinggi non-agama
menandai transisi dan transformasi religio-intaelaktdalam Muhammadiyah.
Azhar Basyir sendiri merupakan produk pendidikasapé&ren di Termas Pacitan,

seperti ayahnya, Ahmad Basyir, dan sebagian ‘ulsfnhammadiyah generasi

4 Lihat misalnya Abdul Munir Mulkhan, “Kepemimpindntelektual Muhammadiyah,”
dalamintelektualisme Muhammadiyah: Menyongsong Era EBandung: Mizan, 1995), 63-67.
® Cf. WahyudiMuhammadiyah Dalam Gonjang Ganjing Poljtiki5-116.
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awal, seperti R. Hadjid dan Ahmad Badawi. Azhary#asudah terlibat dalam

aktifitas persyarikatan sejak usianya yang sangatlan Namun, pendidikan
tingkat lanjut yang dia peroleh dari UniversitasAahar Kairo dengan spesialisasi
filsafat hukum Islam memungkinkannya mengembangs@mikiran keagamaan
dengan pendekatan yang berbeda dari ‘ulama sebgéfhimtarbelakang religio-

intelektual yang dia miliki membawanya kepada jabaketua Majelis Tarjih

(1985-1990), sebelum dipercaya menjabat ketua Muotediyah mulai 1990

sampai wafatnya pada 1994.

Modal religio-intelektual (latar belakang pesaniré&eahlian di bidang
hukum Islam, dan penguasaan literatur klasik) yangiliki Azhar Basyir
memungkinkannya disebut sebagai ‘ulama dalam pgagekonvensional,
sekalipun dia juga memiliki akses kepada literatmdern dan pengetahuan yang
jarang dimiliki oleh ‘ulama pada umumnya, yaituséfat. Karena itu, dia
termasuk sosok yang memiliki “referensi ganflajang menjadi dasar dari
pengakuan terhadap kapasitas pengetahuan keag&iaindengan perspektif

pengetahuan modern yang dia miliki.

® Azhar Basyir menempuh studi pascasarjana di abAzlengan menulis tesis berjudul
“Nuzum al-Mirath fi Indunisiya.” Selain itu, dia menghasilkan tulisan-tulisantang pengetahuan
keagamaan, khususnya hukum Islam, antara Haikum Islam Tentang Riba, Utang Piutang,
Gadai (Bandung: Almaarif, 1983)Falsafah Ibadah Dalam IslanfYogyakarta: Perpustakaan
Pusat Ull, 1982);Hukum Waris Islam(Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia, 198EFyngsi Harta Benda dan Wakaf Menurut Islé¥ogyakarta:
Majelis Tabligh PDM Yogyakarta, 1990); dan kumputalisannya dalarRefleksi Atas Persoalan
Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan B&mi(Bandung: Mizan, 1993). Dalam karya
yang disebut terakhir, Azhar Basyir sebagai ahlkumu Islam mengkaji berbagai problem
kontemporer, seperti soal asuransi jiwa, transpfantrgan tubuh manusia, operasi penegasan
kelamin, aborsi. Juga soal-soal ekonomi dalam pétdplslam, seperti sistem ekonomi Islam,
pemerataan pendapatan, hubungan kerja dan pengysssea, dan kedudukan harta dalam Islam.

" Mulkhan, “Kepemimpinan Intelektual MuhammadiyaB5.
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Transisi atau pergeseran sosial-intelektual inaihgi dengan masuknya
kelompok intelektual (lmuwan) yang kebanyakan kearpdikan tinggi (doktor)
di universitas Barat, khususnya Amerika Serikatjdi@ran elite (pimpinan pusat)
dan lembaga atau majelis tingkat pusat. Figur-figusebut meliputi antara lain
M. Amien Rais, dan Ahmad Syafii Maarif, Moeslim é&lorrahman, M. Amien
Abdullah, Abdul Munir Mulkhan, dan Din Syamsuddin.

Asal-usul religio-intelektual Amien Rais (lahir 184 dimulai dari
pendidikan Muhammadiyah, sebelum mendalami kajieagimaan di Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakartean memperoleh
pendidikan di bidang sosial politik di Universit&é&adjah Mada Yogyakarta.
Pendidikan doktoralnya dalam bidang ilmu politiiendan spesialisasi politik
Timur Tengah, diperoleh dari University of Chicaglh Amerika Serikat.
Kombinasi antara pendidikan keagamaan dan pendidiBarat membentuk
pemikiran keislaman yang mencerminkan perpaduainlegs politis dan dasar-
dasar teologi yang berorientasi soSial.

Ahmad Syafii Maarif (lahir 1935) memperoleh penkai dasar sampai
menengah di lingkungan Muhammadiyah sebelum memeejarah di Institut
Keguruan dan limu Kependidikan (IKIP) Yogyakartandaniversity of Chicago
di Amerika Serikat dengan spesialisasi sejarahagian bimbingan Prof. Fazlur
Rahman, yang diakuinya telah mengubaind-setatau pemikirannya dalam
melihat terutama relasi antara Islam dan politiggagra). Dia menekankan pada

dimensi-dimensi etik atau moral dari Islam, dan emkankan pentingnya

8 Ensiklopedi MuhammadiyaB29-332.
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pemahaman terhadap warisan sejarah Islam dan peakgan modernitas
sekaligus?

Sementara itu, Moeslim Abdurrahman (lahir 1947) peraleh
pendidikan agama dari pesantren di Kertosono, sebalelanjutkan studi agama
di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada fatenjsénya, dia menekuni
studi-studi sosial dan antropologi. Gelar doktronga bidang antropologi
mempengaruhi pendekatan-pendekatannya dalam stadigaknaan lebih
antropologis dan menggunakan teori-teori sosiaiskriHal ini membentuk watak
pemikiran kagamaannya yang bercorak transformdiifa termasuk elite
Muhammadiyah tetapi tidak sampmgiverning elite”®

Sosok lain yang pemikirannya relatif berpengarulardaMuhammadiyah
ialah M. Amien Abdullah (lahir 1953). Dia mempeioleendidikan keagamaan di
Pondok Modern Gontor Ponorogo sebelum menempuh §tsdfat di 1AIN
Sunan Kalijaga dan memperoleh gelar doktor di ldaajian filsafat dari Middle
East Technology University (METU) di Turki. Disiplipengetahuan yang dia
tekuni mempengaruhi orientasi pemikirannya yangdeamg filosofis, tidak
skolastik atau juristik seperti pada umumnya algh fatau ahli keislaman murni
(konvensional). Latar belakang keilmuan dan kontsiologis dan keagamaan
dekade 1990-an membawanya ke jabatan ketua Magljh dan Pengembangan

Pemikiran Islam (1995-2000). Posisinya sebagaigketamberinya peluang untuk

° Lihat Otobiografi Ahmad Syafii Maarif: Titik-Titik Kisadi Perjalananku(Yogyakarta:
Ombak bekerjasama dengan Maarif Institute, 2006).

19 pada periode 1995-2000, dia menjabat sebagai kéajelis Pemberdayaan Nelayan
dan Petani PP Muhammadiyah. Posisi ini sesunggubaggat relevan dengan corak pemikiran
keagamaannya yang berorientasi kepada pemberdaj@amemansipasi kelompakustad-afin
sebagai kategori sosial dan struktural.
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memperkenalkan metodologi pemikiran Islam yangktigéstual, tetapi filosofis-
kontekstual

Abdul Munir Mulkhan (lahir 1946) menekuni agama désafat sebelum
mendalami kajian antropologi di Universitas GadMhda (UGM) Yogyakarta.
Kombinasi antara disiplin filsafat dan antropologembawanya kepada kajian
sosial keagamaan yang tidak tekstualistik. Karena literatur-literatur yang
dihasilkan mencerminkan perpaduan pendekatan nsiptider terhadap Islam
sebagai fenomena sosial dan kebudayaan.

Sementara itu, Din Syamsuddin (lahir 1958) mempgérgbendidikan
keagamaan di Pondok Modern Gontor Ponorogo, sebelelanjutkan ke Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta dalam bidang Bstjama-agama.
Pendidikan doktoralnya diperoleh di University oélirnia Los Angeles di
bidang kajian politik Islant® Modal sosial intelektual ini membawanya kepada
jabatan elite di Muhammadiyah sejak 2005 ketikpilierdalam Muktamar ke-45
di Malang.

Beberapa dari figur-figur tersebut memiliki basengetahuan keagamaan
yang mereka peroleh, baik di madrasah dan sekolaaMmadiyah maupun di
perguruan tinggi agama, tetapi disiplin pengetahysarg mereka geluti bukanlah
disiplin yang secara tradisional biasa disebut g@bpengetahuan keagamaan
murni, sebagaimana yang ditekuni oleh ‘ulama padamnya. Sebaliknya,

mereka menekuni kajian politik, sejarah, ekonoman dilmu pengetahuan

1 Lihat M. Amin Abdullah,Dinamika Islam Kultura(Bandung: Mizan, 2000).

12 ihat karya-karya Abdul Munir Mulkhan, sepertiabldisebutkan, sepettlam
Murni dalam Masyarakat Petaif¥ ogyakarta: Bentang, 2000§lam Sejati: Kiai Ahmad
Dahlan dan Petani Muhammadiyé&bakarta: Serambi, 2005).

13 Lihat Ensiklopedi MuhammadiyaB860-362.
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modern** Sementara itu, dari figur-figur tersebut juga gdag berlatarbelakang

pendidikan keagamaan, baik pesantren maupun pergumggi agama, tetapi

pada level lanjut mereka menekuni disiplin pengetahyang beragam mulai
filsafat, antropologi dan politik, atau disiplindgamaan dengan perspektif ilmu-
ilmu sosial modern.

Konfigurasi intelektual yang terbentuk sejak 198@0ialah melahirkan
atmosfer baru dalam produksi dan reproduksi pearnkikeagamaan dalam
Muhammadiyah, baik pemikiran yang dihasilkan oletlividu-individu pemikir
maupun yang diproduksi oleh institusi resmi Muhardiyeh melalui mekanisme
internal yang berlaku, seperti muktamar dan musyalmarjih. Dalam konteks
ini, terjadi perluasan tema-tema pemikiran keagamdan perspektif yang
digunakan oleh para pemikir (intelektual) dalam Mimimadiyah. Dinamika ini
tidak dapat dipisahkan dari timbulnya kritisismengatimbul di kalangan
intelektual terhadap kecenderungan “kemandekan lekiteal” diskursus

keagamaan dalam Muhammadiyah.

B. Reinterpretasi Tajdid dan Reorientasil jtihad

Dalam sejarah dan tradisi pemikiran Islam secaramntimbul gagasan
tentang pentingnya melakukan perbaikan atau perabdraik dalam pemahaman
keagamaan maupun dalam praktik keagamaan yanggdipriglak sesuai dengan

ajaran Islam yang otentik. Menurut John O. Volidisi pembaruan dalam sejarah

1% Cf. Mulkhan, “Kepemimpinan Intelektual Muhammadiya65-66.

!> Din Syamsuddin (ed.)Muhammadiyah Kini dan Esofakarta: Pustaka Panjimas,
1990). Sebagian besar tulisan dalam buku ini mertydemerosotan yang dialami oleh
Muhammadiyah terutama dalam produksi pemikiran-pgan keagamaan yang mencerminkan
wataknya sebagai organisasi yang berorientasi perabdajdid).
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Islam merupakan mode khusus yang berkaitan dengjamakan, terutama karena
hal itu melibatkan kehidupan komunitas Muslim. Dalgangka yang panjang,
tampak adanya kontinuitas dalam tiga tema yang oiufedam gagasan tentang
pembaruan dan perbaikatajflid, renewal- islah, reform) dalam sejarah Islam,
baik pada masa pra-modern maupun pada masa mobiga.tema tersebut
adalah: (1) panggilan untuk kembali kepada, atae@gpan yang tegas, al-Qur'a
dan al-Sunnah; (2) penegasan hakijpgad terhadap al-Quria dan al-Sunnah,
dari pada sekedar meniru atau bersandar kepadadujenerasi terdahulu (yang
biasanya disebutaglid); dan (3) penegasan kembali otentisitas dan keunik
pengalaman al-Quita yang berbeda dari bentuk-bentuk Islam yang*fain.
Karena itu, dapat dipahami bahwa timbulnya gera&tau pemikiran
tajdid biasanya dikaitkan dengan ketidak-mampuan mengng&mangat ajaran
al-Quran dan al-Sunnah dalam menghadapi gerak dan perkegabahidup
manusia yang mengakibatkan pengamalannya mengatamierosotan atau
penyimpangan. Ketertarikan terhadap pemikiran ybatpsal dari luar tradisi
Islam tanpa verifikasi juga dapat mengakibatkargpemalan ajaran al-Quriadan
al-Sunnah tidak sesuai dengan semangat ajaranmedian ilmu yang cukup
dapat berakibat pengamalan ajaran al-Qur@an al-Sunnah secara sempit.
Kesenangan dan kenikmatan duniawi dapat pula niekepada penafsiran ajaran
al-Qur'an dan al-Sunnah menyimpang dari semangatnya. Redaredengan adat

istiadat dari komunitas di luar Islam dapat berakikepada campur-aduknya

6 John 0. Voll, “Renewal and Reform in Islamic HistoTajdid and Islah,” dalam
Voices of Resurgent Islared. John L. Esposito (Oxford: Oxford Universitess, 1983), 35.
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pengamalan ajaran al-Qumadan al-Sunnah, dalam berbagai macam bentuk,
seperti takhayul, khurafat dan bid‘ah.

Voll menegaskan bahwa standar dasar penilaian yaegberikan
inspirasi timbulnya perbaikan dan pembaruan Islaomghkin tidak bergantung
pada kondisi waktu atau tempat tertentu. Namun kiami bentuk-bentuk khusus
dari tajdid danislah sesungguhnya mencerminkan sifat dari masyarakatadia
gerakantajdid daniglah itu dilaksanakan. Karena itu, sementara usahakuntu
membawa masyarakat agar sesuai dengan norma-namgaditetapkan oleh al-
Qur'an dan al-Sunnah secara umum merupakan unsur yarsakodalam tradisi
tajdid danislah, peranarmugihun danmujaddidun pada konteks sosial tertentu
akan bervariasi dan berbeda-béfaikibatnya, sepanjang sejarah signifikansi
kontekstual dari setiap usategdid, baik pada level konseptual maupun pada level
aplikasinya dalam praktik kehidupan akan terus ralmgi perubahan dan

perkembangan.

1. Penafsiran KembaliTajdid

Sebagaimana telah dibahas dalam bab terdahulu, ndgkuresmi
Kepribadian Muhammadiyamenyebutkan bahwjdid berarti “mengembalikan
kepada ajaran-ajaran Islam yang asli-murni.” Nankamena rumusan ini dinilai
masih umum dan abstrak, maka rumusan teri@dgl itu disempurnakan dalam
Muktamar Tarjin ke-22 di Malang pada 1989. MuktamBarjih tersebut

memberikan makna yang lebih luas, dan menyatakawdéajdid berarti (a)

Y Ibid.
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pemurnian, dan (b) peningkatan, pengembangan, misdsr dan yang semakna
dengannya. Pada pengertian pertataydjd berarti memelihara ajaran Islam yang
berdasarkan dan bersumber kepada al-Qurdan al-Sunnahal-Sahihah.
Dinyatakan pula bahwa pelaksandajdid memerlukan kecerdasan akal pikiran
dan kebersihan akal budi yang dijiwai oleh ajastarh’®

Namun demikian, perdebatan mengenai urgeéasiid dan aplikasinya
dalam praktik berlangsung di kalangan Muhammadiyahih-lebih perspektif
tajdid tersebut lebih bersifat doktrinal'tigadiyyah) dan juristik ighiyyah.
Ahmad Syafii Maarif menilai bahwa definisjdid tersebut sangat abstrak, terlalu
berorientasi‘agidah dan belum membumi. Menurut Maarif, puritanisme gyan
menekankan pada pemurnigagidah dan ‘ibadah seharusnya diganti dengan
orientasitajdid yang memiliki cakupan yang lebih luas, seluas dsn&ehidupan
manusia itu sendif?’

Lebih lanjut Maarif menegaskan bahwa al-Quorsebagai sumber otentik
Islam harus mempunyai nilai praktis yang dapat nesikéan arah dan pemecahan
terhadap tuntutan-tuntutan kehidupan manusia yangrgiasa berkembang dan
berubah, baik dalam bidang sosio-ekonomi, sositH#goimaupun dalam bidang
iimu dan teknologi. Pemahaman dan praktd§did yang tidak menyentuh

dimensi-dimensi kehidupan kemanusiaan yang luasayds akan memberikan

8 Lihat “Tanfidz Keputusan Muktamar Tarjih Muhammgati XXII,” Berita Resmi
Muhammadiyah Nomor Khusus (1990), 47. Lihat juga Fatchurrahm@jamil, “Tajdid
Muhammadiyah Pada 100 Tahun Pertama,” dalajdid Muhammadiyah Untuk Pencerahan
Peradaban eds. Mifedwil Jandra dan M. Safar Nasir (YogyakarMajelis Tarjih dan
Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah damtditas Ahmad Dahlan Press, 2005),
87-89.

19 Ahmad Syafii Maarif, “Matan Keyakinan dan Cita-€itlidup Muhammadiyah Dalam
Perspektif Tajdid Fil Islam,” dala®ialog Pemikiran Islam dalam Muhammadiyadd. Haedar
Nashir (Yogyakarta: Badan Pendidikan Kader PP Muhadiyah, 1992), 26.
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tempat yang subur bagi kecenderungan sekularismaegend ijtihad yang
dilakukan selama ini masih jauh dari memadai umhghgatasi masalah-masalah
baru yang timbuf®

Sementara itu, Azhar Basyir, mengutip al-‘Algaseperti dikutip oleh al-
Manawi dalamFayd al-Qadr Sharhal-Jami* al-Saghir, memaknatajdid sebagai
“menghidupkan kembali pengamalan al-Quar@an al-Sunnah yang telah padam,
dan memerintahkan agar orang mengikuti ajaran kedui' Berdasarkan
pemahaman ini, menurut Azhar Basyir, cakupajlid sangat luas dan dapat
menunjuk kepada adanya berbagai upaya untuk mekanrajaran al-Quriadan
al-Sunnah dari berbagai macam unsur luar yang ridartgan dengan prinsip-
prinsip ajaran al-Quria dan al-Sunnah, terutama yang berakibat mengotori
‘agidah yang murni {awhd). Dalam hal ini, menurut Azhar Basyir, Maitmmad
ibn ‘Abd al-Wahhé dapat dijadikan sebagai contoh yang sangat teftldalam
meluruskan umat Islam dari bid‘ah daléaqgidah dan‘ibadah

Selain itu, termasuk dalam lingkupjdid ialah meluruskan pemikiran
yang dipandang menyimpang dari jiwa ajaran al-Quréan al-Sunnah. al-
Ghaz& (w.1111) yang meluruskan pemikiran para filosofngadinilai
menyimpang dari ajaralaqgidah menurut al-Qura dan al-Sunnah, dalam tiga
masalah, yaitu: (a) pengetahuan Allah hakytiyyat; (b) keazalian (keabadian)
alam, tanpa permulaan; dan (c) kebangkitan rutimak jasmani, dikategorikan

sebagai ‘ulama yang melakukejdid.

20 [|hi
Ibid.
2L Ahmad Azhar BasyiRefleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafatkum,
Politik dan Ekonom{Bandung: Mizan, 1993), 255.
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Di samping itu,tajdid dalam pemahaman Azhar Basyir, juga meliputi
upaya-upaya berikut: penyebarluasan dan pengemmainga pengetahuan yang
bermanfaat bagi umat manusia sesuai dengan senaf@at’an dan al-Sunnabh;
pengembangan pemahaman al-Quran al-Sunnah seluas mungkin agar dapat
menjawab berbagai masalah baru yang muncul dalarkempbangan hidup
manusia; pengembalian posisi politik umat Islamragalepas dari dominasi
kekuasaan kaum lain; penyajian kreasi-kreasi darerpgan metoden{anha)
baru dalam mengamalkan ajaran al-Qumr@an al-Sunnah; dan pengembangan
semangat mengamalkan ajaran al-Qurkan al-Sunnah dalam kehidupan sosial
menuju terwujudnya kesejahteraan masyardkat.

Senada dengan pandangan di atas, Amien Rais mkagatahwatajdid
mencakup pengertian purifikasigidah (tanzf al-‘agidah). Tajdid dalam makna
purifikasi menekankan bersihnya keyakinan atagidah dari apa yang disebut
“rawasyiya asy-syirk,” atau diistilahkan takhayhid‘ah, khurafat. Purifikasi ini
merupakan usaha yang tidak pernah selesai, kapengaag disebut Rais sebagai
“rawasyiya asy-syirk” dewasa ini terus mengalamitamerfose, mengalami
pergantian rupa, pergantian wujud, tetapi secagasis tetapshirk®® Menurut
Rais, perkembangan nativisme dalam pelbagai bemtak manifestasinya
merupakan wujud modern dashirk Tajdid dalam pengertiatanaf al-‘agidah
dewasa ini dihadapkan pada tantangan pertarungaikipen atau ideologi yang

berkembang. Berbagai jenis pemikiran filsafat atsologi yang tidak sejalan

?2|bid., 255-257.

2 M. Amien Rais, “Konstruk Pemikiran Islam Dalam Muhmadiyah,” dalam
Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan: Sebuah @ialtelektual ed. Sujarwanto, Haedar
Nashir, M. Rusli Karim (Yogyakarta: Tiara Wacan9Q), 232.
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dengan ajaran dawagidah Islam dapat disebut sebagai bensliirk gaya baru
yang menjadi sasaraajdid dalam makn#anzf al-‘agidah?*

Dalam tajdid, menurut Rais, juga terdapat dimensi pembaruarogeol
Sementara ini, teologi yang dipahami oleh sebabesar kaum Muslim adalah
paham tentang hal-hal yang bersifat teo-sentrpersiesifat-sifat Tuhan yang dua
puluh. Tajdid teologi mengandung makna perumusan pemahamargite@og
relevan dengan tuntutan perkembangan zaman. Tenaieologi seperti sifat-
sifat Allah yang dua puluh, masalah dosa besariaiikasinya terhadap status
seorang mu’min, soal kemakhlukan al-Qur'a@an seterusnya yang menjadi
perdebatan kaum teolom(@takallimun) klasik, harus digantikan oleh teologi yang
menekankan pada persoalan sosial, dan beroriguadsi pemecahan problem-
problem kemanusian, seperti kemiskinan, kemelaraf@@ngangguran, dan
kerusakan lingkungaf?.

Karena itu, menurut Rais, sudah saatnya dilakukambaruan dalam
teologi Islam, dan dirumuskan kembali teologi Islgiang lebih relevan dan
kontekstual dengan tuntutan zaman, karena selaimgaran teologi yang ada

telah ketinggalan jauh ke belakafigDapat dinyatakan bahwa Rais menekankan

4 |bid. Selain pemurnianagidah dan pembaruan teologi, Amien Rais juga memaknai
tajdid sebagai membangun, mengembangkan, memperbaruini®ma ilmu pengetahuan
teknologi umat Islamtajdid sebagai pembaruan organisasi dan manajemenajiiid sebagai
pembaruan etos kerja.

% Namun demikian, Amien Rais tidak sependapat depgagadopsian gagasan tentang
teologi pembebasan yang muncul di Amerika Latimgydiilhami oleh ajaran Katolik sebagai
bentuk perjuangan melawan deprivasi sosial, patithk ekonomi. Sebaliknya, Rais menegaskan
bahwa al-Qura telah menyediakan doktrin yang dapat menjadidaad untuk merumuskan
teologi yang berorientasi pada pemecahan problemakasian kontemporer, yaitawhd yang
dimaknai dalam lima aspekinity of God (kesatuan ketuhangnynity of creation (kesatuan
ciptaan) unity of mankind(kesatuan kemanusiaanlinity of guidance(kesatuan petunjuk,
hidayah) danunity of truth(kesatuan kebenaran). Ibid., 233-234.

%M. Amien RaisMoralitas Politik MuhammadiyaklYogyakarta: Dinamika, 1995), 23.
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tajdid teologi dalam makna perubahan paradigma teolagiydag “theo-centrist”
(berpusat pada masalah ketuhanan) yang abstrak&gpag “anthropo-centrist”
(berpusat pada masalah kemanusiaan) yang nyata.

Namun demikian, Rais mengingatkan bahtaglid dalam Islam tidak
perlu ditafsirkan sebagai “modifikasi terhadap apatslam seperti tertera dalam
al-Quran dan al-Sunnah,” tetapijdid harus dimaknai sebagai “pembaruan
pemahaman, cara pandang yang lebih segar atalkitarenempersepsi agama
Islam sesuai dengan semangat Islam itu sendiribeédnl-betul relevan dengan
tuntutan zaman® Rais tidak setuju dengan reaktualisasi dan kotiaKsasi
Islam dengan zaman, karena pengertian kedua isti@fsebut dapat
mengimplikasikan pandangan bahwa seakan-akan &@Qsudah tidak relevan
dengan kemajuan zamé&h.

Sementara itu, Ahmad Syafi'i Ma’arif tidak selallemaknaitajdid dalam
pengertian pemurnialgidah Menurutnya,tajdid lebih merupakan pembaruan
pemikiran secara komprehensif dan bertanggungjawabg mensyaratkan
pemahaman tetang warisan pemikiran klasik secaiis kilan pemahaman
terhadap modernitas. Karena itu, pemikiran keistatigdak semata-mata bersifat
teoretis, tetapi juga harus memiliki nilai prakti3alam konteks inifajdid juga
dapat diartikan sebagai upaya “membumikan ajardamisdalam kehidupan
kolektif umat manusia® Menurut Ma’arif, tanpa pemahaman yang memadai

terhadap warisan Islam klasik dan tantangan ma@dernpembaruan pemikiran

" bid., 20.

%M. Amien Rais, “Konstruks Pemikiran Islam Dalam hMunmadiyah,” 232.

29 Ahmad Syafii Maarif,Islam dan Politik: Upaya Membingkai Peradab#@irebon:
Pustaka Dinamika, 1999), 55-56.
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Islam niscaya hanya bersifat parsial. Tantanganemmits dan sekularisme tidak
dapat dihadapi dengaajdid danijtihad setengah-tengafi.

Pemikiran tentangajdid yang berkembang di kalangan Muhammadiyah
menggambarkan dinamika religio-intelektual sebagapons terhadap tantangan
masyarakat yang timbul. Dalam konteks tajdid yang termasuk dalam kategori
pembaruan pemikiran keagamaan dapat dilakukan dpéaspektif tekstual dan
kontekstual sesuai dengan kapasitas pemahamarm sedaidual ardi), menuju
pemahaman secara kolektjarpdi) yang didorong oleh semangat pembaruan
yang secara normatif menjadi “Kepribadian” Muhamiyal. Dalam konteks
yang lain,tajdid diartikan sebagai “reapplication of principle otraly Islam,”
atau “penciptaan kaitan yang positif antara ajala@Qur’an dan pandangan hidup
modern pada nuktah-nuktah kuncinya yang menghasiikéegrasi pranata-
pranata modern dengan orientasi moral sosial aa@(ir*

Dalam perkembangannya, pemaknaajid mengalami pengayaan dan
perluasan, meskipun tetap mengandung peluang liatagp secara berbeda-beda.
Menurut Syamsul Anwatajdid bermakna “menemukan kembali substansi agama
untuk diberi pemaknaan baru dalam pengungkapanalgendsuatu konteks baru
yang berubah* Dia menambahkan bahwajdid dapat diwujudkan dalam bentuk

(a) pengembalian kepada (pemurnian) ungkapan pemgal agama yang pola

dan ketentuannya telah ditetapkan secara pabtidah dan pokok-pokok

0 |bid.

3 Husein Ahmad, “Matan Keyakinan dan Cita-cita HidMuhammadiyah Dalam
Perspektif Tajdid fil Islam,” dalarDialog Pemikiran Islam Dalam Muhammadiyati.

%2 gyamsul Anwar, “Manhaj ljtihad/Tajdid dalam Muhawmuiyah,” dalam Tajdid
Muhammadiyah Untuk Pencerahan Peradab&h
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‘agidah), (b) dinamisasi kehidupan sosial dan peradabdariaskan penemuan
kembali substansi agama.

Dalam konteks initajdid hanya dapat diterapkan untuk masalah-masalah
mu‘amalah dunywiyyah karena pola-pola dalam bidang ini tidak ditetapka
secara ketat, sehingga terbuka ruang inovasi daaskr Sedangkan untuk
masalah-masalatagidah dan ‘ibadah maldah tidak termasuk dalam wilayah
tajdid, karena norma-normanya telah ditetapkan dan bersiflak tedas makna”
(ghayr ma‘qd al-ma‘na). Namun demikian, Syamsul Anwar mengakui adanya
wilayah tumpang tindih antargbadah maldah dan mu‘amalah dunyaiyyah
seperti beberapa ketentuan dalam soal zakat daff haj

Sementara itu, senada dengan pemikiran di atas, Bjiamsuddin
menegaskartajdid tidak seharusnya memasuki wilayaygidah dan ‘ibadah
maldah. Dalam wilayah ini, teks-teks al-Qunialan al-Sunnah telah memberikan
landasan dan pedoman yang memadai bagi umat Mu3lidak diperlukan
adanya interpretasi dan inovasi dalam sagidah dan ‘ibadah malgah. Inilah
yang disebut sebagal-tajrid fi al-‘agidah wa al-‘ibadah al-maldah. Sedangkan
dalam soal-soaimu‘amalah dunywiyyah inovasi pemikiran dan pembaruan
menjadi keniscayaan, dan inilah yang menjadi whayajdid. Menurutnya,
diperlukan keseimbangaml{tawazun) antara “purifikasi dan dinamisasi”, atau

dengan istilah lairl-tajrid fi al-‘agidah wa al-‘ibalah al-maldah wa al-tajdd fi’

*3 |bid.
** Ibid.
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al-mu‘amalah (pengetatan dalanaqgidah dan ‘ibadah murni dan pembaruan
dalam masalah sosial-masyaraKat).

Pemahaman tentang makaglid dan aplikasinya dalam praktik sejauh ini
didominasi oleh perspektiagidah danfigh, sehingga menimbulkan persepsi atau
kesan seolah-olah hanya kalangan ‘ulama yang d&gmgiemenuhi syarat saja
yang dapat melakukatajdid yang seringkali dikaitkan, dan dimaknai identik,
denganijtihad. Perbedaan pendapat tentang makjdid dalam Muhammadiyah
kontemporer dapat dikatakan merupakan konsekuemsfarmulasitajdid yang
masih sangat abstrak dalam dokumen resmi, séfeptibadian Muhammadiyah
Namun, perdebatan ini tidak akan pernah berhemtiakan berkembang sesuai

dengan tuntutan perkembangan zaman.

2. Perluasan Makna dan Wilayahljtihad

Diskursus tentangtihad telah berkembang di kalangan ‘ulama pada abad-
abad terdahult® Semangatjtihad kemudian tumbuh lebih signifikan terutama
pada abad-abad ke-18 dan ke-19, di kalangan yaedputi oleh John Obert Voll
sebagai “fundamentalis,” yaitu mereka yang lebimdesung untuk merujuk
secara langsung kepada sumber Islam, al-Quién al-Fdith. Pada kurun waktu

tertentu dari sejarah intelektual Islam terdapaidaagan mengenai tertutupnya

% Gagasan Din Syamsuddin ini pernah dikemukakan ndakolokium Nasional
Pemimikiran Islam Pusat Studi Islam dan Filsafat MMlan al-Maun Institute, pada 11-13
Februari 2008. Lihat Din Syamsuddin, “Pengantariafa Dialektika dan Dialog Pemikiran,”
dalam BiyantoPluralisme Keagamaan Dalam Perdebaiatalang: UMM Press, 2009), xvi-xvii.

% jtihad didefinisikan sebagai “daya upaya seseorang umenttasarkan hukunadillah)
menarik suatu pendapat mengenai suatu peraturamhUKAlI ibn Muhammad al-Jurjai, Kitab
al-Ta'rifat (Cairo: Maba‘at al-Hamidiyyah al-Migiyyah, 1321 [1903]), 5.ljtihad sering
dikontraskan dengataglid yang bermakna “menerima suatu pendapat tentarig peasaturan
hukum tanpa pengetahuan tentang dasar-dasarnydurpahi, Kitab al-Ta'rifat, 44.
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pintu ijtihad (insidad ba al-ijtihad), meskipun tidak dapat dipastikan kapan
slogan tersebut muncul untuk pertama kali dan sjapg mengajukannyX.

Namun, selama abad-abad menjelang periode modertensebut sangat
kuat dipegangi oleh sebagian kalangan ‘ulama yaegcerminkan suatu proses
sejarah yang ditandai dengan penciutan secara dsnaangsur jangkauan
jtihad. Sebagai hasilnya, kalangan ‘ulama kemudian meakagtijtihad ke
dalam berbagai tingkatan. Para ‘ulama yang dipampgabagai pendiri madhhab,
seperti AbuHanifah, al-Shé'i, Ahmad ibn Fanbal dan Mik, adalahmujtahid
mutlag Di bawah mereka adalah mujtahid madhhadoij@hid fi al-madhhalp,
yang diikuti oleh mujtahid fatwdmujtahid fi al-fatwg, dan akhirnya penganut
(mugallid).®® Hirarki ini mengimplikasikan adanya kapasitas-lsiges yang
berbeda di kalangan ‘ulama, dan hal tersebut di&aitilengan syarat-syarat yang
ditetapkan di lingkungan komunitas ‘ulaniigl).

Gagasan tentangtihad tumbuh di kalangan Muhammadiyah sejalan
dengan pandangan tentang perlunya kembali kepadbesuajaran Islam, yaitu
al-Qur'an dan al-Sunnah. Generasi awal Muhammadiyah, nmdhlan dan Mas
Mansur tampaknya memiliki pandangan yang sama rignt@entingnya
memahami ajaran Islam secara kontekstual. Perlatadickembali bahwa
penekanan Dahlan pada penggunaan akal pikiran dal@mahami agama, dan

pandangan Mas Mansur tentang pentingnya memperfaham agama,

¥ R. Peters, “ljtihd dan Tagli Dalam Islam Abad ke-18 dan ke-19,” dal&@tudi
Belanda Kontemporer Tentang Islamds. Herman Leonard Beck dan Nico Kaptein (Jakart
INIS, 1993), 76.

% |bid.
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menunjukkan signifikansijtihad dalam konstruk pemikiran keagamaan ‘ulama
Muhammadiyah, karena piniitihad tetap terbuka®

Di antara figur (‘ulama) Muhammadiyah kontemporgng mengajukan
pemikiran soaljtihad adalah Ahmad Azhar Basyir, yang memiliki latarlialag
keilmuan hukum Islam. Dia menyatakan bahwa al-Qur@an al-Sunnah
mengandung banyak hal yang mengundang pemikirhadiyah Praktikijtihad
sesungguhnya telah terjadi pada masa nabi, meskimsih sangat terbatas.
Namun, setelah meninggalnya Nabi Muhammijitiad menjadi tidak terelakkan
sebagai akibat dari perkembangan masyarakat kaemakin meluasnya wilayah
Islam, semakin banyaknya bangsa-bangsa bukan Awadp memeluk Islam, dan
semakin banyaknya sahabat yang menetap di daeeaaihdbaru yang jauh dari
daerah asalnya. Latarbelakang inilah yang mendorpraktik ijtihad dan
memunculkan madhhab-madhH4b.

Secara teoretis, dalam pemahaman Azhar Basyir,jtirerd dalam
bidang-bidang yang tidak disebutkan dalam al-Qudan Sunnah dapat ditempuh
dengan berbagai cara. Di antaranya adalstas (analogi) dan “memelihara
kepentingan hidup manusiafi‘éyat maslih al-khalg, yaitu menarik manfaat
dan menolakmudarat dalam kehidupan manusia. Dalam hal giy,as merupakan

salah satu metodgihad.*!

% Lihat pembahasan di bab kedua tentang Dahlan das Mansur. Dalam kasus Mas
Mansur, ijtihad dipandang sebagai keniscayaan sesuai dengan parubsakitu dan ruang
(taghayyur al-azminah wa al-amkingh

4 Ahmad Azhar Basyir, “Pokok-Pokok ljtthad Dalam Hmk Islam,” dalamljtihad
Dalam Sorotaned. Jalaluddin Rahmat (Bandung: Mizan, 1988), 47.

*bid., 48.
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Untuk melakukangiyas, menurut Azhar Basyir, diperlukan empat unsur
yang disebut “rukun-rukugiyas’: al-ad (pokok), yaitu hal yang telah disebutkan
dalamnass (teks), yang menjadi pangkglyas, al-far* (cabang), yaitu hal yang
dicari hukumnya, yang tidak disebutkan dalaass, hukm al-a$ (hukum atas
pokok), darfillat hukm al-a$ (sebab hukum atas pokd¥).

Dengan kata laingiyas bisa diartikan sebagai menyamakan sesuatu hal
yang tidak disebutkan hukumnya di dalarass dengan hal yang disebutkan
hukumnya dalammass karena adanya persamaaltat hukum pada dua macam
hal tersebut. Karengiyas selalu berdasarkan kepada adanya persamban °
hukum, makagiyas dapat dilakukan hanya jikdlat hukumnass dapat diketahui
dengan akalQiyas dalam bidangnu‘amalah lebih banyak digunakan, daripada
dalam bidangibadah ritual. Bahkan dalanfigh Islam terdapat kaidah yang
mengatakan bahwa “tiadgyas di dalam (urusan) ‘ibadaf®

Pandangan tentangtihad dan metodegiyas yang dikemukakan oleh
Azhar Basyir menunjukkan kerangka berpikirnya yaegorientasi pada masalah-
masalah yang memerlukan pemecahan dari perspegtiff'yah Menurutnya,
kompleksitas masalah-masalah kemasyarakatan yaigbdikan oleh zaman
modern ini memerlukan jawaban yang otentik dariusuysandang ajaran al-
Qur'an dan al-Sunnah. Namun demikian, Azhar Basyir lebénekankanjtihad
tersebut dilakukan secara kolektijtiad jamdi), tidak perseoranganjthad

fardi), untuk mengurangi kemungkinan perbedaan tajakaldngan ‘ulam&?

2 bid.
* bid.
4 Ahmad Azhar BasyirRefleksi Atas Persoalan Keislam&59.
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Azhar Basyir menyatakan bahvjghad jamdi™ perlu dilakukan dengan
melibatkan berbagai tenaga ahli dengan beragamrkpoan ilmiah agar produk
yang dihasilkan bersifat komprehensif dan dapat eoammkan kompleksitas
persoalan yang dihadapi oleh umat Muslim. Selarsita¢jamdi, menurut Azhar
Basyir, ijtihad juga dapat dilakukan dengan dukungan negara, tangpgurangi
independensi ‘ulama untuk dalam melaksanaj#mad.*> Penekanan padgihad
jamdi daripadaijtihad fardi dimaksudkan oleh Azhar Basyir untuk menghindari
kebingungan dalam masyarakat akibat munculnya prgtibad yang mungkin
saling berbeda satu sama I4in.

Betapapunijtihad dilakukan secara kolektifjgmdi), hasil pemikiran
ijtihadiyyah itu tidak serta mengikat, sebagaimana hukum-hulkanyg bersifat
nass (tekstual). Hal ini disebakan karakter digithad merupakan pemikiran dan
pemahaman dengan metode tertentu untuk menemukantlkaEn hukum dalam
masalah yang tidak disebutkan secara jelas di datem(teks) al-Qur'a atau al-
Sunnah. Namunjtihad tersebut harus tetap mempertimbangkan jiwa hukam d
tujuan hukum yang terkandung dalaass, atau illat hukum darnass.*’

Menurut Azhar Basyir, sebagaimana para ‘ulama al-figh umumnya,
kemaslahatan hidup manusia merupakan tujuan ‘ahatslam (magaid al-
sharfah). Teks-teks al-Quria dan al-Sunnah dalam memberikan tatanan
kehidupan individual maupun sosial telah menganduijgan tersebut. Karena

itu, tidak ada tempat bagi pertimbangan kemaslahg@ng akan berakibat

**|bid., 146.
% Basyir, “Pokok-Pokok ljtihad Dalam Hukum Islam2-63.
4" Basyir,Refleksi Atas Persoalan Keislamam5.
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terdesaknya teks yang telah mengandung kemaslabatarkehidupan manusia.
Azhar Basyir menegaskan, kemaslahatan yang bemngariadengan teks dapat
dianggap sebagai bukan kemaslahatan yang sesungguétapi sem(f

Dalam konteks ini, pertimbangan kemaslahatan diarjuerutama kepada
hal-hal yang tidak terdapat ketentuannya dalam. tiksnun, teks khusus yang
mengandung tujuan kemaslahatan bisa saja dikesgkapinjika dihadapkan
kepada pilihan untuk mendapatkan kemaslahatan lebiy luas. Dengan kata
lain, pilihan terhadap kemaslahatan yang lebih lountut dikorbankannya
maslahat yang lebih sempit; artinya, meninggalkaslahat yang lebih sempit
menuju tercapainya maslahat yang lebih luas. Pettaelni disebuistihsan.*°

Penemuan hukum melalytihad memungkinkan munculnya pendapat-
pendapat yang berbeda di kalangamtahidun mengenai suatu ketentuan hukum.
Meskipun terdapat prinsip bahwa hagihad seseorang tidak dapat dibatalkan
oleh hasilijtihad orang lain &l-ijtihad la yungad bi al-ijtihad), namun perubahan
hukum-hukumijtihadiyyah sangat mungkin terjadi. Perubahan tersebut tidak
semata-mata disebabkan oleh pengaruh pendapat dmangtetapi seorang
mujtahid dapat saja mengubah pendapatnya yang tananenggantinya dengan
pendapat yang baru, sebagaimana dikenal dari kasBbkafii, yang memiliki
gaw! gadim (pendapat lama) dayawl jadd (pendapat baru?.

Pemahaman tentangihad dari perspektiffighiyyah juga dikemukakan

oleh Asjmuni Abdurrahman, ‘ulama hukum Islam dala#tuhammadiyah.

“8 Ibid.

49 Ahmad Azhar Basyir, “Reaktualisasi, Pendekatanicmgis Tidak Selalu Relevan,”
dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islangd. Igbal Abdurrauf Saimima (Jakarta: Pustaka
Panjimas, 1988), 108-109.

* Basyir,Refleksi Atas Persoalan Keislamar5.
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Menurutnya, kesungguhan pencarian hukum dilakukasta gpenentuan hukum
suatu masalah yang tidak disebutkan sama sekalinma olehnass, namun
masalah tersebut perlu ditentukan hukumnya mengkegantuan itu diperlukan
pemecahannya untuk menghadapi persoalan hidupi-behiaryakni ditempuh
dengan jalanjtihad. Ijtihad ini dilakukan untuk menggali hukum dengan dasar
tujuan penetapan hukum secara umum, yakni kemaatatia

Dalam pemahaman Asjmuni Abdurrahmajihad mengandung unsur-
unsur sebagai berikut: (1) ada usaha sungguh-shngang maksimal; (2) usaha
itu dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kiakii untuk melakukannya;
(3) usaha itu dilakukan dalam masalah hukum yamgaiian dengan perbuatan
manusia; (4) pelaksanaajpiihad dilakukan dengan menggunakan metode; (5)
pelaksanaaijtihad dilakukan terhadap masalah hukum yang dalil dduimnya
belum dapat dipahami secara tegas dan jelas baikad®uran maupun al-
Sunnah, sedangkan permasalahan tersebut memeplekantuan hukurtt.

Dari unsur-unsur tersebut, Asjmuni Abdurrahman meran ijtihad
sebagai usaha yang dilakukan oleh mujtahid sangiasbmaksimal dalam usaha
mengambil ketentuan hukum dari al-Qur'atau al-Sunnah yang mengandung
makna kurang jelas, sehingga dapat diambil kesiamphlukumnya dari celah

makna yang tidak jelas tersebut. Sedangkan mengamalina yang sudah jelas

*1 “Memahami ljtihad Secara Lebih LuasSuara Muhammadiyahno. 13 (1-15 Juli
1996), 49.

%2 Asjmuni Abdurrachman, “Sorotan terhadap Beberapasalah Sekitar ljtihad,” dalam
Begawan Muhammadiyah: Bunga Rampai Pidato Pengukuhauru Besar Tokoh
Muhammadiyahed. Pramono U. Tanthowi (Jakarta: PSAP, 200584 7Tulisan ini berasal dari
naskah pidato pengukuhan Guru Besar pada Fakuyltaseh IAIN Sunan Kalijaga, 25 Mei 1996.
Lihat juga Asjmuni AbdurrahmaniManhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
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baik dari al-Qura maupun al-Sunnah, dalam pemahaman Asjmuni, tidak
tergolongijtihad, tetapiistinba, mengingat usaha tersebut tidak tergolong usaha
yang berat karena makna dari tekas) sudah jelas dan transparan. Sebaliknya,
ijtihad adalah upaya untuk mendapatkan hukum dari al-Qui@n al-Sunnah
yang tidak atau kurang jelas penetaparmiya.

Sekalipun Muhammadiyah disebut sebagai organisasj ynenekankan
arti pentingtajdid dan ijtihad, namun dalam faktanya produk yang dihasilkan
melalui tajdid danijtihad tidak bebas dari kritik. Bahkan, sampai tarafetei,
Muhammadiyah dinilai mengalami kemandekan dalamahean gagasan
keagamaan yang sesuai dengan tuntutan kemajuam Abdullah menyatakan
bahwatajdid dan ijtihad yang dikembangkan oleh Muhammadiyah pada awal
mula berdirinya tidak lagi dipahami oleh kalangamhdmmadiyah dewasa ini
sebagaimana keduanya dipahami oleh generasi aveaen&nya, dia melihat
urgensi perluasan dan pemekaran mejtiaad.>*

Dalam analisis Amin Abdullah, dewasa ini, umat rslatermasuk
Muhammadiyah, berhadapan dengan persoalan-perssizdat dan kultural yang
nyata yang dapat disebut sebagai persoalan “dakeahdayaan® Dakwah
kebudayaan menekankan pentingnya persentuhan temgkngan realitas dan

kebutuhan nyata masyarakat Muslim dalam makna \@agy Karena itu, Amin

%3 Asjmuni Abdurrachman, “Sorotan terhadap Beberapaaiah Sekitar ljtihad,” 57-84;
lihat juga “Memahami ljtihad Secara Lebih Luag§tiara MuhammadiyghNo. 13 (1-15 Juli
1996), 49.

* M. Amin Abdullah, “Paham Kembali Kepada al-Qurdan as-Sunnah dalam Era
Transformasi Teologis di Tengah Tantangan KemaaasidJniversal,” Berita Resmi
MuhammadiyahNo. 22/1990-1995 (Maret 1995): 48-49.

55 (i

Ibid.
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Abdullah mengajukanijtihad sebagai suatu model berpikir keagamaan yang
bersifat “historis, praksimpen endedtidak kenal ujung final>®

Jika Azhar Basyir dan Asjmuni Abdurrahman memakijgiad dari
perspektiffigh atauusul al-figh, maka Amin Abdullah mengajukan suatu ciri
pemikiran keagamaan yang perlu dikembangkan dalarhakbimadiyah, yaitu
bahwa metodologi pembaruan pemikiran keagamaan Imdddammadiyah
harus senantiasa menyatukan dimensi ajaran “kerkbphda al-Qura dan al-
Sunnah” dengan dimendiajdid dan ijtihad sosial. Karakteristik pemikiran
keagamaan Islam model Muhammadiyah adalah adanyangan yang bersifat
dialektis-hermeneutis (hubungan timbal balik datakdalik), bukan hubungan
dikotomis-eksklusif antara sisi normativitas al-@Quat dengan simbolisasi
“kembali kepada al-Qurfadan al-Sunnah,” dan historitas pemahaman terhadap
norma-norma al-Quria tersebut pada wilayah kesejarahan tertentu, denga
simbolisasi perlunyitihad dantajdid.>’

Menurut Amin Abdullah, predikat yang dilekatkan lolmasyarakat umum
kepada Muhammadiyah sebagai tidak ber-madhhab, t@dak terikat pada
madhhab tertentu, dapat dijustifikasi sebagai aermékanisme kerja kritisisme
yang terkandung dalam gagasgihad. Kritisisme tersebut ditujukan terhadap
segala bentuk historisitas kelembagaan agama demli@gaan pemahamégh
yang terikat oleh konteks ruang dan waktKritisisme terhadap pemikiran

keagamaan sebagai produk historis sejatinya merkadakter dasar dari

56 (i
Ibid., 49.
>” M. Amin Abdullah, “Religiusitas Kebudayaan Muhardiy@h Dalam Era Perubahan
Sosial,” dalamDinamika Islam Kultural: Pemetaan Atas Wacana kaishn Kontemporer
(Bandung: Mizan, 2000), 136.
%8 |bid.
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Muhammadiyah. Karena itu, ‘ulama dan pemikir Muhaadiyah tidak boleh
terjebak pada historisitas pemahaman keagamaan dipragduksinya, sehingga
membentuk apa yang dapat disebut sebagai “madiéisgndiri.

Dalam konteks ini, hubungan antara normativitas Hestorisitas tidak
bisa terlepas antara satu dan lainnya. Dimalasiju’ ila” al-Qur'an wa al-Sunnah
tidak bisa dipisahkan dari dimengihad (dantajdid), dan demikian sebaliknya.
Jika relasi antara kedua dimensi itu hilang, daaktiiada pertautan di antara
keduanya, maka watak dastjdid dan ijtihad Muhammadiyah juga dapat
dikatakan hilang.

Lebih lanjut, Amin Abdullah menegaskan bahwa melmgiajtihad yang
digunakan oleh Muhammadiyah ialah organisasiorah, kdal ini menunjukkan
orientasi Muhammadiyah yang lebih sosial dan kdleiamdi), daripada
individual (ardi). Menurut Amin Abdullah, dengan metodologfihad yang
terbuka dan kritis, peluang untuk terlibat dalanskdrsus sosial-keagamaan
kontemporer terus terbuka. Hal ini disebabkan Muhadiyah tidak terikat
dengan warisan literatur atau teks-teks keagamskam labad pertengahah.
Pemilihan istilaltarjih, menurut Amin Abdullah, dapat dipandang sebagabel
anti-kemapanan terhadap pemikiran keagamaan yamg Bdhkan, dengan
pendekatan demikian, Muhammadiyah dapat merespamderadaptasi dengan
tuntutan perubahan zam%h.

Secara filosofis, Amin Abdullah menyamakan semaijghtid Dahlan,

pendiri Muhammadiyah, dengan “prinsip gerak dalahanh” versi Muhammad

%9 bid., 143.
€0 |pid.
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Igbal, pemikir Muslim dari Pakistdtl. Wilayah historis kultural masyarakat
merupakan lahan yang potensial sebagai sasaranastideannyaijtihad yang
sesungguhnya. Dalam wilayah historis masyarakdahtuerjadi perubahan-
perubahan penting sebagai akibat dari perkembamgan pengetahuan dan
teknologi. Menurut Amin Abdullah, Dahlan tidak meshaékan persyaratan ketat
untuk melakukanijtihad yang biasa berlaku dalam wilaydigh. Sebaliknya,
Dahlan masuk ke dalam wilayah realitas historis tulaslim, yang mencakup
bidang-bidang pendidikan, pelayanan kesehatan,ydam piatu, dan hal ini
merupakan interpretasi kontekstual dan fungsioediadap anjuran al-Quria
misalnya dalam 3at al-Méun.®

Menurut Amin Abdullah, langkahjtihad Dahlan tidak semata-mata
bercorak intelektual, dan sampai batas tertentatddigategorikan sebagai bentuk
peniruan terhadap budaya bangsa ldmshabbuh bi gawmin.”Ini disebabkan
usaha-usahajtihadiyyah Dahlan mencakup pengadopsian praktik-praktik dan
institusi-institusi masyarakat modern yang dinpasitif, tanpa kehilangan watak
religiusitasnya. Dalam konteks ini, dapat dibedafataraijtihad yang dilakukan
oleh Dahlan dan corak pemikiran keagamaan dart fiuslim lainnya, seperti

al-Surkdi (al-Irshal) dan Almad Hassan (Persis)jtihad yang dilakukan oleh

®1 |gbal menyamakaijtihad sebagai “prinsip gerak dalam sruktur Islarfie(principle of
movement in the structure of IsfanMenurutnya, Islam menyediakan basis spirituaigy&okoh
bagi kehidupan masyarakat, yang harus merekorishi@ggori-kategori yang permanen dan
kategori-kategori yang berubabategories of permanence and chandduhammad IgbalThe
Reconstruction of Religious Thought in Isl@ew Delhi: Kitab Bhavan, 1974), 147-148.

%2 M. Amin Abdullah, “Perluasan Konsep ljtihad danjdid: Strategi Menghadapi
Tantangan Modernitas,” dalaminamika Islam Kultural: Pemetaan Atas Wacana Kaishn
Kontemporer(Bandung: Mizan, 2000), 40; Lihat juga M. Amin ABldh, “Paham Keagamaan
‘Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah’ Dalam Himnsformasi Teologis di Tengah
Tantangan Kemanusiaan Univers@grita Resmi MuhammadiydMaret 1995), 43-53.
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Dahlan semestinya mengilhami generasi intelektuah&inmadiyah dewasa ini
untuk melakukarjtihad dalam konteks kehidupan sosial kontemporer.

Karena itu,ijtihad Muhammadiyah harus mengalami perluasan wilayah
garapan sampai ke masalah-masalah politik (demiolatasmtabilitas publikgivil
society, isu-isu hukum; isu etika sosial; isu teknologodern dan lingkungan
hidup. Sebagai gerakajiihad, Muhammadiyah perlu memasuki wilayah yang
selama ini hampir dikategorikan tidak termasuk yala keagamaan. Bahkan,
ijtihad Muhammadiyah juga harus memasuki wilayah yangi&iuseperti isu-isu
pluralitas agama, hak asasi manusia, transpardaesipgi Islam yang inklusif dan
seterusnya.

Menurut Amin Abdullah, berbeda dari ‘ulama terdahgeperti Azhar
Basyir dan Asjmuni Abdurrahman, tidak perlu dibeatalantara wilayatibadah
murni (maldah) dan wilayah yang tidak murfi. Pandangan ini juga agak
berbeda dari pendapat Syamsul Anwar terdahulu, yaegyatakan bahwa
meskipun ada wilayah yang tumpang tindih, tetapihdibedakan antara wilayah
‘agidahdan ibadah matdah danmu‘amalahdalam kaitannya dengdgtihad.

Dalam pelaksanaadjtihad, Amin Abdullah menawarkan suatu pendekatan
yang disebut “kritis-hermeneutis” sebagai pendekgimbacaan yang produktif
(al-gira’ah al-muntijal). Prinsip dari pendekatan ini ialah adanya diattzg
penghadapan secara kritis antara normativitas wdhpuhistorisitas pemahaman
manusia terhadap ajaran dan norma-norma al-Qualam pemikiran Amin

Abdullah, al-gira’ah al-muntijahadalah pembacaan teks wahyu al-Quisacara

% M. Amin Abdullah, “Perluasan Konsep ljtihad danjdid: Strategi Menghadapi
Tantangan Modernitas,” 44-45.
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produktif dan bukan sekedar reproduk#fl-Qira’ah al-muntijah dinilai oleh
Amin Abdullah lebih sesuai dengan karakter dasah&mumadiyah. Dalam hal
ini, teks wahyu bersifat tetaml{nusus al-mutandiyah), sedangkan historisitas
pemaknaan dapat berubah mengikuti zanswéqai‘ ghayru mutanaiyah).®*
Dengan kata lain, dalam Islam terdapat aspek-agaed tetap gl-thawabit), dan
aspek-aspek yang dapat berubalhnfutaghayyird), atau dalam perspektif Igbal -
seperti telah disebut di atas- terddfeategories of permanence and chari§e.
Modelijtihad Amin Abdullah yang mensyaratkan pemahaman koniekst
dan mencakup dimensi yang luas memiliki kesamaagate pandangan Moeslim
Abdurrahman yang menyatakan bahwa ifigrad sebagai mekanisme internal
untuk mempraktikkan simbolisme membutuhkan pengetalempiris émpirical
knowledg¢ yang memadai. Tanpa pengetahuan tersebut, rusnusarsan
teologis yang disusun menjadi tidak relevan, katetak berpijak kepada realitas
itu sendiri. Menurut Moeslim, warna teologis yandaaselama ini masih
didominasi oleh pandangan dunia yang bersafadualistic world-view(hitam
putih, halal-haram, dosa-pahala), dalam suatu @mias&laradigma semacam ini

selayaknya diperiksa kembali agar lebih relevargderiuntuan zamafi.

64 “Kritis Hermeneutis Ala MuhammadiyahSuara MuhammadiyalNo. 12, th. Ke-85
(16-30 Juni 2000), 11. Dinyatakan: “Formulasi daermasionalisasi ijtihad dalam Muhammadiyah
memang tidak hanya terfokus pada persoalan fighdab, tetapi juga susungguhnya lebih
berdimensi realitas sosial keagamaan secara IUaalam konteks ini, pendekatan Kkritis-
hermeneutis yang menghasilkan cara pandang bdradisp realitas sosial budaya, ekonomi dan
politik yang lengket dengan realitas keagamaanshdiuji secara serius kebenaran faktualnya di
lapangan (empiris). Tolok ukur validitas pendekatdrialah ketika ia dapat mengantarkan umat
Islam dapat melihat lebih jernih berbagai persodtangamaan yang tumpang tindih dengan
fenomena sosial, budaya, politik dan ekonomi.”

% |gbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islasi7-148.

% Moeslim Abdurrahmarislam TransformatifJakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 17-18.
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Pandangan di atas juga senada dengan apa yanga#lenyaleh Ahmad
Syafii Maarif bahwa pemikiran keislaman dalam Muhaswiyah tampaknya
lebih banyak dipengaruhi oleh pendekatan teologis fajh. Hal ini terutama
tampak dalam berbagai produk-produk pemikiran forrgang dihasilkan.
Sementara itu, pendekatan historis dan sosiologjmtddikatakan hampir tidak
berperan dalam proses pemahaman tersebut. Akibatpgeikiran Islam
Muhammadiyah terasa “miskin informasi dan miskiamsa.®’

Dari pemaparan di atas, cukuplah dikatakan bahwiabai usaha yang
dilakukan oleh Muhammadiyah, baik pada level peraikimaupun pada level
praksis, menggambarkan orientasi Muhammadiyah kepasguatu yang inovatif-
alternatif-pluralistik. Keberanian untuk melakukaarobosan intelektual dan
praktikal mencerminkan penolakan terhadap alur kieam yang monolitik atau
mainstreamdalam menafsirkan normativitas Islam yang bersumdei al-
Qur'an.®® Karena itu, jika etos memadukan dimensi normatif dimensi historis
hilang, maka Muhammadiyah telah kehilangan “thagyple of movement”, yang

berarti terjadi kemandekan dalam kegiajainad dalam makna yang luas.

3. Reorientasi Pemikiran Keagamaan dan Metodolodijtihad
a. Dari Skolastisisme ke Intelektualisme
Pendapat umum yang berkembang di kalangan ‘ulamairtalektual

Muslim modern menyatakan bahwa pemikiran keaganp@ala umumnya dan

®7 Lihat Ahmad Syafii MaarifPeta Bumi Intelektualisme Islam di Indone&Bandung:
Mizan, 1993).

8 Cf. M. Amin Abdullah, “Pendekatan ‘Teologis’ Dalamemahami Muhammadiyah,”
dalamintelektualisme Muhammadiyah: Menyongsong Era EBandung: Mizan, 1995), 31.
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pemikiran Islam khususnya bersifat relatif, tidadifat absolut atau finatjéti).
Pemikiran keagamaan bersifat terbuka, dan karemaddtpat diperdebatkan,
dipertanyakan, direvisi, dan direkonstruksi. Kardéoa tidak sedikit pandangan
yang kritis terhadap kecenderungan yang hendak akealkan produk pemikiran
keagamaan yang dihasilkan oleh ‘ulama terdahulnd@esi sakralisasi tersebut
hanya akan melahirkan corak pemikiran ideologis gydertutup, dan sulit
berdialog dengan khazanah pengetahuan modern,sigknyang berasal dari luar
tradisi Islam®®

Produksi dan reproduksi pengetahuan atau pemilkiesagamaan Islam
dalam realitas historis-sosiologis merupakan kelanj dari persentuhan dimensi-
dimensi tekstual Islam dan perubahan-perubaharalsgmilitik, ekonomi dari
masyarakat. Dalam konteks ini, dialektika antagh tradition(tradisi tinggi) dan
low tradition (tradisi rendah) tidak pernah berhefltketika proses dialektis itu
berhenti, dan ini secara teoretis dan empiris tiodakgkin, maka yang terjadi
adalah kemandekan dalam produksi dan reproduksiekitial. Dalam makna
yang sama, jika terjadi kemandekan intelektual,itualebih disebabkan ketidak
mampuan ‘ulama atau pemikir dalam mendialogkanranteks dan konteks,
antara doktrin dan realitas peradaban, sehinggtaiddeagamaan menjadi statis

dan tidak memiliki relevansi fungsional dengan dirflea zaman.

% M. Amin Abdullah, “Manhaj Tarjih dan Pengembandemikiran Keislaman,” dalam
Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: fiRasi dan Dinamisasi eds.
Muhammad Azhar dan Hamim llyas (Yogyakarta: LPPI YJ\M2000), 4. Lihat pula, M. Amien
Abdullah, “Perkembangan Pemikiran Islam Dalam Muhmadiyah Perspektif Tarjih Pasca
Muktamar Muhammadiyah ke-43,” 18-26.

0 Cf. Amin Abdullah, “Manhaj Tarjih dan Pengembandemikiran Keislaman,” 4.
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Dalam konteks yang lebih spesifik, pemikiran keagamyang bercorak
fighiyyah (hukum Islam) tidak terlepas dari dialektika séipsisebut di muka. Hal
ini disebabkan pemikiran keagamaan tidak turundang dari langit dan tidak
muncul dalam ruang hampa kebudayaan dan peristyesat. Sebagai produk
sejarah lgistorical produc}, pemikiran keagamaan tidak terlepas dari gerak
perubahan sejarah mengitarinya. Dengan mengesakapingspek historisitas,
pemikiran keagamaan, termasuk hukum Islam, akandgglan langkah dalam
menghadapi tuntutan dan tantangan perkembangannzatiah demikian dapat
terjadi lantararratio legis (alasan) ditetapkannya suatu hukum pada persoalan
tertentu, pada zaman tertentu dan dalam situaisil $edentu, diambil alih begitu
saja untuk ditetapkan pada saat sekarang, di maesistantangan dan tuntuan
zaman sangat berbeffa.

Kalangan ‘ulama dan pemikir Muhammadiyah mengadargumen-
argumen di atas dan memahami urgensi perubahanteggatnya pengembangan,
pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah. Dalam Nuéit&ke-43 di Banda
Aceh (1995), nama (nomenklatur) Majelis Tarjih dibbmenjadi Majelis Tarjih
dan Pengembangan Pemikiran Islam (MT-PPI). Iniktiterlepas dari sorotan
kritis terhadap Majelis Tarjih yang dinilai lambarengantisipasi perubahan, dan
lebih menekankan pada isu-isghiyyahdalam makna sempit.

Dengan perubahan nomenklatur tersebut, majelismamperluas dan
mengembangkan peran dan fungsi yang berbeda damn mn fungsi Majlis

Tarjih sebelumnya. Perubahan ini sejalan dengarasgegtentang pentingnya

" bid.
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perluasan makna dan medginad dalam Muhammadiyah. Selain itu, munculnya
berbagai kritisisme terhadap “kemandekan inteldktdalam Muhammadiyah
pada umumnya dan dominasi pendekatan dogmatisudatiljy dalam pemikiran
keagamaan (terutamarjih) dapat dikatakan berkontribusi terhadap perubahan
nama majelis tersebut.

Perubahan tersebut juga dapat diletakkan dalanmeksntang lebih luas,
dan dikaitkan dengan transformasi sosial budayg daakibatkan oleh perubahan
pola pikir dan gaya hidup masyarakat industri mod&roblem-problem sosial
dan psikologis masyarakat industri atau bahkan-ipasistri berkembang lebih
kompleks dibandingkan dengan problem-problem yahgdapi oleh masyarakat
yang bercorak “agraris.” Karena itu, pemikiran kaagan, termasuk di dalamnya
fatwa-fatwa keagamaan, mesti bersentuhan dengaoglen sosial-kultural era
industrial. Dalam konteks ini, tema-tema sepentidh, khurafat dan takhayyul
harus diinterpretasikan kembali secara substadalam konteks masyarakat yang
terus mengalami transformasi sogfal.

Perubahan nama itu mengimplikasikan perubahan ifuth@s orientasi
kerjanya. Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemiklstaam memiliki tugas dan
tanggungjawab mengambil keputusan ketarjihan d&aligas mengembangkan
pemikiran-pemikiran pembaruan, menampung aspirasu ktyang tumbuh di
kalangan umat. Bahkan, majelis ini juga memberp@lnang terhadap timbulnya

aspirasi dan pemikiran baru karena kemajuan tegnofdormasi, komunikasi

2 M. Amin Abdullah, “Perkembangan Pemikiran Islamlata Muhammadiyah:
Perspektif Tarjih Pasca-Muktamar Muhammadiyah Kg&-8grita Resmi Muhammadiyahlo. 5
(1996); jugaDinamika Pemikiran Islam dan Muhammadiyah, Almaiikhammadiyah Tahun
1997/1417-1418Yogyakarta: Lembaga Pustaka dan Dokumentasi PRaMmadiyah, 1997), 56.
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dan transportasi yang mengakibatkan peningkatagnsiths hubungan antar
budaya di dunid>

Sebagai ketua majelis tersebut (1995-200@min Abdullah menyatakan
dua wilayah kerja atau orientasi dari majelis: yaebagai lembaga fatwa yang
memberi tuntunan keagamaan praktis, dan sebagaiahvgmengembangan
pemikiran keagamaan yang lebih menyentuh visi, gggawawasan, nilai-nilai
dan sekaligus analisis. Jika wilayah kerja pertdmasifat mengikat I€gally
binding), sebagaimana orang terikat dengaadah malgah, maka wilayah kerja
kedua tidak bersifat mengikét.

Perubahan struktural tersebut membawa implikasig yamgnifikan
terhadap dinamika wacana yang dikembangkan olenPMIT-Tema keagamaan
yang menjadi wacana di kalangan majelis tidak haeybatas pada masalah-
masalah yang bersifatharfah atau figh-minded tetapi melampaui batasan

konvensional tentang masalah-masalah keagamaankiRemkeislaman tidak

3 “Majelis Tarjih Hasil Terobosan Muktamar Banda A¢eSuara Muhammadiyamo.

24 (16-31 Desember 1995), 21; “Langkah-Langkah Mgajearjih dan Pengembangan Pemikiran
Islam,” Suara MuhammadiyatNo. 04 (16-29 Februari 1996), 20-21.

"4 Berbeda dari ketua-ketua Majelis sebelumnya, yzergsal dari kalangan ‘ulama ahli
figh, Amin Abdullah bukanlah ‘ulama atau iimuwanngamenekunfigh atau hukum Islam. Dia
lebih merupakan sosok filsuf yang mengembangkaiarkdajian bercorak filosofis dan akademis.
Namun demikian, kontribusi atau pengaruhnya tenhadevitalisasi Majelis Tarjih sebagai
lembaga fatwa dan sekaligus kajian pemikiran keagandalam pengertian yang luas tergolong
penting. Sekalipun demikian, perubahan orienteil @taradigma dalam majelis itu tidak lepas
dari kritik. Puncaknya, nama Majelis tersebut kerandliubah menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid
dalam Muktamar ke-45 di Malang pada 2005.

S Abdullah, “Perkembangan Pemikiran Islam dalam Muimadiyah: Perspektif Tarjih
Pasca-Muktamar Muhammadiyah Ke-43", 57. Berkaitamgan wilayah yang kedua, Amin
Abdullah menyatakan: “Sisi kedua lebih merupakanama dialog atau diskursus yang membuka
visi, wawasan dan gagasan, ---yang sudah baramg, tisak mesti harus selalu mengikat, serta
menonjolkan aspek analisis dalam wilayah akademika—tkanan pada nilai-nilai dan wilayah
moralitas. Sisi kedua, lebih ditekankan pada terbderya pandangan dan visi baru dalam
memahami realitas kehidupan sosial-keagamaan dagantsipasi gerak perubahan jaman era
industrial dan globalisasi budaya, untuk selanjatmencari ‘model’ baru dalam menjalankan misi
amar ma’ruf nahi munkar.”
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lagi semata-mata berkisar pada persoalan teolagkatam klasik yang bercorak
skolastik (dogmatis), yang didominasi oleh perdabatentang Tuhan dalam
pengertian lama. Sebaliknya, wacana pemikiran keaga lebih diarahkan pada
fungsionalisasi nilai-nilai spiritualitas dalam ke&hpan nyata masyarakat. Dengan
kata lain, pemikiran keagamaan kontemporer memy&ea dan menyentuhkan
pemikiran transendental tersebut dengan wilayaialskgitural yang konkrit.
Gagasan tersebut mendasari kesadaran tentanggrsfikeseimbangan
antara orientasi purifikasi dan dinamisasi dalamkstir dan bangunan pemikiran
keagamaan Muhammadiyah. Menurut Amin Abdullah, keduentasi tersebut
ibarat dua sisi dari satu mata uang. Penekananbeihgbihan terhadap purifikasi
akan mengesankan rigiditas dan anti kebudayaampelagkanan yang berlebihan
pada dinamisasi akan membawa kehidupan sosial tipasilai keagamaaff.
Dalam konteks ini, purifikasi tidak lagi semata-madiarahkan pada
pemberantasan paham atau tradisi keagamaan yamgahea bid‘ah dan khurafat
dalam pengertian lama, tetapi harus mulai memastlkiyah moralitas publik
atau etika sosialp(blic morality atausocial ethick Purifikasi pada aspek yang
pertama seringkali bersinggungan dengan apa yatgirdi oleh pendukungnya
sebagai tradisi atau budaya keagamaan yang satiddnmenyimpang, karena
memiliki justifikasi dari warisan keagamaan padangahulunya. Sedangkan

purifikasi pada wilayah kedua bersinggungan dengaktik sosial dan politik,

® Amin Abdullah, “Manhaj Tarjih dan Pengembangan ikéan Keislaman,” 10.
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seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, iyet@nggar moralitas atau
etika, dan karena itu mengancam kepentingan psbtikra lua&’

Sementara itu, dalam aspek sosial kemasyarakatamurot Amin
Abdullah, perlu dikembangkan proyek dinamisasi,gyamencakup reinterpretasi
dan rekonstruksi terhadap teks-teks dan warisagiaehtelektual Islam dan
Muhammadiyah itu sendiri. Sejalan dengan komplaksgersoalan masyarakat,
pemahaman keislaman memerlukan pendekatan yarg kebaprehensif, tidak
cukup dengan pendekatan yang lama (tekstual, kebahp tetapi juga perlu
digunakan disiplin pengetahuan modern, sepertiae@an sosiologi, sebagai alat
interpretasi atau analisis. Dalam konteks ipinad mengandung proses-proses
reinterpretasi dan rekonstrukgaidah ualiliyyah yang lama sekaligus bangunan
pemikiran yang diproduksinya untuk menghindari sl sakralisasitdqdis)
pemikiran Islam sebagai produk sejarah atau kostsssial’®

Sebagai implikasi dari perubahan kelembagaan tetsetaka penekanan
majelis, selain pada fatwa keagamaan dengan mdmparigkan kompleksitas
dan pluralitas masyarakat modern, juga pada isseperti pengembangaafsir,
isu-isu perempuan dan keluarga, pemikiran Islamardakosial budaya dan
pemikiran Islam dalam ilmu pengetahuan dan teknof®gmakin luasnya lingkup

persoalan yang menjadi bidang garap majelis pddangiya mengimplikasikan

" bid., 12.

8 |bid., 12-15. Pemikiran keislaman yang terlepas #storisitas menjadighayru
gabilin li al-nigas atau ghayru gailin li al-taghyir.” Proses pensakralan pemikiran keislaman
sekarang ini —jika ada- sudah berjalan dan bergdiakawah alam sadar kolektif, dan ini
sesungguhnya tidak berbeda dari ‘tertutupnya pitihad” (insidad ba al-ijtihad) yang justru
hendak dibongkar oleh pemikir Muhammadiyabh.
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pentingnya penggunaan pendekatan (metodologi) yelbip bervariasi dalam

rangka pengembangan pemikiran keislarffan.

b. Metodologi Pengembangan Pemikiran Islam

Seperti telah disebutkan terdahulu, dalam perdpéitihammadiyah
sumber utama hukum dalam Islam adalah al-Qudan al-Sunnalal-Sah#ah.
Sedangkan dalam menghadapi persoalan-persoalanseganjang persoalan itu
tidak berhubungan dengaibadah malgah dan tidak terdapat teks yang jelas
(nass sarih) dalam al-Qur'a dan al-khdith, maka digunakaijtihad danistinba
darinass (teks) yang ada melalui metode persamdk (qiyas).

Pernyataan di atas menunjukkan bahitdnad bagi Muhammadiyah
bukan merupakan sumber hukum, melainkan sebagadm@enetapan hukuff.
Di samping itu, juga digunakan metodéhsan madahah mursalahdansadd al-
dharfah. Secara ringkasjjtihad yang dikembangkan oleh Muhammadiyah
i—81

meliputiijtihad bayani, ijtihad giyasi danijtihad istidahi.”~ Manhaj ini ditegaskan

" Topik-topik tersebut tampak dalam seminar nasioymhg diselenggarakan oleh
Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islammgyaertema “Pengembangan Pemikiran
Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisagidda 23-23 Juni 1996 di Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta. Topik-topik yang dibahasdiputi, misalnya, Muhammadiyah dan
perkembangan muamalah kontemporer, dimensi sgitésadalam Muhammadiyah, masalah
perkembangan ilmu pengetahuan, rekayasa teknilgdaatik dalam perspektif Islam, persoalan
wanita dan keluarga kontemporer dan persoalan dakdem kebudayaan lokal. Topik-topik
tersebut menggambarkan adanya perluasan medaragatajdid danijtihad Muhammadiyah
yang digarap MT-PPI. Lihat Abdullah, “Perkemband@amikiran Islam dalam Muhammadiyah:
Perspekitif Tarjih Pasca-Muktamar Muhammadiyah K&-88-62.

8 |ihat Keputusan Munas Tarjih ke-25 tentang Manhaj Tagiin Pengembangan
Pemikiran Islam(Yogyakarta: PP Muhammadiyah). Lihat juga Fathuman Djamil, Metode
Majlis Tarjih MuhammadiyahJakarta: Logos, 1995), 70; juga Asjmuni AbdurranimManhaj
Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikg&iogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

8 Lihat Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah:Metodologi dan Aplikasi
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 12-13; Djariletode Majlis Tarjih Muhammadiyah
(Jakarta: Logos, 1995); BasyiRefleksi Atas Persoalan Keislam&78-282.
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kembali dalam Musyawarah Nasional Tarjih Muhammalklike-24 di Malang
(Januari 2000).

Dalam perkembangan kemudian, muncul gagasan tepw@angmpurnaan
manhajpemikiran keislaman dalam Muhammadiyah, tidak hasiglam kerangka
tarjih (ijtihad hukum), tetapi juga dalam kerangka pengembanganikpan
keislaman secara umum sebagai respons terhadalpaparuyang terjadi dalam
masyarakat. Metode ataunanhajtersebut meliputbayani, burhani dan irfani.
Pendekatan dan metode ini merupakan keputusan rgsmg dihasilkan
Musyawarah Nasional Tarjih ke-25 di Jakarta (JWD®@, bersamaan dengan
Muktamar Muhammadiyah ke-44.

Pengadopsian pendekatan tersebut mendapatkanasisgari, jika tidak
dipengaruhi oleh, pemikiran tentang epistemologinlsyang dikemukakan oleh
Muhammad ‘Aid al-Jiri (1.1936), seorang pemikir Arab-Muslim dari Maroko.
Tampaknya, hal ini tidak dapat dipisahkan dari petatua MT-PPI waktu itu,
Amin Abdullah, yang intensif mengembangkan pemikikeagamaan al-Bai,
baik dalam lingkaran akademik maupun dalam linglmndvuhammadiyah.
Kedudukan elite memiliki peran penting dalam kamsér pemikiran dan
penafsiran yang digunakan dalam organisasi dan Riasuyang dipimpinnya.

Penting kiranya di sini dikemukakan secara singkakok-pokok
metodologi atau epistemologi yang dikembangkan @leddiri, yaitu bayani,
burhani dan ‘irfani. Dalam karya berjuduTakwn al-‘Aql al-‘Arabi, al-Jdbiri

memfokuskan pembahasan analitisnya pada prosegatedsmn (epistemologis

8 |ihat Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyat2&di Jakarta (Juli
2000).
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ataupun politis dan ideologis) yang mempengaruhmbmntukan nalar-nalar
bayani, burhani dan ‘irfani, dan interaksi antara ketiga nalar tersebut serta
masalah-masalah yang melingkupinya. DaBumyah al-‘Aqgl al-‘Arabj al-Jdoiri
mengungkapkan struktur dan dasar-dasar epistersdtegiga jenis nalar tersebut.
Sedangkan dalam karya yang laial-‘Aqgl al-Siyasi al-‘Arabi, al-Jdoiri
mengungkapkan nalar yang membentuk realitas pdlitdb pada masa formatif
(formative periodg yang dibangun atas kepentingagidah (ideologi), gabiah
(partai, kelompok), daghanimah(ekonomi)®®

Menurut al-Jairi, nalar yang digunakan oleh orang Arab-Muslim untuk
memahami, menafsirkan dan menghasilkan pengetadalah nalar yang statis,
tidak pernah mengalami perubahan sejak masa-masaepéukannya. Untuk itu,
al-Jabiri mengajukan pentingnya bangunan epistemologis lnauk menghindari
konservatisme nalar-nalar tersebut. dilamelakukan dekonstruksiafkik) dan
kritik (nagd terhadap struktur nalar Arab sebagai langkah yserty dilakukan
untuk membangun masa depan Arab. Dalam karya hegraihitab al-‘Arabi
al-Mu‘asir, dia bahkan menyatakan bahwa kebangkitan Arab phdd ke-19
tidak menghasilkan lompatan epistemologis dan dfisskarena kegagalan para

figurnya dalam mengkritisi nalar Arab sendfti.

8 al-Jiri telah menghasilkan karya-karya intelektual yangga# banyak, tiga di

antaranya berkaitan dengan proyek kritik nalar Afddqd al-‘Agl al-'‘Arab) yang terdiri dari tiga
seri: Takwn al-‘Aql al-‘Arabi (Pembentukan Nalar Arab, 1982Bunyah al-Agl al-‘Arabi
(Struktur/Bangunan Nalar Arab, 1986); dardAq| al-Siyasi al-‘Arabi (Nalar Politik Arab, 1990).
Ketiga karya ini berkaitan dengan nalar Arab klagdng terbentuk pada masa-masa formatif atau
tadwin (abad-abad klasik Islam).

8 |brahim M. Abu-Rabi’ Intellectual Origins of Islamic Resurgence in thedérn Arab
World (Albany: State University of New York, 1996), 28-2
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Menurut al-Jairi, nalar bayani meliputi disiplin-disiplin ilmu yang
bertumpu pada bahasa Arddalaghah (keindahan bahasa)ahw (gramatika, tata
bahasa)figh, uaul al-figh, kalam (teologi Islam). Faktor bahas&udghawiyyah
merupakan pengikat dasar-dasar penalaran ilmu-tengebut. Bahkan, bahasa
Arab kemudian memiliki signifikansi politik dan idegis ketika dijadikan
sebagai bahasa resmi, baik untuk keperluan admatiismaupun keperluan
iimiah. Perkembangan ini, menurut abifa mencapai puncaknya pada al-fsha
yang dipandang sebagai figur yang bertanggungjawatlumuskan nalar Islam
atau nalar Arab, yang menjadikan hukum-hukum balfesd sebagai acuan
dalam menafsirkan teks-teks suci. Hal yang sama jegadi dalam lapangan
kalam. Metodeqgiyas (analogi) dalaniigh dankalam mengacu kepada teksass),
yang dalam hal ini mengaitkan antara yang poles flan yang cabandaf*).®

Menurut al-Jhiri, nalar Arab merupakan pikiran yang terbentuk, yang
merupakan sekumpulan aturamlés) dan prinsip-prinsip grinciples berpikir
yang ditentukan dan dipaksakan (secara tidak sadbggaepistéméoleh tradisi
dan budaya Arab yang terkait dengan faktor kebamageksf® Nalar bayani
dibentuk atas dasar faktor-faktor epistemologisyamng kemudian berkembang
sebagai faktor ideologis dan menjadi syarat kearsatara berpikir dalam
lingkungan nalarbayani tersebut. Di sinilah kemudian muncul pertentangan
antara apa yang diselalt‘'ulum al-nagliyyah(iimu yang diriwayatkan —dari teks)

dan ulum al-awail (ilmu-ilmu kuna) yang berasal dari tradisi penakirYunani

% Muhammad ‘Avid al-Jairi, Bunyat al-‘Aq| al-‘Arabi(Bayrut, 1986).
8 Muhammad ‘Aid al-Jairi, Takwin al-‘Agl al-‘Arabi (Bayrut, 1982), 79. Lihat pula
Abu-Rabi’, Intellectual Origins of Islamic Resurgence in theddrn Arab Worlg28-29.
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atau Persia kuno. Nalar dapistémeé baya pada akhirnya mengukuhkan diri
sebagai ‘ideologi’ yang digunakan sebagai senjaawan ‘yang lain®’
Sementara itu, nalairfani mencakup disiplin-disiplin ilmu kuna yang
berasal dari tradisi Persia, Hermetisisme, dan Rlamnisme. Corakirfani
mewujudkan diri dalam tradisi pemikiran &, para filsuf Shah Ismailiyyah,
Ikhwan al-S@afa dan kalangan tasawuf. Sedangkan ndlarhani merupakan
sistem penalaran rasional yang mencakup ilmu-ilnrangy bersumber dari
rasionalisme Aristoteles dalam bentuk pemikirasafiit yang tampak pada
filosuf-filosuf, seperti al-Kindial-Faabi, Ibn Sha Ibn Bgjah dan Ibn Rushf’
Dalam sejarahnya, nalaayani sering diperhadapkan dengan naigahi,
yang sampai derajat tertentu dapat dianggap sebsgsgambarkan pertentangan
antara ortodoksi dan heterodoksi. Demikian pulariurhani sering berhadapan
dengan nalariffani. Dalam hal ini, ada “kedekatan” antdrayani dan burhani
karena sama-sama mengembangkan rasionalisme (thalgani lebih terbatas),
yang berbeda dari nalairfani yang dinilai ‘tidak rasional.” al-Jari tampaknya
menunjukkan keberpihakannya kepada nbalahani. Secara ideologis, meskipun
al-Jabiri berpihak pada rasionalisme nateyani, tetapi sekaligus mengkritisinya
karena nalabayani sangat terpaku pada, dan terkungkung oleh, teksbathasa.

Singkatnya, nalabayani menggambarkan peradaban tehksdarat al-nas), nalar

87 al-Jairi, Bunyat al-‘Ag| al-‘Arabi
8 |bid.



233

‘irfani menggambarkan corak peradaban intuisi, sedangkaar burhani
mencerminkan peradaban ilmu, yang lebih dipilithaé Jéiri .2

Kerangka epistemologi alda tersebut tampaknya dimodifikasi dan
diadposi menjadi pendekatan dan metode dalam pdregegan pemikiran
keislaman dalam Muhammadiyah, tanpa menghapus meyadg digunakan
sebelumnya. Pendekatéayani menekankan pada teks-teks yang tertulis dalam
al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber norma dan keberReadekatan ini
cenderung bersifat tekstual, karena menekankan pedana harfiah dari teks
dengan penggunaan ilmu kebahasaan (linguistik)gselsat untuk memahami
teks tersebut. Pendekatan ini mungkin dapat disamaengan metodgihad
bayani yang disebutkan dalammanhaj ijtihad sebelumnya, terutama dalam
kerangkaarjih.

Pendekatamurhani mengandalkan rasio dan pengalaman empiris sebagai
sumber pengetahuan dan kebenaran. Dalam praktikdegatanburhani ini
cenderung mengesampingkan teks, jika teks itu airblertentangan dengan
realitas empiris, sehingga tidak jarang menimbulkaitik dari kelompok
tekstualis ayani).”® Sekalipun terdapat saling kritik, namun kedua pé&athn
ini, bayani dan burhani, secara umum dapat diterima sebagai pendekatak unt
menetapkan hukum Islarsiinba).

Sedangkan pendekatanfani memberikan tekanan kepada makna-makna

batin dan spiritual dari pada makna eksoteris kalaviahnya. Namun, pendekatan

8 Untuk uraian tentang penggunakan ketiga pendekataeebut secara sirkular, lihat M.
Amin Abdullah, ‘al-Ta'wil al-‘limi: Kearah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab "SAEi.
Jami'ahvol.39 No.2 (July-December 2001): 359-391.

% Lihat Syamsul Anwar, “Manhaj ljtihad/Tajdid Dalaktuhammadiyah,” dalarajdid
Muhammadiyah Untuk Pencerahan Peradal&a+81.
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‘irfani dianggap oleh sebagian kalangan tidak relevan ndikan karena
mengandung prinsip-prinsip yang bertentangan desgarber otentik, al-Quria
dan al-Sunnahl-magbiliah, yang diadopsi oleh Muhammadiy&h.

Terlepas adanya beberapa perbedaan di atas, seceetis dan normatif
pendekatan triadikhayani, burhani dan irfani, tersebut digunakan sebagai sistem
pengembangan pemikiran Islam dalam MuhammadiyaherBpan pendekatan
tersebut dilakukan dalam kerangka hubungan yangifaespiral dan sirkular,
dalam pengertian saling melengkapi satu sama lkamena masing-masing
mengandung kekuatan dan kelemahan. Jika model pabuantara ketiganya
bersifat paralel dan linier, maka hasil pemikiramiersifat parsial dan eksklusif,
karena tidak menggambarkan adanya dialog ataupeetam antara teks, konteks
dan dimensi spiritual dari doktrin keagamaan. $el&i, secara teoretis dan
praktis penerapan pendekatan tersebut harus memipanigkan prinsip-prinsip
kesinambungan igtimrariyyah), keragaman ténawwu'‘iyyal), kemenyeluruhan
(shumitiyyah), universalitas dan lokalitagalamiyyah-mahlliyah), kreatifitas
(ibtikariyyah), dan orientasi kepada nilai ketuhan#aihfyyah-rabbaiyah).®

Sebagai figur yang mengusung gagasan metodologisbig ke dalam
Muhammadiyah, Amin Abdullah mengajukan suatu mogdehafsiran yang
disebut sebagaal-ta’'wil al-‘ilmi, yang menekankan kombinasi secara sirkular
dari pendekatan-pendekatan di atas, teruthayani dan burhani, atau tekstual

dan kontekstual. Dalam konteks penafsiran ini difg@n juga teori dan

% |smail Thaib, “Pendekatan Irfani Dalam Istinbatkdm (1-5),” Suara Muhammadiyah
No. 16-20, Th. Ke-87 (16-31 Agustus 2002-16-31 ®kt02002), 38-39; lihat khususnggiara
MuhammadiyahNo. 20, Th. Ke-87 (16-31 Oktober 2002), 39.

%2 Lihat Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-25 tentafignhaj Tarjih dan
Pengembangan Pemikiran Islam.
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pendekatan ilmu sosial dan humaniora, seperti kggj@ntropologi, politik, dan
bahkan filsafat. Menurutnya, penafsiran terhadagbkatau teks-teks suci, seperti
al-Qur'an, dapat menggunakan pendekatan rasidnahani, ditambah dengan
teori sosial modern, tidak semata-mata kebahasesan().*?

Selain itu, seperti telah disebut di muka, Amin Al&h juga menawarkan
pendekatan “kritis-hermeneutis” dalam memahami d@nafsirkan teks-teks
Islam. Dengan kata lain, pendekatan hermeneutkatddigunakan sebagai alat
untuk menafsirkan Islam sehingga ajaran Islam naerigbih relevan dengan
tuntutan zamanfl* Sebagai pendekatan dalam penafsiran al-QuHarmeneutika
memiliki tugas merekonstruksi dan mereproduksi mdkgng terkandung dalam
teks-teks dan simbol-simbol keagamaan.

Pendekatan hermeneutika dapat digunakan dalam stu@uran, al-
Hadith dan warisan tekstual Islam lainnya. Rekonstruksi reproduksi makna
yang terdapat dalam teks-teks dilakukan dengantakdign teks tersebut dalam
konteks historisnya. Pendekatan diakronis ini pgntintuk mengetahui situasi
atau kondisi sosial, kultural dan politik yang megkupi penulisan teks-teks
tersebut. Pada tahap selanjutnya, teks-teks tdrsi@maknani dan ditempatkan

dalam konteks kekinian dengan menerapkan pendekatiamnis®

% Amin Abdullah, ‘al-Ta'wil al-‘llmi: Kearah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab
Suci,” 359-391.

% Lihat M. Amin Abdullah, “Pengembangan Metode Stusiam Dalam Perspekif
Hermenutika Sosial BudayaTarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiratamg, edisi ke-

6 (Juli 2003), 1-19.

% JurnalTarjih yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan PengengzanPemikiran Islam
edisi ke-6 memuat tulisan-tulisan dari kalangan &umadiyah tentang signifikansi dan implikasi
penggunaan hermeneutika dalam panfsiran IslamatQur’an, baik yang mendukung maupun
yang menolak, atau yang menerima dengan catatan.
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Dalam konteks ini, teks-teks yang didekati secagameneutik terbuka
menuju situasiemporaldanspatial (saat ini dan di sini), dan pada saat yang sama
apa yang ada saat ini dan di sini seolah-olah digemi oleh situasi masa lalu.
Implikasinya, penafsiran hermeneutis akan mendtasisebuah perspektif yang
baru, sehingga teks-teks tersebut memiliki relewvgmas dengan konteks
kekinian?®

Dengan kata lain, penafsiran hermeneutik akan nasighn jawaban
terhadap persoalan-persoalan yang berkembang dadesyarakat. Dari sini dapat
diperoleh dimensi aksiologis dari pendekatan hesugk terhadap teks-teks
Islam seperti al-Quria al-Hadith dan teks-teks keislaman lainnya. Untuk itu,
dalam pendekatan hermeneutik ini diperlukan pemahaerhadap latar belakang
atau kondisi ketika teks keagamaan itu muncul danghaman terhadap bahasa
teks itu secara mendalam dan akurat, selain pdngaiaentang realitas obyektif
dari masyarakat kontemporer.

Dalam beberapa hal, pendekatan ini hampir samaadentetode yang
diadopsi Fazlur Rahman yang menawarkan sebuah eng®thfsiran sistematik
(the systematic interpretation methodntuk menafsirkan al-Quma termasuk
dalam kerangka penetapan hukuRertama pendekatan sejarahhigtorical
approach) harus digunakan untuk menemukan makna teks d&QuAspek
metafisik ajaran al-Qurfatidak mudah untuk dipahami dari sudut kesejarahan

tetapi aspek-aspek sosiologis sangat mungkin difdexsi. Metode historis akan

% Lihat JurnalTarjih edisi ke-6 (Juli 2003), khususnya tulisan-tuligdamim llyas,
“Hermeneutika al-Qur'an Studi Tafsir Modern,” 52;6dunahar llyas, “Hermeneutika dan Studi
Tentang Tafsir Klasik: Sebuah Pemetaan TeoretiR;/5%; Syamsul Hidayat, “Hermeneutika al-
Qur'an: al-Ruju’ lla Ruh al-Tafsir,” 112-124; darkif Khilmiyah, “Gender Dalam Perspektif al-
Quran,” 125-136.
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memungkinkan dihindarinya artifisialitas penafsiraodern terhadap al-Quria
dan metode ini juga akan menemukan pesan-pesanranQsecara sistematik
dan koherenKeduga perlu dibedakan antara diktum legal al-Quor@an tujuan
atau maksud dari hukum al-Qun'gpenafsiran harus dapat menggali maksud yang
terkadung di balik bunyi tekstual ayat al-Qur*4

Ketiga maksud dan tujuan al-Quriaharus dipahami dalam konteks
sosiologisnya, yakni lingkungan di mana Nabi Muhadmhidup. Metode
penafsiran ini akan menghasilkan pemahaman terhisthiap secara kontekstual
dan relevan dengan modernitas. Misalnya, ajaratarign'potong tangan’ harus
dipahami secara kontekstual, yakni membuat sudih@runtuk mencuri dengan
ketercukupan ekononif. Sementara ini, ayat potong tangan dipahami secara
literal, demikian pula ayat-ayat lain yang mengargproblem penerapan hukum
pidana dari perspektif Islam.

Namun, pendekatatafsir ‘ilmi atau hermeneutika yang ditawarkan oleh
para pengusungnya bukannya tanpa kritik, dan kayendidak serta merta
diterima oleh kalangan Muhammadiyah. Menurut Isri&ihib, seorang anggota
Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam0@22005), corak atau
pendekatanafsir ‘ilmi- belum sepenuhnya diterima oleh ahli tafsir. Katanghli
tafsir menyatakan bahwa Allah tidak menurunkan ai& sebagai sebuah kitab

tentang teori-teori ilmu pengetahuan. Modafsir ‘ilmi dinilai mengandung

" Lihat Fazlur Rahman, “Islamic Modernism: Its Scopéethod and Alternatives,”
International Journal of Middle East Studjesl. 1 No. 4 (July, 1970): 329.
% bid., 330.
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kekeliruan, karena penafsir dianggap berlebihammdamnenta’'wilkan ayat-ayat
tanpa mengakui adanya aspigkz (kemutjizatan) al-Qura.*

Namun demikian, metodafsir ‘ilmi dapat digunakan sepanjang tidak ada
pemaksaan terhadap ayat-ayat dan teks-teksnya saak memaksakan diri
secara berlebihan untuk mengangkat makna-maknahlrdari ayat tersebut.
Hanya saja, penentuan makna-makna ayat harus skEngan ketentuan bahasa
dan strukturnya dengan tetap mengutamakan pengamduili lahirnya (tekstual).
Menurut Thaib, kajiartafsir ‘ilmi jika diterapkan harus lebih berorientasi untuk
memperkuat teori-teori ilmiah bukan sebaliknya,ritéeori ilmiah memperkuat
tafsir. Karena itu, jikdafsr ‘ilmi- terjebak pada sikap absolutisme, padahal ilmu
bersifat relatif, maka produk yang dihasilkan nygcabanyak mendapatkan
tantangan. Jadi, pendekatsafsr ‘ilmi- yang tidak dilakukan sesuai dengan
prinsip-prinsip yang diterima oleh mayoritas alafstr, seperti terdapat dalam
hermeneutika, maka produk tafsir akan ditolak, taituk dan isinya°

Kritik terhadap metode hermeneutika juga dikemukaka@eh Yadi
Purwanto, yang menyatakan adanya “kemunkaran” daEmmeneutika®® Kritik
ini didasarkan pada implikasi yang ditimbulkan olekbtode hermeneutika yang
memperlakukan kitab suci seperti al-Qurtdak berbeda dengan teks-teks yang
diproduksi oleh manusia atau kebudayaan terterdalar® perspektif hermenutika,

al-Qur'an dipandang sebagai produk kebudayaan tertentandadl ini Arab, dan

% |smail Thaib, “Dinamika Penafsiran al-Qur'an: Kla&ontemporer,” dalanPemikiran
Muhammadiyah: Respon Terhadap Liberalisasi Islagds. Syamsul Hidayat dan Sudarno
Shobron (Surakarta: Muhammadiyah University Pr2@85), 181-182.

1% Thaib, “Dinamika Penafsiran al-Qur'an: Klasik-Kentporer,” 184-185.

191 yadi Purwanto, “Menyoal Tafsir Hermeneutika: Peldff Ideologis,” dalam
Pemikiran Muhammadiyah: Respon Terhadap Liberallidam, 184-185.
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karenanya dianggap tidak memiliki sangkut paut &&itan dengan Tuhan yang
mewahyukannya. Dalam proses penafsiran, hermeaeuti&nerapkan prinsip
“kematian pengarang’tfe death of the authqrkarena teks sudah sepenuhnya
menjadi hak publik untuk menafsirkannya. Jika ppriai diterapkan kepada al-
Qur'an, menurut penolak hermeneutika seperti Yadi Putsyamaka implikasi
doktrinalnya sangat serius, yaitu bahwa al-Qurigerupakan produk kebudayaan,
dan Tuhan yang mewahyukan dianggap telah “mati.”

Pandangan kritis tetapi konstruktif terhadap hemenéka sebagai
pendekatan tafsir kitab suci (al-Qumadikemukakan oleh Yunahar llyas dan
Syamsul Hidayat. Yunahar llyas menyatakan bahwarambhodel tafsir klasik dan
hermeneutika terdapat perbedaan fundamental dgrasal-usulnya dan prosedur
yang digunakan. Tafsir klasik dianggap merupakasdyk otentik dari tradisi
pengetahuan keislaman, sedangkan hermeneutikeabdeaistradisi Yunani yang
kemudian digunakan dalam penafsiran kitab suci t&mis(Bibel). Namun
demikian, Yunahar melihat adanya kemungkinan adtyekierapa aspek dari
hermeneutika dalam metodologi penafsiran al-Quradau warisan intelektual
Islam yang lairf®? Hal ini dilakukan tanpa harus memperlakukan kialoi al-
Quran sebagai produk kebudayaan, yang secara impligtekat dalam
hermeneutika.

Sementara itu, Syamsul Hidayat menegaskan bahwaeheutika al-

Quran merupakan upaya penggalian makna al-Qusacara substansial untuk

192 yunahar llyas, “Hermeneutika dan Studi Tentangsifaklasik: Sebuah Pemetaan
Teoretik,” Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiratatg, edisi ke-6 (Juli 2003), 42-
51.
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menemukan pesan dari ayat-ayatnya untuk diintesaeldan diaplikasikan dalam
realitas empiris kehidupan. Hanya saja, dia mekgaitpendekatan tersebut
dengan spiritrih) penafsiran itu sendiri. Menurutnya, hermeneutikani (yang
dilakukan semata-mata untuk latihan intelektuadtelectual exercise hanya
akan berakibat pada tercerabutnya spirit dan tuglean penafsiran terhadap al-
Quran'®

Munculnya tawaran metodologis dan beragam pandarkgés yang
diajukan oleh kalangan pemikir dalam Muhammadiyamnggambarkan belum
adanya konvergensi dalam metodologi pemikiran Islaark dalam teori maupun
dalam praktik. Sekalipun kerangka metodologis dakamangka pengembangan
pemikiran keislaman secara komprehensif telah disusamun hal itu tidak serta
merta dapat dengan mudah diimplementasikan. Salairerdapat kesulitan untuk
menyimpulkan bagaimana pendekatan atau metodolagg yelah diputuskan
tersebut digunakan dalam forum Majelis Tarjih, nmga, dalam Musyawarah
Nasional Tarjih ke-26 pada 1-5 Oktober 2003 di Rgd&umatera Barat.

Dapat dikatakan bahwa tema-tema yang dibahas dMasyawarah
Nasional Tarjih mengalami perluasan, tidak sematanmasalaliigh ‘ibadah
tetapi juga masalah-masalah yang berkaitan dengigik gfigh al-siyasah), dan
ekonomi-bisnigfigh al-igtisad). Dalam soal politik, misalnya, dihasilkan rumusan
tentang masalah nilai-nilai dasar dalam kehidupdiibbdan prinsip-prinsigood
governance(tata-kelola pemerintahan yang baik), sedangkapidéing ekonomi

dihasilkan rumusan tentang etika bisnis. Namun Kiamj dari rumusan-rumsuan

193 gyamsul Hidayat, “Hermeneutika al-Qur'an: al-Rujié Ruh al-Tafsir,” Tarjih:
Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Is]adisi ke-6 (Juli 2003), 112-124.
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yang dihasilkan tampak masih dominannya pendekigfestual bayani) dalam
mengelaborasi ajaran tentang politik dan ekonomilai8 itu, dibahas pula isu-isu
kontemporer yang timbul, seperti soal pengobat#erredtif yang dilakukan di
luar tindakan medis, misalnyaiqyah yang harus bersifathar‘iyyah dan isu
pronografi dan pornoaksi. SedangKagh perempuan masih didominasi masalah-
masalah yang berkaitan dengixadah'®*

Demikian pula, problem konsistensi penerapan kéw@ngnetodologis
tersebut dalamtarjih dan kajian masalah-masalah keagamaan dan sosial
kemasyarakatanmu‘amalah ijtimdiyyah), termasuk wilayah tumpang tindih
(overlapping areas dapat dilihat dalam forum-forutarjih yang diselenggarakan
sesudah itu, baik yang semata-mata wacana, fatwgpunakeputusan Majelis
Tarjih yang bersifat setengah resmi sebelurtadifidh (ditetapkan) oleh Pimpinan
Pusat Muhammadiyah sebagai pendapat resmi peratariR®

Terlepas dari beberapa capaian yang dihasilkan MIE#PPI, baik dalam
konteks penyusunan kerangka metodologis maupunsegri produk pemikiran
yang dihasilkan, seperti karya tafsir tematik tagtdubungan sosial antar umat
beragama yang mengundang kontroversi internalp tef@ja muncul kritik

terhadap Majelis Tarjih, baik mengenai metodologny digunakan maupun

produk yang dihasilkan.

194) ihat Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyet2&

105 Belakangan ini (Maret 2010) timbul kontroversih@dap fatwa haram merokok yang
dihasilkan oleh kajian Majelis Tarjih dan Tajdidi 8amping itu, dalam Musyawarah Nasional
Majelis Tarjih dan Tajdid ke-27 di Malang (1-5 Ap2i010) diputuskan antara lain bahwa: bunga
bank konvensional baik milik pemerintah maupun savaslalah haram. Sedangkan bank yang
dikelola menurut prinsip-prinsip shari‘ah Islam elipolehkan. Putusan ini adalah revisi terhadap
putusan terdahulu yang menyebutkann bahwa buka Ip@nkerintah masih diperbolehkan,
meskipun termasuk mushtabihat. Perdebatan tentahgnintidak menjadi bagian dari kajian
disertasi ini, dan hal ini dapat ditelaah secarpisah karena batasan waktu yang diteliti di sini
tidak mencakup periode paling belakangan (seted@i8)2
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Dalam kenyataan historisnya, timbul kritisisme dealangan kelompok
revivalis yang menilai orientasi pemikiran yangeatitbangkan oleh MT-PPI telah
berkembang ke arah yang berlawanan dengan watalarhtuhdiyah sebagai
organisasi yang bersumber kepada al-Qurian al-Sunnah. Tendensi liberal
yang menawarkan hermeneutika misalnya dianggaph teéduar dari tradisi
pemikiran keagamaamainstreamdalam Muhammadiyah. Karena itu, setelah
Muktamar ke-45 (2005) di Malang, nama Majelis tbrtaadiubah menjadi Majelis
Tarjih dan Tajdid, meskipun dengan kerangka kegagytidak berubah secara
signifikan.

Namun demikian, jauh sebelum terjadi kontroversamherbagai tendensi
pemikiran keagamaan dalam Muhamadiyah dalam hasapir dekade terakhir
ini, telah muncul kritik dari Hajriyanto Thohari. éiurutnya, untuk masa-masa
mendatang Muhammadiyah tidak lagi perlu memilikitdk putusan tarjih”
sebagai sumber utama rujukan yang berlaku untukelindonesia. Masing-
masing daerah harus dibiarkan memiliki “kitab patusarjih” sendiri sesuai latar
belakang sosial, politik, ekonomi, budaya dan linmgdan masing-masing.
Keanekaragaman lokal menjadi dihargai. Dengan otonmilah, menurut
Hajriyanto, iklim kompetisi dan kreativitas akanrjaéan lebih dinamis. Bahkan
lebih dari itu, hal ini akan merangsang lahirnyayak mujtahid(ahliijtihad atau
ahli tarjih) di daerah-daerah yang selama ini tidak muncugéna@hegemoni para

mujtahidpusat'®®

1% | jhat Hilman Latief, “Post-Puritanisme MuhammadiyaStudi Pergulatan Wacana
Keagamaan Kaum Muda Muhammadiyah 1995-200R3hwir Jurnal Pemikiran Agama &
Peradaban edisi ke-2, vol. 1, no. 2 (Juli 2003), 73; mengutajriyanto Thohari, “Menuju
Federasi Muhammadiyahikompas 6 Juli 2000.
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C. Diskursus-Diskursus Keagamaan Kontemporer
1. Rekonstruksi “Tauhid Sosial”

Jika pada periode-periode sebelumnya persoatqidah (tawhd)
dikaitkan dengan praktik-praktik yang dipengaruHeho tradisi keagamaan
popular, dan karenanya memunculnya tema-tema kdtuetbu bid‘ah, maka
dalam periode kontemporer tertewhid dihadapkan pada tantangan modernitas
yang mengandung pandangan sekularistik.

Kalangan intelektual Muhammadiyah melakukan repretasi terhadap
doktrin tawhd vis-a-vis sekularisme yang dipandang tidak purker ai dalam
al-Qur'an dan al-Sunnah. Pandanganvhid yang bersandar pada al-Qur’'dan
al-Sunnah menghendaki setiap Muslim berkehidupamy yatuh, integral dan
integrated (terpadu). Menurut Amien Rais, “kehidupan dikotentidak ada
basisnya dalam Islam. Dan seluruh dimensi kehidupamg dikembangkan
seorang Muslim, apakah masalah hukum, politik, padaosial, ekonomi, ilmu
pengetahuan dan teknologi, bahkan filsafat dangsebga harus bertumpu pada
etika dan moral yang tauhid®’

Pada umumnya, sebagian besar ‘ulama berpandanbaa lszkularisme
dan sekularisasi tidak bisa dibedakan secara te§akularisasi merupakan suatu
proses yang secara lambat atau cepat menuju padirsame, sehingga sulit

dipahami bila ada orang yang mempertajam perbeaiai@na sekularisme dengan

197 M. Amien Rais Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjan¢&andung: Mizan,
1999), 79.
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sekularisasi. Bentuk yang terakhir ini merupakamsps menuju sekularism®.
Meskipun sekularisasi dibedakan dari sekularisetapt karena yang terakhir ini
adalah ideologi, sedangkan yang kedua menunjuk pad&s sosial yang bersifat
open-endedmaka pada dasarnya sekularisasi juga sebualogiegakni ideologi
sekularisasi gecularizationisn Dalam pemikiran Rais, politik yang menganut
paham sekularisasionisme tentu menjadi politik aadi@sar moral keagamaan dan
nilai-nilai yang berlakd®®

Lebih lanjut, Rais berpendapat bahwa sekularisnaahdsuatu ideologi
atau paham yang mengajarkan bahwa agama merupaksalam pribadi dan
masalah subjektif setiap individu yang hanya befastn untuk memenuhi
tuntutan-tuntutan kejiwaan. Di samping itu, pahammemandang agama hanya
berhubungan dengan masalah pribagiivate). Karena itu, urusan politik,
ekonomi, kebudayaan, pengembangan ilmu dan tekinahtgdern dalam
pandangan paham sekularisme tidak dapat dan tiéak plikaitkan dengan
agama. Dunia politik dianggap oleh sekularisme m&kan fenomena sekular,
fenomena keduniaan, yang mengurusi kehidupan rabtgan kehidupan fisik

manusia, serta berhubungan dengan kepentingan u®einmgga, politik harus

1% pandangan ini mengingatkan kita pada perdebatag texjadi pada awal 1970-an,
ketika Nurcholish Madjid melontarkan gagasan tegtaekularisasi, berhadapan dengan para
kritikusnya, antara lain Mohammd Rasjidi, yang dikesebagai figur penting Muhammadiyah.
Nurcholish Madjid membedakan antara sekularismagalfaham atau ideologi dan sekularisasi
sebagai proses sosial yang yang secara intringddasedengan nilai-nilaitawhid. Tawhd
dipahami sebagai proses sekularisasi atau desagialdalam pengertian menganggap yang suci
(sakral) hanya Tuhan (Allah) dan yang lainnya sabpgpfan. Sementara itu, Muhammad Rasyidi
menolak pembedaan antara sekularisme dan sekslakaaena keduanya sulit dipisahkan dalam
praktik. Menurut Rasyidi, sekularisasi adalah psopenerapan sekularisme itu sendiri. Karena
teguhnya mempertahankan pandangan keagamaan lalagndynilai prinsipal, Azyumardi Azra
menyebut Rasyidi sebagai “penjaga keyakinan unhétdt Azyumardi Azra, “Guarding the Faith
of he Ummah: Religio-Intellectual Journey of MohaatRasjidi,”Studia Islamikavol. 1, No. 2
(1994): 87-120.

199 Rais, Tauhid Sosial79.



245

dijauhkan dari agama, sekaligus paham ini membengengertian bahwa agama
harus dijauhkan dari politik°

Menurut Rais, sekularisme melihat kehidupan mansecara dikotomis.
Kaum sekularis mempertentangkan antara kehidupamawu dan ukhrawi,
imanen dan transendental, profan dan sakral. Carpikir dikotomis ini
menghasilkan manusia-manusia yang berkepribadideléd, split personality
Rasis menegaskan bahwa sekularisme jelas tidak difeama, karena Islam
tidak memisahkan kehidupan manusia secara dikotdstésn melihat kehidupan
sebagai satu keutuhan. Sehingga, kehidupan ukhmanipakan kelanjutan dari
seluruhperformancedan prestasi hidup di dunia i

Sebagai kelanjutan dari gagasan tentaaghd sebagai dasar bagi
kehidupan manusia, muncul pemikiran tentang “tasbsial” yang dikemukakan
oleh Amien Rais dalam Musyawarah Nasional Tarjihnj@ang Muktamar
Muhammadiyah ke-43 di Banda Aceh (Juli 1995). Gagdsersebut mengundang
pemikiran lanjutan, terutama di kalangan pemikiridonmadiyah. Menurut Rais,
tawhd sosial adalah dimensi sosial damawhdullah. Dengan kata lain,
tawhdullah merupakan aplikagiawhd ulthiyyah dantawhd rubtbiyyah pada

level kehidupan dan realitas sosial yang korikfitni mengimplikasikan bahwa

110 |pid. Secara teoretis, pandangan ini mudah dikerkaik. Tetapi dalam praktik, ketika

kehidupan politik kontemporer tidak bisa mengelaklgistem politik modern, maka timbul
kesulitan untuk menerapkan pandangan yang holistitkang hubungan Islam dan politik. Yang
paling mungkin untuk dilakukan ialah memperjuangkaitai-nilai substansial Islam dalam
konteks kehidupan politik-kenegaraan modern. Pagataimi tentu saja bertotal belakang dengan
‘Ali” ‘Abd al-Raziq dari Mesir yang menyatakan dalam karyaalyeslam wa Usll al-Hukmbahwa
Islam sama sekali tidak memiliki kaitan dengan tgglikarena urusan politik menjadi murni
urusan akal pikiran.

pid., 76.

*?bid., 107-108.



246

makna yang sesungguhnya dari pah@mwhd ialah terimplementasinya nilai
tawhd dalam sikap pribadi dan sosial orang-orang yamigiaa.

Secara normatif, menurut Raisgwhd mencakup pandangan tentang
kesatuan ynity), yaitu kesatuan ketuhanan, kesatuan penciptasatuan
kemanusiaan, kesatuan proman kehidupan dan kedajuan hidup. Pandangan
tentang kesatuan ini meniscayakan adanya kehidygyag egalitarian, dan tidak
adanya diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamgama, bahasa dan etnis.
Prinsip kesatuan ini menjadi prasyarat bagi peregakeadilan sosial yang
komprehensit™® Dengan kata lain, paham tentaaghd sosial akan berimplikasi
pada komitmen terhadap terwujudnya keadilan soKiatena itu, tekanan dari
tawhd sosial lebih pada etika sosial dan moralitas gublri pada moralitas
personal semata.

Lebih lanjut, Rais menegaskan bahwa doktrin Islangyberdasar pada
pahamtawhd harus diterjemahkan dalam konteks kehidupan sdSebab, jika
doktrin Islam hanya dikaji dari perspektif yang lapatif, maka doktrin tersebut
tidak akan pernah memiliki makna fungsional daniao®agi perbaikan
kehidupan manusia. Di sinilah, menurut Rais, makeating daritawhd
sosial***

Meskipun orientasi dartawhd sosial ialah penegakan keadilan dan
mengentaskan kaundu‘afd dari deprivasi sosial dan ekonomi, Rais tidak
sependapat dengan konsep tentang “Islam Kiri” aasidn Hanafi, karena hal ini

akan memunculkan istilah-istilah lain, seperti nsl&anan, Islam Marxis, Islam

131bid, 110-113.
14 bid., 117.
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Mao, dan seterusnya. Menurut Rais, dari pada ®kjgbada labelisasi, yang
penting untuk dikerjakan ialah membuat interpretexdiadap doktrimawhd yang
relevan dan kontekstual dalam kerangka transforreasial, dan transformasi
sosial itu harus dimulai dari transformasi inteleitt**®> Dalam hal ini, tampak
adanya tendensi idealisme pada diri Rais yang parsahwa ide-ide merupakan
faktor penting yang menggerakkan transformasi nrakga.

Gagasan tentangawhd sosial memperoleh tanggapan dari figur
Muhammadiyah yang lain, seperti Ahmad Syafii MaavieEnurut Maariftawhd
sosial merupakan “dimensi praktis dari risiko kemawa kepada Allah yang Esa,”
suatu doktrin yang memang sudah sejak periode salgadideklarasikan al-
Qur'an. Konseptawhd sosial untuk saat ini dapat dijadikan alternagifjippaham
teologi Islam klasik yang sudah tidak relevan denigandisi kontemporer karena
rumusan-rumusannya disusun dalam konteks Islanstikria®

Sebagaimana Rais, Maarif memperhadapieavhid dengan sekularisme
jika yang disebut pertama tidak dapat diterjemahlkatuk mengatasi problem-
problem kemanusiaan kontemporer. Sekularisme akanjagi ancaman atau
alternatif jika doktrin Islam yang bermuara padaraptawhd tidak relevan dan
kontekstual. Maarif mengutip Bassam Tibi yang mégyan: “Sekularisasi agama
tidaklah akan menghapuskan agama. Melalui banteaakdalisasi politik, suatu

sekularisasi yang bukan suatu profanisasi akamohatigi agama dari eksploitasi

115 i
Ibid., 118.
118 Ahmad Syafii Maarif, “Tauhid Sosial: Teologi Peméi@yaan Masyarakat,” dalam
Islam: Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Ur(idbgyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 3.
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bagi tujuan-tujuan politik, dengan demikian akannjaganya sebagai jawaban
terhadap masalah-masalah eksistensi mantf<ia.”

Menurut Maarif, jika sistem teologi Islam terlalibsk mengurus yang
serba abstrak dan eskatologis, dan mengabaikarnlepropang nyata dalam
masyarakat, maka penganutnya akan terderpivasndadacaturan sosial. Karena
itu, teologi Islam modern harus berorientasi keppdmberdayaan masyarakat,
karena teologi spekulatif yang dibangun pada mdasikksejarah Islam tidak
mendapat dukungan yang berarti dari al-Qur&itab suci pada hakikatnya
merupakan sebuah dokumen agama dan etika yang ikigmjilan praktis bagi
penciptaan sebuah masyarakat yang baik dan adilssewraf:'®

Argumentasi Maarif tentang pentingnya reformulalagi Islam yang
relevan dengan modernitas ialgertama teologi klasik sudah tidak relevan lagi
bila dikaitkan dengan masalah pemberdayaan mastarékrena terlalu
intelektual spekulatif. Teologi murni spekulatifntang Tuhan hampir-hampir
tidak dijumpai dalam al-Qurig dankedua doktrin tawhd yang menegaskan
keesaan Allah memerlukan dimensi sosial, politkor®mi, dan kebudayaan
dalam makna yang sempit. Tanpa terkait dengan selmuensi tersebutawhd
yang serupa itu pasti tidak berasal dari al-Qurlketiga prinsip egaliter adalah
sisi sosial dari doktrinrawhd. Menurut Maarif, prinsip ini telah lama terbenam

dalam “abu sejarah umat Islart?®

117 Bassam TibiJslam and Cultural Accommodation of Social Chartge. Clare Krojzl
(Bolder, San Fransisco & Oxford: Westview Pres§1)9195-196.

118 Cf, Fazlur Rahmarislam (Chicago: University of Chicago Press, 1979), 85.

119 Maarif, “Tauhid Sosial: Teologi Pemberdayaan Maakat,” dalamislam: Kekuatan
Doktrin dan Kegamangan Uma;10.
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Dalam sejarah intelektual Islam, dokttawhd menjadi perhatian para
pemikir teologi atau kalam klasik, bahkan moderardebatan mengenai tema
tersebut menyita energi intelektual kelompok teaeperti kaum Mu‘tazilah yang
menjadikantawhd sebagai salah satu dari lima prinsip dasar ajgean@rientasi
kepada pahartawhd yang benar juga menjadi tema perjuangan kelompolg y
dimotori oleh Mulammad ibn ‘Abd al-Wahhmyang mempertahankan prinsip-
prinsip normativitagawhd (Kitab al-Tawhd) dalam konteksettinghistoris dan
tantangan kebudayaan tertefftu.

Sementara itu, Muhammad ‘Abduh mengelaborasi gripgnsip tawhd
dari perspektif teologi spekulatiR{sdah al-Tawhd). Diskursus tentantawhd
tersebut menginspirasi munculnya orientasi dawhd yang berdimensi
teosentris dan teologis, yang menekankan padaettdeasi Tuhan dari seluruh
makhluknya. Modeltawhd ini berorientasi pada penguatdagidah yang
bertumpu pada purifikasionisme di satu pihak, danpittak lain bercorak
metafisik dan skolastik yang tidak membawa implikeshadap transformasi
sosial'**

Kecenderungan teo-sentrisme dan skolastisismenddiskursus tentang
tawhd tampak pada konstruksi ‘ulama modern tentaagidah atau ‘aga’id.
Seperti ditunjukkan oleh Amin Abdullah, para ‘ulammdern seperti &san al-

Banna (‘Agidah al-Mu’'min) seperti dikutip oleh Yunahar llyas, menyatakan

bahwa aqgadid (bentukjam' dari ‘agidah) adalah “beberapa perkara yang wajib

120 cf. M. Amin Abdullah, “Reformulasi Pandangan TalihAntara Tauhid Akidah dan
Tauhid Sosial,” dalarinamika Islam Kultural: Pemetaan Atas Wacana Kaishn Kontemporer
(Bandung: Mizan, 2000), 53.

121 1bid.
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diyakini kebenarannya oleh hati-(mu), mendatandketentraman jiwa, menjadi
keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengemdu-raguan’** dan Abu
Bakr Jdir al-Jazai (Majmuat al-Rasail) yang mengatakan bahwadidah
adalah “sejumlah kebenaran yang dapat diterimargaosaum (aksioma) oleh
manusia berdasarkan akal, wahyu dan fitrah. (Kabepatu dipatrikan (oleh
manusia) di dalam hati (serta) diyakini kesalehamn keberadannya (secara pasti)
dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan déegenaran itu**®

Pengertian tentantagidah tersebut di atas menggambarkgq&rtama
‘agidah mirip dengan rumus-rumus serta kebenaran artimatdn matematika.
Kebenarannya dianggap begitu pasti, final dan tlo@kh diragukan, seperti juga
halnya kepastian atua aksioma ilmu pakédua ‘agidah bersifat individual,
yakni hubungan individu dan Tuhannya. Kriteria bewian tidaknya suatu
‘agidah hanyalah bergantung semata-mata pada kemampuandindlalam
menerima dan memahami wahyu, terlepas dari pertigdva dan koreksi dari
individu atau komuntias lain dalam suatu pergaslasial.

Amin Abdullah menggugat keabsahan pengertian daerir kebenaran
‘agidah yang dirumuskan oleh ‘ulama di atas, karena kegluamenafikan aspek-
aspek sosial yang melingkupi individu. Dia mengeakaih bahwa konsepsi
tawhd yang diajukan oleh pemikir Muslim seperti IsmaRhji al-Faruqi lebih
mencerminkan implikasi pahatawhd terhadap pemikiran dan kehidupan nyata

(Tauhid, Its Implication for Thought and LjfeAl-Farugi mengaitkan paham

tawhd dengan prinsip-prinsip pengetahuan modern, seperisip metafisika,

122 Hassan al-Bann#Agidat al-Mu'min 465.
123 Abli Bakr Jdir al-Jazéri, Majmdat al-Rasail (1978), 21.
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prinsip etika, prinsip tata sosial, prinsymmah prinsip keluarga, prinsip tata
politik, prinsip tata ekonomi, dan prinsip tata @utf* Dalam pemahaman ini,
tawhd tidak semata-mata bersifat individual, tetapi jggaial.

Pandangaawhd dalam al-Qur’a, kata Amin Abdullah, mencakup dua
aspek, yaitu normativitasqgidah dan praksis sosial. Ungkapan al-Qurlaahwa
iman harus selalu disertai dengan ‘amal saleh’ merupaaran al-Qura yang
otentik. Ajarantawhid menurut al-Qur'a sangat terkait dengan persoalan sosial.
Wilayah ini disebut doktrin atau ajaran, atau ndimitas. Demikian pulajbadah
seperti salat dan zaka selalu dikaitkan dengan dimensi sosial. Selainelasp
normativitas, ajaran Islam juga memasuki wilayabtdrisitas, yakni praktik
ajaran agama secara konkrit dalam wilayah kesegaratanusia pada era tertentu,
pada wilayah tertentu dan juga dalam budaya terféntni berarti bahwaawhd
mengandung dimensi vertikal dan horisontal sekaligu

Amin Abdullah menyatakan bahwawhd sosial adalah penekanan dan
penerapan iman pada wilayah praksis atau semacéaith in action Tawhd
sosial juga dapat disebptactical theology(teologi praktis), yang berbeda dari
normative theologyteologi normatif). Visitawhd sosial al-Qur'a mensyaratkan
persentuhan dengan pengetahuan soal sebagai hgspeherjemahan doktrin al-
Qur'an dalam tindakan sosial, tanpa terjebak seagyeori prasangka-prasangka
teologis tertentu. Karena ittawhd sosial mesti menyentuh, misalnya, isu-isu

perburuhan, pemberdayaan masyarakat, kesadarasattim kehidupan besama,

124 Amin Abdullah, “Reformulasi Pandangan Tauhid: Aatdauhid Akidah dan Tauhid
Sosial,” 57-58.
2% |pid., 51.
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isu lingkungan hidup, problem pluralitas agama-agahak-hak konsumen, dan
seterusnya®

Jika pemikir kontemporer Muhammadiyah yang diseleatdahulu tidak
menghadapi masalah ketika menggunakan istilahgedkn‘aqgidah atautawhd
secara bergantian, Yunahar Illyas menyatakan tidp&rslapat dengan pemakaian
istilah ‘teologi’, kendati istilah tersebut telalemadi kecenderungan yang nyata.
Menurutnya, umat Muslim lebih tepat menggunakaitalstawhid sebagai ganti
kata teologi, datawhd sosial sebagai ganti istilah teologi transformatif

Sebagaimana ‘ulama yang bercorak skolastik, Yunam@amahami inti
tawhd sebagai paham mengesakan Tuhan. Meskipun demikian,juga
mengaitkan ajaratawhd itu dengan persoalan-persoalan kemanusiaan secara
nyata. Dia sependapat dengan Amien Rais yang nakayatbahwa sensitivitas
umat Muslim terhadap masalah penyimpangandah dan‘ibadah sangat tinggi.
Praktik-praktik khurafat, takhayul dan bid‘ah dikeadengan cepat. Namun, jika
terdapat penyimpangan peneragawhid dalam bidang sosial, seperti adanya
kesenjangan sosial, atau pelanggaran moralitaskpatdh kekuasaan, hal itu

dipandang tidak ada kaitannya denggmmhid.*?®

126 “Tauhid Dikembangkan Untuk Aksi,Suara Muhammadiyat?4 (16-31 Desember
1995), 15.

127 | ihat pendapat Yunahar llyas dalam “Tauhid Dikemil@n Untuk Aksi,”Suara
Muhammadiyah24 (16-31 Desember 1995), 15.

128 Amien Rais mencontohkan: Dalam Surah al-Balad:(a0)}18, Allah berfirman,
wahadaynaun-najdayn, falagtadima-I-‘agabah wa maadraka mal ‘agabah fakku ragabah ...
ashabu-I-maimanahArtinya, Allah menggelarkan bagi kita sekaliamat manusia, dua buah atau
dua jenis jalan yang bisa kita pililralagtatama-l-‘agabah tetapi mengapa, wahai manusia,
engkau tidak memilih jalan yang terjal, mendakingganemang sedikit banyak payalWama
adraka mal-‘agabah, apakah jalan yang terjal, mendaki dan susah pay&hMaka jalan itu
adalah membebaskan penindasan dalamlibgfation, membuat pembebasan terhadap setiap
gejala eksploitasi dalam masyarakat, kemudian jagaberi santunan kepada anak-anak yatim,
dan meperhatikan nasib kaum fakir miskin. Raahid Sosigl55.
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Menurut Yunahar, realitas tersebut merupakan gaanbadaritawhd yang
tidak komprehensif. Kenyataan ini mungkin disebabkéeh pengaruh teologi
Ash‘ariyyah yang masih kuat. Teologi yang banyaiatkan di Indonesia hanya
menekankan pada satu aspekvhid, yaitu apa yang dilakukan Tuhan pada
hamba-Nya, seperti Tuhan memberi rizki, mengatuemiveri hujan dan lain
sebagainya, sedangkan dimensi lain yang berkagagah hubungan horisontal
tidak dibahas dalam paham teologi tersébui.

Yunahar juga menegaskan bahwa pandarigatnid membawa manusia
kepada kedudukan yang sama sekalipun dalam fakt@ngapat perbedaan ras
atau etnis, misalnya. Menurutnya, berdasarkan rajsaa/hid semua manusia
diperlakukan sama, tidak ada perbedaan antara #agamiskin. Karena itu,
berbeda dari pemikir lain yang nanti akan disingguiunahar tidak setuju
dengan penekanan paham atau pendekatan yang hamydnak kepada kaum
miskin saja, karena hal itu tidak sesuai dengansjpidasartawhd. Tawhd
seharusnya memihak kepada orang miskin dan jugahmkrkepada orang kaya.
Dia menegaskan, pembicaraan tent@avgid sosial yang hanya diarahkan untuk
memihak kepada orang miskin saja justru tidakhdi, karena “tauhid dalam
Islam itu untuk semuanya, untuk orang kaya, orangkim anak yatim, dan
seterusnya’®

Sementara itu, dalam pemahaman Abdul Munir Mulkhawhd sosial
adalah perspektif sosial damawhd itu sendiri. Menurutnya, masalah-masalah

sosial perlu ditransendensikan menjadi persotdariid. Pemahaman terhadap

129 pid.
%0 |pid.
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tawhd harus melampaui individu, dan menekankan kepagarkmgan kolektif
dan publik untuk memperoleh ruang dalam pembahdsarpelaksanaatawhd.
Misalnya dalam masalah kekuasaan, dari perspé&kivhid sosial, kekuasaan
harus dipahami bahwa yang mutlak berkuasa adalbarlisedangkan kedudukan
semua manusia sama-sama di bawah Tuhan. Manusat dagnggunakan
kekuasaannya dalam konteks sejarah dengan seniakgy@isaan Tuhan. Karena
itu, menurut Mulkhantawhd sosial harus dipahami sebagai masalah praksis,
bukan masalah teori, apalagi didekati semata-mepers ilmu tawhd. Jika
dipahami semata-mata sebagai ilmu, persoalannya toisiit dan spekulatif,
sementara implikasi sosial kemanusiaannya tidaktddipiujudkan->*

Pahamtawhd sosial dikembangkan oleh Kuntowijoyo dalam konteks
epistemologi politik Islam. Guna memperkuat pandamya, dia mengajukan
alasan bahwa konsepwhd sosial merupakanontinuumyang menggambarkan
epistemologi relasional antara keesaan Tuhan, kasdtemanusiaan, kesatuan
umat beriman dan kesatuan umat Islam. Menurutrafaamptawhid sosial secara
substansial merefleksikan cita-cita transformasisyaeakat menuju sistem

kehidupan yang adil dan egalitarig.

2. Gagasan Islam Transformatif dan Tafsir Transformatif
Doktrin tentang tawhd sosial yang dibicarakan di atas kemudian

ditafsirkan dalam konteks transformasi dan pemlkasbasasyarakat dari setiap

13L«Tauhid Dikembangkan Untuk AksiSuara Muhammadiyamo. 24 (16-31 Desember
1995), 15.
132 Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat IslanfBandung: Mizan, 1997), 69-70.
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bentuk deprivasi dan subordinasi, baik sosial, ektrmaupun politik. Berbeda
dari pemikir-pemikir yang disebut terdahulu, Moesbdurrahman berpendapat
bahwa ajarantawhid merupakan landasan untuk tegaknya komitmen tephada
ideologi politik yang berpihak kepada kelompok |ém#loeslim meletakkan
doktrin tawhd sosial dalam kerangka pertarungan ideologi-ideolggng
hegemonik.Tawhd sosial merupakan sebuah cita-cita yang menegadsidawa
Islam adalah agama emansipatoris (membebaskaain stlak bisa menerima
bentuk ketimpangan sosial dan harus memperjuandgieaadilan sosial yang
merupakan ekspresi secara sosial tentang komiteneadap ajararawhd.**

Dalam pemikiran Moeslimfawhd menjadi dasar argumentasi tentang
pentingnya kemerdekaan berpikir, kemerdekaan bgukumdan kemerdekaan
mengeluarkan pendapat. Dengan cara ini, Islamjnsefenjadi agama yang
rasional dan cocok dengan perkembangan ilmu pemggata juga harus menjadi
“‘agama wacana untuk melakukan persaingan, melakpkalawanan terhadap
berbagai wacana modertt®

Karena itu, dia menggunakan gagatamhid sebagai senjata menghadapi
dominasi “ekonomisme daworking essentialismyang merupakan kelemahan
utama dari gagasan Marxisme ortodokS.Dari sini dapat dikatakan bahwa
pembentukan identitas kolektif sebagai basis badientuknya “blok historis”

yang baru sebagai kekuatan demokrasi radikal umekujudkan emansipasi

133 Moeslim Abdurrahman, “Multikulturalisme, Tauhid Sal, dan Gagasan Islam
Transformatif,” dalanmReinvensi Islam Multikulturaled. Zakiyuddin Baidhawy dan M. Thoyibi
(Surakarta: Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sdsiakrsitas Muhammadiyah Surakarta,
2005), 7.

**Ipid., 5.

135 bid., 8.
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sosial menjadi signifikan. Identitas kolektif teose disebut oleh Moeslim sebagai
kaummustadafin, yang mencakup berbagai subordinat dalam geralsaal yang
bercorak demokratis dan emansipatbifs.

Moeslim Abdurrahman menyebut pandangan religioektaal yang
demikian sebagai “Islam Transformatif.” Dalam pahdstam transformatif,
pemihakan terhadap munculnya gerakan sosial hheunew social movement)
yang menjadi simpul gerakan sosial, dan bukan geraluralitas kultural semata,
tidak cukup memperjuangkan kesadaran kewarganeydai@idzenship) yang
mengutamakan terlindunginya hak-hak individu. Islamnansformatif tidak
memandang penting perdebatan antara yang univeessiis yang partikuldr’
Sebaliknya, menurut Moeslim, doktrin-doktrin Isla@ng bersandar pada paham
tawhid harus memberikan dorongan bagi munculnya kesadaaankekuatan
resistensi (perlawanan) secara kolektif, agar akjarang tidak adil sebagai
produk kapitalisme mengalami transformasi melal@rlgwanan yang terus
menerus, karena adanya kontrol moral agama yants Kerhadap proses
degradasi kemanusiafi. Dalam konteks ini, kaummustacafin menjadi
kekuatan yang signifikan dalam membangun kesaddaankekuatarcounter-
hegemonyerhadap kekuatan kapitalisme yang eksploitatif.

Berbeda dari Moeslim, Azhar Basyir sebelumnya lebémilih kelompok

du‘afa’ sebagai golongan lemah secara sosial, ketimanstadafin sebagai

1% Secara harfiahmustadafin berarti orang yang dilemahkan, tidak sekedar lemah
Dalam tafsiran yang bernuansa ideologis atau pplitilah tersebut dimaknai sebagai kelompok
yang dilemahkan secara struktural (politik, ekondam budaya).

137" Moeslim Abdurrahmarislam Yang Memihakyogyakarta: LKiS, 2005), 57-68.

138 |bid. Lihat juga Moeslim Abdurrahman, “Multikultatisme, Tauhid Sosial, dan
Gagasan Islam Transformatif,” 8.
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kategori politis. Dia memilih pendekatan religiuang dirumuskan secara tepat
untuk menyadarkan masyarakat. Agama perlu tampégaa inspirasi dan ajaran
yang dapat memotivasi kelompadu‘afa’ menuju kehidupan yang dinamis,
kreatif dan produktif. Ini disebabkan pemecahanatadiskemiskinan tidak hanya
menyangkut modal kerja, tetapi juga nilai kultugdn spiritual. Karena itu,
menurut Azhar Basyir, diperlukan upaya penyadarahwla mereka mampu
mengubah nasib kehidupan merékaPandangan demikian ini lebih melihat
faktor kultural dan spiritual dalam hubungannya géen problem kemiskinan,
daripada faktor struktural seperti yang menjadigkanan Islam transformatif.

Sementara itu, Amien Rais meletakkan kaumstadafin dalam relasinya
dengan gagasatawhd sosial dengan mengutip @t al-Qaas (28): 5: ‘wa
nuridu an namunna ‘ala-lladha-studifu fi al-ard wa naj‘alahum a’immatan wa
naj‘alahum al-waithin.” Dalam pemahaman Amien Rais, kelommpokstadafin
adalah kaumdu‘afa’ yang secara objektif diperlemah, ditekan, diimpi¢h
struktur yang ada sehingga menjadi terlemahkawstadafin). Karena itu,
keadilan sosial merupakan orientasi dari perjuarkggompokmustadafin vis-a-
vis realitas sosial, ekonomi dan politik yang didomsinaleh pemilik modal, baik
secara monopoli dan oligopoli ekonomi maupun okggoolitik, pada masa
otoritarianisme Orde Barif’

Namun demikian, gagasan Islam transformatif yangaghs Moeslim

melampaui sekedar perdebatan intelektual dan lem#mgarah kepada upaya

139 pandangan Azhar Basyir ini dikutip dari Andi WatlijuMuhammadiyah Dalam
Gonjang Ganijing PolitiKYogyakarta: Penerbit Media Pressindo, 1999), 105.
%% Rais, Tauhid Sosial111-112.
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konseptualisasi realitas sosial yang eksploitagibagai landasan penyusunan
strategi transformasi sosial untuk mewujudkan pdraban dan keadilan bagi
kelompok mustadafin. Moeslim memandang Islam sebagai kekuatan simbolik
yang mengandung makna-makna pembebaldiagrgtion) untuk memberi arah
dan mewujudkan keadilan sostat.

Moeslim menyatakan bahwa doktrin Islam harus diteghkan ke dalam
ide-ide yang tidak sekedar bercorak intelektu&ligang mungkin tidak mampu
menumbuhkan atau menggugah kesadaran kolektif mestadalam melakukan
perubahan sosial. Hal itu bisa disebabkan ketidd#da@n gagasan-gagasan
intelektualistik tersebut terhadap realitas hegekjogang berakibat bahwa
pemikiran keagamaan justru akan berhadapan dentmgita emansipasi dan
transformasi sosial. Menurut Moeslim, gagasan-gagédam yang mencerahkan
sekalipun tidak selamanya memberi pengaruh terhadapes emansipasi dan
pembebasan, jika hal itu tidak lahir dari prosettitkideologis-transformatif *?

Tradisi “re-intelektualisasi” Islam yang mencerahkdan bercorak liberal
sekalipun dan yang memberi ruang bagi kebebasgnklvyermenurut Moeslim,
tidak akan memiliki signifikansi sosial jika tidadtibarengi kepedulian untuk
berpihak secara otentik memperjuangkan pedagogimmatgsiaan. Moeslim
menyinggung isu tersebut karena dia melihat saabp$me, multikulturalisme,
kebebasan berpikir dan perlindungan terhadap hkkierbedaan identitas

menjadi isu yang hanya diperdebatkan. Menurutni@, ipu-isu tersebut tidak

141 Moeslim Abdurrahman, “Multikulturalisme, Tauhid Sal, dan Gagasan Islam
Transformatif,” 7.

142 Moeslim Abdurrahman, “Memperjuangkan Wahyu Transtatif,” dalamlslam Yang
Memihak 116.
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diberi rujukan kepada konstruk sosialnya, maka wadalam yang spekulatif-
tekstual cenderung tidak mempunyai dialektika téaipamasalah penindasan atau
eksploitasi. Akibatnya, tujuan perubahan sosialgybebih adil dan demokratis
menyangkut harkat hidup orang banyak akan terabafka

Dapat dikatakan bahwa dalam gagasan Islam tranafdryang diajukan
oleh Moeslim, konstruk sosial yang menjadi basiekei pemikiran keagamaan
Islam yang fundamental ialah persoalan kemiskinan Ketimpangan sosial.
Realitas lemahnya negara menghadapi kuatnya donkisaisalisme dan berbagai
implikasinya mendorong gagasan Islam transfornmagihempatkan “kemunkaran
sosial” sebagai basis refleksi teologis yang meskde8engan demikian, menurut
Moeslim, doktrin keagamaan yang bersumber dari wadkan menjadi sumber
dari ide-ide dan spiritualitas emansipatoris yarenyemangati gerakan-gerakan
masyarakat untuk pemberdayaan dan pemerdekaan rddéegadaran kolektif
tanpa tergantung kepada peran dan prakarsa négara.

Demikian kuatnya orientasi emansipasi sosial dslanh transformatif,
sehingga perbincangan teks-teks keagamaan semtdadalam wacana liberal
tidak cukup signifikan, terutama jika produk-prodyl tidak memiliki dampak
emansipatoris. Menurut Moeslim, gagasan Islam foamatif hendak
“menemukan ide Tuhan kembali ikut secara partisimtialam pergumulan umat
manusia yang sekarang ini mengalami proses dehsasnmelalui refleksi

teologis yang bersumber dari sejarah perjuangarptsehari-hari**°

143 pid.
144 bid.
145 1hid., 117-118.
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Dalam pandangan Moeslim, pandangan teologis Islastindiarahkan
kepada penumbuhan kesadaran kolektif melalui apag ydisebut counter
hegemony (hegemoni tandingan) damrounter-symbolic (simbol tandingan)
melawan penindasan dalam relasi struktur kekuas#aarena itu, dalam
pemikiran Moeslim, “reintelektualisasi Islam” tiddksa dipisahkan dari kerja
praksis sosialdocial praxig, sehingga hubungan antara “berpikir dan ortopsaks
merupakan suatu kesatuan, sama halnya antara teks sdjarah yang
mengitarinya-*°

Dalam konteks teologi transformatif ini, timbul p&man lanjutan tentang
“teologi Kkiri” sebagai pijakan untuk memberdayak&aum tertindas yang
terpinggirkan yang sekaligus merupakan teologi pea@m terhadap kaum
marginal sebagai derivasi dari teologiustadafin.**’ Istilah teologi kiri ini
mengingatkan kita kepada gagasan tentang Islamy#imy diajukan oleh Hassan

Hanafi, pemikir Muslim Mesit?®

Kiri Islam model Hassan Hanafi sesungguhnya
tidak berbeda jauh dari tradisi pemikiran keislangang dihasilkan oleh ‘ulama
klasik atau pertengahan pada umumnya. Hanya sk d@nteks dunia modern,
Kiri Islam muncul untuk “menantang dan menggantikaadudukan peradaban
Barat.™° Kiri Islam menekankan kepada perlawanan terhadapirthsi atau

hegemoni kebudayaan Barat dan struktur sosial ekordan politik yang

ditimbulkannya yang berakibat pada keterbelakarkgam Muslim. Dengan cara

% |bid., 118.

147 Abdul Munir Mulkhan, Teologi Kiri: Landasan Membela Kaum Mustad'afin
(Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002), 1-27.

18 |ihat Hassan Hanafi, “Kiri Islam,” dalam Kazuo S8tugaki, Kiri Islam: Antara
Modernisme dan Postmodernisme, Ttelaah Kritis PearikHassan Hanafiterj. M. Imam Aziz
dan M. Jlilgul Maula (Yogyakarta: LKiS, 1993), 10810

Ibid.
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demikian, kaum Muslim akan terbebaskan dari belengguktural dominasi
peradaban Barat.

Gagasan “Islam transformatif” atau “teologi kiri'anyg tumbuh sebagai
diskursus keagamaan dalam Muhammadiyah kontempoeegfleksikan adanya
reinterpretasi atau revitalisasi warisan pemikite@agamaan Dahlan, pendiri
Muhammadiyah, mengenai pembebasan kaum Muslim kisterbelakangan
sosial, ekonomi dan pendidikan. Karena itu, sang®gjat tertentu, gagasan
Islam transformatif dapat dikatakan sebagai berke&inambungan epistemik
(epistemic continuifydari pemahaman ideologis d@eo-praxisDahlan terhadap
ajaran al-Qur'a dalam Stat al-Mdun.**°

Dari sini tampak adanya semacam paralelisme ap@mdangan Dahlan
dan gagasan Islam tranfsormatif, tetapi daketting sosial dan ekonomi yang
berbeda. Dahlan berhadapan dengan struktur ekodamipolitik kolonialisme
Belanda, sedangkan Islam transformatif muncul dataroktur dominasi dan
hegemoni kapitalisme Barat modern. Hanya sajamisieansformatif sedang
berada dalam proses pencarian bentuk-bentuk gessdsal baru yang relevan
untuk melakukan apa yang diselmounter-negemonterhadap peradaban global
yang kapitalistik.

Dalam perspektif Islam transformatif, al-Qur'alipahami tidak dalam
kerangka totalitas Tuhan itu sendiri. Karenanyajafsran terhadap “kehendak
Tuhan” dalam firman-firman-Nya berlangsung sepampjamasa dalam konteks

kemaslahatan umat manusia. Islam tranfsormatif manen pembacaan

%0 Cf. Haedar Nashir, “Nalar Kritis ‘Kiri’ dan MozailMuhammadiyah (2),"Suara
MuhammadiyahNo. 13, Th. Ke-86 (1-15 Juli 2001), 32-33.
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terhadap al-Quriatidak semata-mata secara skriptural, tetapi depganbacaan
double hermeneuticyang sekaligus perhadapkan dengan kenyataar gasg
aktual "

Karena itu, Moeslim menyatakan bahwa al-Qumaenjadi daerah tafsiran
yang bersifabpen-endedMakna dan pemahaman yang dihasilkan dari peaafsir
bersifat subyektif dan relatif, tergantung padaapsi’ yang menafsirkannya.
Dalam konteks ini, setiap orang dituntut untuk nmeankan sendiri apa yang
sejatinya menjadi maksud atau kehendak Tuhan, &areanurut pemikiran
Moeslim “Tuhan tidak muncul dan terlibat lagi dalgmoses sosial, dan wahyu
menjadi daerah ijtthad umat manust&” Karena itu, ditegaskan bahwa
sebenarnya setelah Nabi meninggal, tidak salahuldikatakan bahwa al-Qunia
bukanlah totalitas kebenaran obyektif satu-satwyayesy diberikan Tuhan kepada
umat manusia>®

Untuk kepentingan ini, Moeslim mengembangkan “tatsansformatif”
yang dalam rangka memahami gagasan atau kehendwn Tdibutuhkan tiga
wilayah interpretasi: gertama, memahami konstruk sosiakedua membawa
konstruk itu berhadapan dengan interpretasi tekQualn; dan ketiga hasil
penghadapan konstruk sosial dan model ideal tekskemudian diwujudkan

dalam aksi sejarah yang baru, yaitu transformasakt>*

12; Moeslim Abdurrahmarislam Sebagai Kritik SosidDakarta: Erlangga, 2003), 116.
Ibid., 115.
123 |bid. Moeslim mengungkapkan, seperti dikatakan iNatkala melepas Mt ibn
Jabal yang akan pergi ke Yaman: Jika kamu menjupgrgioalan, maka carilah dalam al-Quor’'a
jika tidak ada, carilah dalam sunnahku. Tapi jikdach dua sumber itu tidak ada, berijtihadlah
dengan pikiranmu yang sehat.”
*Ibid., 116.
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Lebih lanjut, tafsir transformatif merupakan kegratpembacaan wahyu
secara bersama-sama dalam suasana dialogis, saéimperi pendapat, kritik
dalam rangka merumuskan praksis bersama. Dalaassdumana wahyu sebagai
teks kehidupan dibawa dalam percaturan umymmbl{c spherg agar tetap
memantulkan hidayah, potensi kreativitas bahkarnr&warsi tentang makna di
balik gagasan Tuhan dalam teks itu harus dijagaenéaitu, menurut Moeslim,
tafsir transformatif harus bersifat dialog?8 Namun demikian, tafsir transformatif
tetap memerlukan konsensugn@’), terutama dalam mendefinisikan kondisi-
kondisi yang dapat disebut “adil” atau “tidak ddiMoeslim menyebut tafsir
transformatif sebagai salah satu bentuk “politikndpdalam kancah permainan
bahasa yang bermacam-macahe diversity of genres and language gayies

Selain itu, Moeslim menunjukkan adanya perbedaantipg antara “tafsir
transformatif” dan “tafsir ortodoksi.” Di satu pika tafsir ortodoksi lebih
menekankan pentingnya pemurnian atau pembebasan rtedkna pada tingkat
internal kebahasaan wahyu dari pengaruh gagasaluaaya, seperti filsafat dan
sistem pemikiran yang lain. Sedangkan di pihak , |a&fsir transformatif
cenderung memaknai wahyu di luar sistem kebahasaarata. Dalam hal ini,
makna wahyu menemukan tempatnya dalam proses-pmosies$ yang konkrit®’

Selain itu, tafsir transformatif juga berbeda déaisir liberal yang
cenderung hanya memaknai wahyu dalam semangatidastrya & multiplicity

of interpretatior). Menurut Moeslim, tafsir Islam liberal “tidak mé®a hukum

%% hid., 117.
1% 1hid., 118.
57 bid.
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Tuhan, tetapi juga tidak membela orang miskii.Sedangkan tafsir transformatif
berangkat dari anggapan bahwa masalah keadilan likieokuran universal,
dalam arti bukan setiap konsep keadilan memilikraat spesifiknya dalam aturan
bahasa, melainkan juga ada bahasa universal urdoatakan preskripsi tentang
keadilan®®

Menurut Moeslim, tafsir transformatif bukanlah pagpnda, karena ia
tidak berangkat dari “cetak biru” yang telah dibuaieh pemimpin yang
menafsirkannya. Sebaliknya, tafsir transformatifdsg@ pada tingkaibcussosial
tertentu dengan analisis kasus per kasus. Selagaivwahyu yang peka terhadap
kemapananstatus qui orientasi tafsir transformatif tidak memuja kehanisan
sosial yang menindas dan eksploitatif. Karena menurut Moeslim, tafsir
transformatif menghindari keseragaman kebenararsaBiping itu, seperti telah
disinggung di atas, tafsir transformatif tidak kakiari kecenderungan filsafat
sosial yang menekankan pada pluralitas demi kerkaaskeberpendapat semata-
mata, atau demi hak-hak untuk berbeda seperti didggkan oleh pemikiran
liberal *®°

Sebaliknya, menurut Moeslim, tafsir transformatgrdngkat dari tradisi
hermeneutik kritis, yang melihat masalah ketidalkaddan ketimpangan sosial
mempunyai dua akar yang penting, yakni pada tingkaktur dan pada tingkat

simbolik. Dalam kaitan ini, ditegaskan Moeslim, wahal-Qur'an harus

%8 |pid., 180.

9 pid., 119.

180 Menurut Moeslim, orang-orang yang memperjuangKarafisme, termasuk kalangan
liberal, dapat dikatakan agak lemah dalam memeaiulketimpangan sosial, karena pluralisme itu
dianggap sebagai bagian dari toleransi, dan kehasano sosial. Bagaimana keharmonisan sosial
terjadi dalam masyarakat yang tidak adil? Ibid.
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dipandang sebagai “sumber motivasi dan pemberi endlagi setiap orang, tapi
sekaligus juga menjadi sandaran advokasi manusaaéolektif dalam rangka
mewujudkan tatanan sosial yang diridhai Tuh&h.”

Dalam proses penafsiran, menurut Moeslim, tafsiandformatif
mempertimbangkan beberapa h#&lertama proses penafsiran transformatif
dimulai dari pembacaan sosial dalam rangka menemukastruk yang bisa
menggambarkan persekutuan-persekutuan sosial hegematau semacashirk
sosial. Pembacaan ini sekaligus merupakan anafissal bersama untuk
memahami berlangsungnya proses eksploitasi yangyingkirkan kelompok
sosialmustadafin. Kategori sosiamustadafin memang muncul dalam konstruk
persoalan dosa sosial yang harus diatasi dan dgragkan, baik secara sosial,
ekonomi dan politik®?

Kedug tafsir transformatif mengubah ayat-ayat al-Quriaenjadi aktual
karena diletakkan dalam proses sosial, bukan dipgkbn sebagai “kidung
wahyu” yang terpisah dari realitas sosial. Gagagagasann Tuhan menjadi
aktual di tangan manusia yang mencari petunjukndatngka menerangi hidup
yang lebih berharkat dan adil sebagai bentuk kedakwsosial. Karenanya, tafsir
transformatif -menurut Moeslim- merupakan bagianndakan untuk
mengembalikan al-Quna sebagai sumber petunjuk bagi terjadinya emansipas

masyarakat dari belenggu struktur yang menintfas.

161 1hid., 120.
182 | pid.
163 1hid., 120-122.
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3. Diskursus Politik Islam

Diskursus politik Islam belum pernah mendapat pe&xhayang memadai
sepanjang sejarah Muhammadiyah. Jika dilacak kerkéddelakang, keterlibatan
Muhammadiyah dan elite-elitenya, sejak masa fofrsatnpai masa kontemporer
ini, dalam politik lebih bersifat praktisgalpolitik), daripada pergulatan wacana
yang bersifat teoretis. Kecuali upaya yang pernalakukan oleh elite
Muhammadiyah pada akhir 1940-an dan 1950-an, yamgsbha merumuskan
konsepsi tentang politik atau negara Islam (lihaib BI), pemikiran sebagian elite
Muhammadiyah tentang politik Islam dapat dikatakaasih bersifat parsial. Jika
terdapat gagasan yang dapat dikategorikan sebagakipan politik Islam, hal itu
lebih merupakan reaspons terhadap fenomena ptitientu, dan tidak bersifat
komprehensif. Karena itu, tidak keliru jika SyaMaarif menyatakan bahwa
Muhammadiyah tidak pernah merumuskan suatu teditikpislam yang lengkap,
yang didasarkan pada sumber ajaran Islam yanglat&ht

Sejak Khittah Muhammadiyah 1978 yang menegaskaik tiddanya kaitan
ideologis dan struktural dengan partai politik apap Muhammadiyah dan
elitenya dapat disebut sebagai “a-politis” dalamgaetian praktis. Sikap politik
ini membawa implikasi terhadap rendahnya orienpasitik di kalangan elite
Muhammadiyah, termasuk dalam upaya rekonstruksikpem politik Islam, atau

yang dalam tradisi Islam diselfigh al-siyasah

164 Ahmad Syafii Maarif, “Islam dalam Politikk Indonesi Sekarang,” Suara
MuhammadiyahNo.10 (16-30 Mei 1997), 41. Maarif melihat masarspdah cukup tinggi bagi
Muhamadiyah untuk memulai kerja besar ini sejalangdn semakin tersedianya sumber daya
manusia terdidik dalam Muhammadiyah yang mungkimitild minat pada masalah ini. Agar
tidak bercorak eksklusif, Muhammadiyah harus tidagan-segan mengajak para pakar Muslim
yang lain untuk bekerja sama dalam proyek intekdkni.
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Sekalipun tidak dinyatakan secara tegas dalam dektdokumen resmi,
namun dapat dikatakan bahwa Muhammadiyah meneriegara nasional
Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaiasealdlitik. Posisi ini dapat
dilihat dari tidak-adanya pemikiran yang berorisht@pada pembentukan negara
Islam (slamic stat¢ di kalangan elite Muhammadiyah. Sekalipun tertlapa
perdebatan di sekitar formalisasi Islam atau &dariislam dalam politik-
kenegaraan, Muhammadiyah tidak menyatakan signgikasu tersebut. Ini
disebabkan orientasi Muhammadiyah ialah pembentukesyarakat Islam
(Islamic society, bukan negara Islam.

Sekalipun tidak dalam konteks perdebatan dalam kuediyah, pada
awal 1980-an Amien Rais jauh sebelum menjadi éitthammadiyah pernah
mengajukan pendapat bahwa negara Islshanfic statg tidak ada landasannya
dalam al-Qura dan Sunnah Nabi. Ketika muncul pro-kontra tentaegara
Islam, Muhammad Roem yang memiliki ikatan kultutehgan Muhammadiyah,
terlibat dalam perdebatan tersebut dan menyatdadak ada “negara Islant®
Menurut Roem, dalam sejarah hampir tidak ada negang menamakan diri
negara Islam. Selain itu juga sulit untuk menemut@rtoh-contoh bentuk negara
Islam yang ideal. Negara yang paling terkenal daimg kaya yang oleh umat
Islam di dunia kadang-kadang dipandang sebagaokpntenurut Roem, adalah
kerajaan Arab Saudi. Kerajaan ini merupakan sekaedjaan yang dipimpin oleh

keturunan dari raja yang pertama.

1% Hery Sucipto dan Nadjamuddin RamRgjdid Muhammadiyah: Dari Ahmad Dahlan
Hingga A. Syafii MaarifJakarta: Grafindo, 2005).131-137. LilRdnji Masyarakat 11 Februari
1983.
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Menurut Amien Rais, seperti Roem, bentuk negaraubidp seperti
Republik Indonesia lebih dekat dengan praktik Ndaii pada bentuk negara
kerajaan. Namun dalam sejarah Islam, Nabi tidakhgrermemberi kepastian
tentang bentuk negara. Yang sering menjadi rujukdedah “negara Madinah”
pada masa Nabi. Amien Rais, seperti dikutip Sucgan Ramly, menegaskan:
“Saya rasa yang disusun oleh Nabi di Yathrib adaladtu negara, namun Nabi
tidak menamakannya sebagai negara Isf&h.”

Pada awal 1990-an, terjadi perubahan atmosfer |sp&ibitik yang
dianggap memberikan ruang bagi aspirasi politikansluntuk berkembang.
Namun, perkembangan politik itu lebih bersifat akolasionis terhadap
kepentingan kalangan Islam dalam birokrasi dan petxan beberapa infra-
struktur keagamaan IslatfY. Situasi ini tidak memberikan pengaruh signifikan
terhadap formulasi religio-politik Muhammadiyah, sanya dalam bentuk
rumusan yang komprehensif tentang Islam dan patitibbawah pemerintahan
Orde Baru.

Pandangan tentang politik Islam yang dikemukakah dbyafii Maarif
tidak lebih dari analisis historis terhadap dinaaiglam dan negara di Indonesia.
Menurutnya, dalam sejarah konstitusional Indonepernah terjadi dua Kkali
persaingan atau ketegangan antara Islam dan Pancasuk dijadikan dasar
filosofis negara Indonesia merdeka. Pergumularapextterjadi antara bulan Mei

sampai Agustus 1945. Konsensus 22 Juni 1945 datmmaf Piagam Jakarta

1% Hery Sucipto dan Nadjamuddin RamBgjdid Muhammadiyah: Dari Ahmad Dahlan
Hingga A. Syafii Maarif,31-137.

167 Bahtiar Effendy)slam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Pralblitik Islam
di Indonesia(Jakarta: Paramadina, 1998), 261.
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hanya dapat bertahan selama 57 hari. Pada 18 Agi@4b, Pancasila ditetapkan
sebagai dasar negara, namun dengan menempatkdKetillhanan Yang Maha
Esa” sebagai sila pertama, dan ini berbeda dati $sekarno pada 1 Juni 1945
yang menempatkan sila Ketuhanan (tanpa embel-emsdiedgai sila kelima.

Dalam fakta historisnya, menurut Maarif, Pancagl@am Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945 adalah Pancasila yangpgatd@agam Jakarta minus
tujuh perkataan yang dihilangkan sebagai anak klisila pertama, yang
berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syari'atarsl bagi pemeluk-
pemeluknya,” tetapi ditambah tiga perkataan “Yanghl®l Esa” sebagai ganti
tujuh perkataan yang dihilangkan, demi menjagatkasadan persatuan bangsa.
Ini merupakan kompromi politik antara golongan-gglo yang berbeda ideologi,
sekalipun sebagian besar mereka beragama t&fam.

Maarif menyatakan bahwa persaingan Islam dan Péencasjika dilihat
dari perspektif sekarang cukup banyak mengurasgergslongan-golongan
politik di Indonesia, sekalipun sebenarnya pada9188buah kompromi baru
masih dimungkinkan, jika sekiranya Sukarno dengakudgan Angkatan Darat
tidak menghentikan pekerjaan Majlis Konstituantsilhl@emilu 1955 yang sangat
demokratis itu. Pembubaran Majis Konstituante noelBlekrit Presiden 5 Juli
1959 dan penetapan Kembali ke UUD 1945 menggantikdbDS 1950

melapangkan jalan bagi Sukarno untuk merealisasikgman politik dalam

188 Maarif, “Islam dalam Politik Indonesia Sekarang?’.
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bentuk Demokrasi Terpimpin (1959-1965) yang dalarakiiknya mengubur
demokrast'®®

Berdasarkan analisis historis sejarah ini, Syafaakif sampai kepada
pemikiran bahwa realitas politik negara Indonesagan dasar Pancasila yang
ada saat ini telah menjadi konsensus seluruh gafong Indonesia. Bagi Syafii
Maarif, pemikiran-pemikiran yang mengarah kepadalpentukan negara Islam,
formalisasi shatah dalam negara, atau gagasan kembali ke Piagkantddidak
memiliki relevansi yang signifikan jika dikaitkaremgan nilai etika atau spiritual
yang lebih penting untuk ditegakkan. Menurut Maagifa-cita serupa ini tidak
memiliki dasar doktrin dan dasar sejarah yang kpkelvab bagi Islam masalah
nama negara tidak terlalu penting, karena yanghlganting adalah cita-cita
politik Islam dilaksanakan dalam kehidupan kolektilatu bangsa. Menurutnya,
“dalam literatur klasik istilah negara Islam tidaka temukan.*”® Karena itu
dapat disimpulkan bahwa Maarif cenderung kepadfomealisasi Islam dalam
politik, dan lebih menekankan substansi nilai etidtam dalam politik’*

Menurutnya, aspek sosial-politik dari ajaran Islgamg belum tersentuh
ialah prinsip-prinsip persamaan, keadilan, dan #elan perempuan dalam
sistem Islam. Dia menyatakan bahwa dalam soaliprpeyrsamaan dan keadilan
dalam Islam, tidak ada perhatian yang memadai umekerjemahkannya dalam

pemikiran politik Islam yang komprehensif. Karema, iberdasarkan nilai ajaran

199 pid,

7%pid., 42.

1 Untuk Kajian tentang politik Islam inklusif dan fdemalisasi shari'ah yang menjadi
ciri pemikiran Ahmad Syafii Maarif, lihat Abd. RahiGhazali dan Saleh Partaonan Daulay (eds.),
Muhammadiyah dan Politik Islam Inklugidakarta: Maarif Institute for Culture and Humgnit
2005), khususnya 19-26 dan 27-50.
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tawhd, teori sosial dan politik yang penting dikembangkadalah teori yang
berorientasi kepada tegaknya keadilan dan prinsiggmaan dalam kehidupan
masyarakat. al-Qurfg menurut Maarif, sangat jelas menegaskan pentagn
prinsip ini*’? Meskipun demikian, dalam dokumen resmi Muhammadtyalum
ditemukan kerangka teori yang jelas tentang pripsipsip etika politik tersebut.

Dalam pemahaman Moeslim Abdurrahman, al-Quitaukan buku teori
politik ,melainkan sumber gagasan moral dan etidéi. Sementara itu, sistem
politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip dastkadslam haruslah dicari dalam
setiap keunikan sejarah umat Islam masing-masimggBn demikian, menurut
Moeslim, sharah sebagai wilayalijtihad harus dibebaskan dari muatigh-nya
yang detail, sementara prinsip-prinsip yang umuul (al-figh) dipertahankan
bahkan dikembangkan, sehingga mampu menerima pamikiodern, termasuk
dalam konteks politik dan negar3.

Namun demikian, keberadaan institusi negara mekgdscayaan. Dalam
pemahaman Azhar Basyir, seperti Hamka sebelumimgiah Islam menuntut
adanya negara demi terlaksananya ajaran Islam daksyarakat, meskipun tidak
ada satu pun ayat al-Qun'atau Sunnah Rasul yang dengan jelas memerintahkan

pembentukan negara. Karena itu, dalam kedua sutebszbut tidak terdapat

172 Ahmad Syafii Maarif, “Muhammadiyah Dalam Kontekselektual Muslim,” dalam
Intelektualisme Muhammadiyah: Menyongsong Era EBandung: Mizan, 1995), 19.

173 Moeslim Abdurrahmanislam Sebagai Kritik Sosiall05-106. Mengikuti pandangan
‘Ali” ‘Abd al-Raziq yang menyatakan bahwa al-Qur'gdak menentukan sistem politik yang pasti,
dan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang rasul, bs&arang penguasa imperium yang
kekuasaan politiknya harus jadi model politik madeafarena itu, menurut ‘AliAbd al-Raziq,
perkembangan politik setelah Nabi semata-mata aorakal manusia, bukan sHakh.
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sebutan khusus bagi predikat negara IsidMama apa pun, sejauh
mencerminkan kemungkinan terlaksananya ajaran Islapat diterima. Nama
negara Islam tidak berasal dari teks al-Qunaaupun al-Sunnah, tetapi timbul
dari usaha parfugaha dengan maksud membedakan negara yang melaksanakan
shariah Islam dengan yang tidak, baik yang bersahalsatpom yang bermusuhan
dengan negara yang melaksanakan stalslam. Negara sahabat disedat al-

‘ahd dan negara musuh disela# al-harb.'”

Azhar Basyir menyinggung masal@amamah yang merupakan masalah
keagamaan, tetapi tidak termasuk rukun iman atEmlsUntuk terlaksananya
ajaran-ajaran Islam, menurutnya, diperlukan kekarasdlamun, pemilihaimam
(pemimpin) berhubungan langsung dengan kemaslahataat. Karena itu,
pendapat yang menyatakan bahwaam diangkat dengan pemilihan dan
permufakatan lebih mendekati jiwa ajaran Islam. a&zBasyir, seperti ‘ulama
Sunnilain, mempersoalkan pendapat kaum'&@hiyang menetapkan bahwaam
diangkat berdasarkamss dan penunjukan. Ini disebabkan di antara orangepra
Shiah terdapat perbedaan pendapat tentang siapabgahgk menduduki jabatan
imamah. Selain itu, menentukan hakamah hanya dimiliki keluarga Nabi tidak

mencerminkan persamaan hak politik di kalangan kaduslim. Azhar Basyir

menegaskan bahwa sebutamam, khalifah atauamir bukan merupakan gelar

174 Dj sini digunakan prinsipugdl al-figh: “Ma la yatimmu al-wib illa” bihi fahuwa
wagjib.” (sesuatu yang tanpanya hal yang wajib tidak semapunaka sesuatu itu menjadi wajib
pula). Dalam diskursus politik Islam klasik, pemh&an lembaga kepemimpinan (imamah,
khilafah) atau negara sering diperdebatkan, apakah thalvajib berdasarkan pertimbangan
shariah (agama), atau wajib semata-mata berdasarkéimpangan akal pikiran.

17> Basyir,Refleksi Atas Persoalan Keislamdib.
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resmi berdasarkamass yang mengikat bagi sebutan kepala negara. Sebutan
apapun dapat dipakai selama fungsi sebagai pellsatfiah Islam terpenuhi’®

Namun demikian, pemerintahan kifiahi bukanlah pemerintahan teokratik.
Ini disebabkan dalam Islam tidak dikenal ajaranuleslaan yang berasal dari
limpahan Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat.ulskan pemerintahan
menurut ajaran Islam, dalam pandangan Azhar Basstgsal dari umat (rakyat).
Dalam konteks ini, umat memilih penguasa dan bgrgetia pay'ah) kepada
penguasa yang dipilihnya, dan sebaliknya penguastarggungjawab kepada
umat yang memilihnya. Antara dua belah pihak, pasgudan umat, terikat suatu
‘kontrak’ yang dapat dikatakan mirip dengan teamtak sosial Rousseau, tetapi
dengan makna yang lebih dalam.

Dalam konteks wacana Islam dan politik yang berlkamgbdi kalangan
elite Muhammadiyah juga muncul pemikiran tentangoumgan Islam dan
Pancasila sebagai ideologi negara. Beberapa elitema Muhammadiyah
merespons wacana Islam dan Pancasila dengan memyatzahwa antara
keduanya tidak ada pertentangan secara substaDsiatata seorang Muslim,
“Pancasila tanpa agama akan kehilangan pijakan adaan moral dan akan
menjadi sekular, sekalipun nama Tuhan masih disébutarena itu, asas
Pancasila dapat dijadikan media konstitusional td&m untuk memperjuangkan
cita-cita moral Islam.

Terlepas dari perdebatan di sekitar penerimaan aBdacsebagai asas

organisasi bagi Muhammadiyah, pandangan kalangidée Muhammadiyah

178 bid.
7 Ipid., 53.
178 Maarif, “Islam dalam Politik Indonesia Sekarang2,
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menunjukkan kompatibilitas antara nilai-nilai Pagitza dan nilai Islam dalam
kehidupan masyarakat. Hal ini antara lain tampadagaandangan Azhar Basyir
yang “menjustifikasi” tidak adanya konflik antasidm dan Pancasiftd®

Dalam pandangan Azhar Basyir, Pancasila tidak bemgan dengan
nilai-nilai agama (Islam). Menurutnya Pancasilaagghphilosofische grondslag
merupakan dasar dan ideologi negara yang berfsedsagai dasar moral dan
ikatan moral bagi seluruh bangsa Indonesia dalamepara dan bermasyarakat.
Azhar Basyir mengutip pidato kenegaraan Presidda fi& Agustus 1983:

Pancasila bukan agama. Pancasila tidak akan daak tichungkin
menggantikan agama. Pancasila tidak akan diagamdkaga agama tidak
mungkin dipancasilakan. Tidak ada sila-sila darid@aila yang bertentangan
dengan agama. Dan tidak ada satu agama pun yaranraja memberi
tanda-tanda larangan terhadap pengamalan darsilsilatalam Pancasila.
Karena itu, walaupun fungsi dan peranan Pancasili#ita dapat menjadi
pengamal agama yang taat sekaligus sebagai pengameadsila yang baik.
Karena itu, jangan sekali-kali ada yang mempertggian agama dengan
Pancasila, karenanya keduanya memang tidak bergamta

Azhar Basyir menegaskan bahwa sila-sila dalam Rdacanemiliki
landasan doktrinal dalam al-QunaDia memaknai sila pertama “Ketuhanan
Yang Maha Esa” sama dengan konsep ketuhanan msmetéal-Anbiya[21]:

25; al-Kahfi [18]: 110). Surat al-lIkh$¢a(112) dengan tegas menyatakan prinsip
tawhid (monoteisme). Dia menegaskan kembali apa yangngia&kan Ki Bagus
Hadikusuma bahwa yang dimaksud dengan sila Ketuhafeng Maha Esa

adalahtawhid. Sila ini menurut Azhar Basyir merupakan dasaukanian dan

179 Bagi umat Islam Indonesia yang telah sepakat nikintiegara Republik dengan
falsafah Pancasila dan UUD 1945 tidak perlu adamgara lain. Sila Ketuhanan yang Maha Esa
yang dijabarkan dalam Pasal 29 UUD 1945 telah merjdeinan dilaksanakannya ajaran-ajaran
Islam. Pidato kenegaraan Presiden Suharto padayuétés 1983 secara jelas menegaskan bahwa
dalam negara Pancasila kita dapat menjadi pengag@ia yang taat, sekaligus pengamal
Pancasila yang baik. BasyRefleksi Atas Persoalan Keislam&®b.
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dasar moral bagi bangsa Indonesia dalam melaksanaikiaip bernegara dan
bermasyarakat. Hal ini berimplikasi bahwa penyejangan kehidupan bernegara
wajib menghargai, memperhatikan dan menghormatinpat-petunjuk Tuhan.
Dengan sila ini, politik kenegaraan mendapat dasaral yang kuat. Sila ini
menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenarardileea kebaikan, kejujuran
dan persaudaraaf’

Demikian pula dengan sila kedua, “Kemanusiaan ysaijdan Beradab.”
Islam memiliki tuntunan yang cukup banyak. Haltercermin dari beberapa ayat
al-Quran'® yang menghargai dan menghormati eksistensi kersanudeserta
segenap hak-hak asasinya. Sila ketiga “Persatuwdomdsia” memiliki relevansi
dengan nilai-nilai persatuan, kesatuan, persaudayang diajarkan oleh Islam.
Banyak ayat al-Quria yang mengajak manusia untuk bersatu karena pada
hakikatnya manusia berasal dari keturunan yangdatuTuhan yang satu pula.
Prasangka kebangsaan atas dasar perasaan bahvea bargntu lebih tinggi
martabatnya dari bangsa lain sama sekali tidak nditk@n, dan bahkan
bertentangan dengan fitrah dan kodrat mandsia.

Dalam pandangan Azhar Basyir, sila keempat “Kereltygang Dipimpin
oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratawddeian” adalah
demokrasi, tetapi bukan demokrasi liberal, tetagmnakrasi yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan. Dalam kaitannya dengan sittaga, demokrasi ini harus

menghormati dan memperhatikan nilai ketuhanan diEm agama. Demokrasi

%% bid., 246.

181 al-Isfa [17]: 70; al-Hujura [49]: 13; al-Nah[16]: 90; al-Hujurat [49]: 11.

'82 Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislama6. al-Bagarah [2]: 213; al-Nis@]: 1;
al-Hujura [49]: 13; Al ‘Imran [3]: 103; Q.S. [8]: 46.
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yang dibangun atas dasar musyawarah ini sejalagadeajaran Islam. Banyak
ayat al-Qura yang memerintahkan agar manusia menjalani kehituya
berlandaskan pada musyawarah, yang didasarkan giadan-aturan dalam al-
Quran. Musyawarah yang menghasilkan kemufakatan dadtifah Islam disebut
ijma’, tetapi tidak dalam pengertiamsul al-figh, tetapi semata-mata dari segi
kebahasaan. Namun, esensinya tidak jauh berbeda yatuk mencapai sebuah
kesepakatan yang menjunjung tinggi nilai kemanusskaligus nilai agam&’

Sila kelima tidak hanya menjadi dasar, tetapi jogenjadi tujuan yang
harus dilaksanakan dan diwujudkan. Keadilan sas@&hpunya pengertian yang
amat luas, yang bertumpu pada pokok pikiran setigpga negara dalam
menikmati hidup secara terhormat, tercukupi kebanuhhidupnya dan
memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan bakaagreképentingan pribadi
dan masyarakat. Keadilan sosial adalah memberikan y@ng menjadi hak
anggota masyarakat atar dasar kelayakan dan kesmegab. Al-Qura
mengajarkan keadilan, agar setiap orang berbu#t meémberikan hak sanak
kerabat, tidak berbuat keji dan permusutf4n.

Secara substansial, menurut Azhar Basyir, silafdacasila tidak ada
yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. MasBig berada pada
fungsinya dan dapat berjalan bersama-sama, tamphilb@ yang satu mendesak
yang lain. Namun demikian, pengamalan ajaran agatam harus benar-benar
memperoleh jaminan dan dukungan dari Pancasilagaeblasar negara. Prinsip

hukum Islam tidak dapat diabaikan dengan dalih aeraan nilai Pancasila,

183 Ali ‘Imran [3]: 159; al-Shta [42]: 38; al-Nisa[4]: 59.
184 al-NaH [16]: 90.
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misalnya soal perkawinan antara wanita muslimatgaenaki-laki non-Muslim
yang dilarang oleh agama. Demikian pula soal hukumati terhadap pelaku
pembunuhan yang disyari'atkan oleh al-Quor'éidak bisa dibatalkan oleh

pertimbangan sila kemanusiaan yang adil dan ber&dab

4. Diskursus Pluralisme Keagamaan, Klaim Kebenaraman Keselamatan
Salah satu realitas yang penting diperhatikan sej8R0-an ialah
munculnya isu pluralisme agamael(gious pluralisn). Timbulnya diskursus
pluralisme agama selain tidak dapat dipisahkan 8darkembangnya sistem
demokratis dalam kehidupan politik, juga berkaitlengan persoalan internal
masing-masing kelompok agama, seperti mengenamklantang kebenaran
(truth claim) yang hanya ada pada agama dan paham keagamearasgs®
Penyelesaian masalah pluralisme dan klaim keben@ahanya terletak
pada rumusan teologis tentang saling pengertiag yanus ditumbuhkan oleh
masing-masing pemeluk agama, tetapi juga langkaktiprmengenai sikap yang
dilaksanakan dalam berbagai bentuk dialog. Keaagkanan agama dan paham
keagamaan yang ada dalam masyarakat tetap menkataimgsungannya tanpa
harus melebur menjadi satu agama atau paham addataini disebabkan

pemaksaan pada keseragaman, menurut Jainuri,Hatala bertentangan dengan

185 bid., 250. al-Bagarah [2]: 221; al-Mumeatah [60]: 10; al-Bagarah [2]: 178.

18 Achmad Jainuri, “Pluralisme Agama dan Multikultisene: dasar Teologis dalam
Pengalaman Sejarah Agama,” dalReinvensi Islam Multikulturaled. Zakiyuddin Baidhawy dan
M. Thoyibi (Surakarta: Pusat Studi Budaya dan Panab Sosial Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2005), 8.
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kodrat manusia yang sesungguhnya berdimensi @utalapi juga bertentangan
dengan pengalaman sejarah kehidupan beragamanétiri $&’

Dalam konteks ini, wacana pluralisme keagamaanathrigan pemikir
Muslim berkembang sebagai konsekuensi dari pemhadaag atau reintepretasi
terhadap doktrin yang mapan mengenai Islam selsagaisatunya agama yang
paling benar. Interpretasi atau pemahaman terhkdtp “Islam” yang berbeda
dapat menimbulkan pemaknaan yang berbeda pulanterigat-ayat al-Quria
yang mengandung kata tersebut.

Jika kata “Islam” secara eksklusif diartikan “agageng hanya dibawa
oleh Nabi Muhammad,” maka tidak ada pertanyaantéagang toleransi terhadap
agama lain. Pemaknaan yang eksklusif didasarkam meminbacaan tekstual
terhadap ayat yang menyatakan: “Sesungguhnya a@ygeng diridhai) di sisi
Allah hanyalah Islam,” (A‘lmran [3]: 19); dan “Barang siapa mencari agama
selain Agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akbterima (agama itu) dari
padanya, dan dia akhirat termasuk orang-orang yaeaigi,” (Al ‘Imran [3]:
85).188

Namun demikian, kedua ayat tersebut sangat terbnkak ditafsirkan,
apakah kata “Islam” berarti agama yang dibawa odlebi Muhammad atau
agama yang mengajarkan “Islam” (pasrah dan menyerphda Allah). Menurut
Jainuri, dari ayat-ayat sebelumnya jelas bahwand&anteks ini “Islam” tidak
menunjuk secara eksklusif kepada agama yang dilmd&ba Nabi Muhammad,

tetapi juga meliputi agama-agama monoteégvfid) yang datang sebelumnya.

187 Achmad Jainuri, “Muhammadiyah dan Komunikasi LintAgama (1),” Suara
MuhammadiyatNo. 1 Th. ke-84 (1-15 Januari 1999): 37-38.
%8 |pid., 37-38.
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Al-Qur'an juga menyebutkan “agama Allah” diartikan sebaggama di mana
setiap orang menyerahkan diri kepada-Ny&'lAran [3]: 83)%°

Prinsip lain dalam al-Quriayang bisa dijadikan sebagai dasar pluralisme
beragama adalah ayat al-Qur'a(al-Mdidah [5]: 48): “Sekiranya Allah
menghendaki niscaya kamu dijadikannya satu umat, ¢ejapi Allah hendak
menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, niekbbmba-lombalah
dalam kebajikan.” Tampaknya, Jainuri memahami [fikmee dan toleransi
beragama dalam konteks pemahaman teologt€’ini.

Namun, pandangan tentang pluralisme dan tolerarsighma tidak serta
dipahami oleh kalangan Muhammadiyah yang lain ssbpgngakuan terhadap
kebenaran semua agama. Yunahar llyas mengajukan kiglsenaran agama
berdasarkan pemahaman tekstual terhadap ayatia@at’an (Al ‘Imran [3]: 19;
dan A ‘Imran [3]: 85) yang menyatakan bahwa “Islam adalah-satunya agama
yang diridhai oleh Allah,” dan “barangsiapa mene@gama selain Islam niscaya
tidak akan diterima oleh Allah.”

Karena itu, sebagai konsekuensi dari doktrin baharaya Islam-lah satu-
satunya agama yang diridai Allah, maka agama-ag@mayang dianut dan
diyakini sebagian umat manusia ditolak kebenaranmgskipun keberadaannya
tetap diakui. Menurut Yunahar, keberadaan agammagselain Islam tidak
ditolak karena Allah tidak memaksa seluruh manusiuk memeluk Islam.

Sebaliknya, doktrin Islam mengajarkan kebebasanilfeagama, hanya saja jika

189 pid., 37-38.

19 | ihat Achmad Jainuri, “Pluralisme Agama dan Mullikiralisme: Dasar Teologis
Dalam Pengalaman Sejarah Agama,” daResolusi Konlik Islam Indonesiad. Thoha Hamim
(Surabaya: LSAS dan IAIN Sunan Ampel, 2007).
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manusia memilih agama selain Islam, di akhirat keernermasuk orang-orang
yang merugi (al-Bagarah [2]: 256; dannas [10]: 99):*

Yunahar melanjutkan bahwa karena kebenaran agaamaagelain Islam
ditolak, maka orang-orang non-Muslim seperti Yahddisrani dan &i'in yang
disebutkan dalam ayat al-Qum:a“Sesungguhnya orang-orang mu’min, orang-
orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-oraif'i§, siapa saja di antara
mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, kemudian dan beramal
saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan meiidik ada kekhawatiran
terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih(abBagarah [2]: 62), tetapi
tidak beriman kepada kerasulan Muhammad, maka meigék termasuk dalam
pengertian ayat tersebut. Karena itu, mereka titlaknasuk golongan yang
selamat->?

Sementara itu, Azhar Basyir menegaskan bahwa Adh menentukan
agama yang sah menurut Allah adalah Islam, meskiamns diakui juga adanya
kemungkinan segi-segi kebenaran pada agama-agdaia t#am, baik yang
profetis maupun yang bukan profetis. Pemahaman rAZBasyir tentang
pluralisme ini tergolong moderat (inklusif), karedea membuka kemungkinan
ada kebenaran dalam ajaran agama selain Islamtarreauagama-agama yang
bersifat profetis (wahyu}’®

Terlepas dari kemungkinan adanya persamaan daldmerdpa segi

ajarannya, tidak dapat dielakkan adanya perbededregaan yang menurut

1 yunahar llyas, “Pluralisme Agama Dalam Perspeksiam,” dalam Pemikiran
Muhammadiyah: Respons terhadap Liberalisasi Islaads. Syamsul Hidayat dan Sudarno
Shobron (Surakarta: Muhammadiyah University Pr2@85), 289.

192 i

Ibid., 293.
193 Basyir,Refleksi Atas Persoalan Keislama&40.
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keyakinan sebagian besar umat Muslim disebabkamyad@ampur tangan

pemeluknya. Bahkan, Azhar Basyir menyatakan kemunagkadanya kesamaan
dalam beberapa segi antara agama Islam dan agameagn-profetis, misalnya
dalam ajaran tentang moralitas seperti kasih sagandejujuran. Ini disebabkan,
menurut Azhar Basyir, akal budi manusia dapat masifan kesimpulan-

kesimpulan nilai yang sejalan dengan ajaran waffu.

Namun demikian, Azhar Basyir menegaskan bahwa lehanagama
secara total hanya ada dalam Islam, sebagai satysaagama Allah. Dia
membedakan antara kebenaran total dan kebenaramalpdPandangan ini
mengimplikasikan bahwa Islam tidak menafikan kebemaarsial yang terdapat
dalam agama-agama lain yang dikenal dan dipeluk wheat manusia sepanjang
sejarah, terutama dari aspek sosialu‘@mala) dan moralitas. Ajaran-jaran
tentang cinta kasih, tolong menolong, solidarifseysatuan, keadilan, kejujuran,
kebersihan, disiplin, menuntut ilmu, bekerja denggim dan giat dan sebagainya
dapat ditemukan dan diajarkan tidak hanya dalamamjéslam, tetapi juga pada
ajaran agama-agama lain. Dalam konteks ini, AzhasyB tidak sependapat
dengan pemikiran yang memandang agama sekedarasétgamlaraan menuju
satu tujuan, karena selain menyederhanakan magadatyataan tersebut tidak
dapat diterima dari sudut pandang Isf&h.

Karena itu, paham toleransi menurut Islam, menAalar Basyir, tidak
mengandung implikasi bahwa pengakuan terhadap kedrersemua agama, dan

tidak pula dapat diartikan kesediaan untuk mengiegiatan‘ibadah atau ritual

9% pid.
% |pid.
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agama lain. Kompromi keyakinana@idah) dan peribadatan tidak termasuk
dalam pengertian toleransi agama, karena sepséebdikan dalam al-Quria(al-
Kafiran [109]: 1-6), hal itu tidak mungkin dilakukan umatam°® Karena itu,
toleransi tidak dimaknai sebagai kesediaan untukgikati ritus-ritus keagamaan
yang diselenggarakan dalam perayaan keagamaan-aramg non-Muslim,
seperti kebaktian Natal Kristen, Galungan Hindw atdaisak Budha. Toleransi
juga tidak dimaknai kesediaan untuk mengikuti pasayyang bernuansa budaya,
yang mungkin mengandung ritus keagamgan.

Merujuk kepada al-Qurta (al-Rum [30]: 30) dan Hdith Nabi tentang
kelahiran manusia dalam keadaan fitrah, Yunahaslipenyatakan bahwa tidak
ada seorang pun yang secara esensial tidak bertiealitas menunjukkan
setidak-tidaknya manusia mempertuhankan sesuatuty#an Tuhan sebenarnya
(Allah). Dalam konteks ini, seorang yang mengakioagai ateis sesungguhnya
juga bertuhan, hanya tuhannya adalah paham atalogi@nti-tuhan itu (ateisme)
sendiri. Dalam al-Quria, menurut Yunahar, tidak ditemukan istilah yangala
diterjemahkan sebagai ateis. Dalam bahasa Arab rmodi&isme disebuthad,
sedangkan ateis adalahulhd. Dalam al-Qura, terdapat enam ayat yang
menyebut istilah yang berakar dari kithada, yaituyulhidun (al-A‘raf [7]: 180;
al-NaH [16]: 103; Fusilat [41]: 40),ilhad (al-Hajj [22]: 25) danmultalada (al-
Kahf [18]: 27; al-Jinn [72]: 22), tetapi tidak sptin dari istilah itu yang dapat

dimaknai tidak percaya kepada tuhan atau ateis.

1% Ipid.
97 Ibid.
19 yunahar llyas, “Pluralisme Agama Dalam Perspdktifm,” 284.
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Menurut Yunahar, berdasarkan penafsiran terhaddmdaep al-Qura
(Taha[20]: 14; al-A'rd [7]: 180; al-Nat [16]: 36), tidak semua manusia bersedia
menerima seruan para rasul, dan karena itu meegdga dalam kesesatan mereka.
Sementara itu, di antara yang beriman pun dalarkepdrangannya ada yang
menyimpang dartawhd, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi da
Nasrani yang masing-masing menyakini ‘Uzayr daa dl-Mash sebagai putra
Allah, yang ditolak oleh al-Qurfa(al-Tawbah [9]: 30; dan al-Mdah [5]: 73).

Jadi, menurut Yunahar, konsep ketuhanan yang bkaayalah yang
berdasarkan al-Qumadan al-Sunnah, bukan konsep ketuhanan yang dabefat
manusia. Pluralitas ketuhanan dalam sejarah tidalahsekedar perbedaan nama
dan cara bertuhan, tetapi juga substansi ketuhadmagika yang menyatakan
bahwa yang penting bertuhan, sementara nama darbeguhan terserah kepada
keyakinan dan kultur masing-masing, jelas berteggandengan doktrin Islam.
Yunahar menegaskan bahwa pengecualian hanya dibheki&pada masyarakat
yang sama sekali belum tersentuh oleh da‘wah 1&%am.

Berkaitan dengan klaim keselamatan, menurut Yunahistam
mengajarkan dua keselamatan: di dunia dan di dkiieselamatan dalam Islam
mensyaratkan seseorang tidak saja berprilaku Isl&tapi juga harus menjadi
Muslim secara total dengan keimanan kepada Allah rdsul-Nya dan segala
konsekuensinya dalam aspek keyakinan ‘itzeddah®”® Pandangan serupa juga

dikemukakan oleh Mustafa Kamal Pasha. Dia menegadiedowa kebenaran

191hid., 287.
2001hid., 295.
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mutlak hanya ada dalam agama Islam, dan karekaseiamatans@lvation juga
hanya dapat dicapai melalui Islam, bukan agama kang™

Terlepas dari pandangan tentang klaim kebenararkeselamatan yang
hanya terdapat dalam Islam, menurut beberapa ‘Uemakir Muhammadiyah,
wacana pluralisme keagamaan cukup menantang kalamggyota Majelis Tarjih
dan Pengembangan Pemikiran Islam MT-PPI.

Seperti telah disebutkan, majelis ini telah mengalperluasan ruang
lingkup kerjanya, tidak semata-mata sebagai lemijatyga keagamaan, tetapi
juga lembaga kajian mengenai masalah-masalah $@sranusian secara umum.
Karena itu, Majelis Tarjih mulai memikirkan pengeanlgantafsir al-Qur'an yang
lebih mencerminkan semangat zaman, dan menganggamgptafsir al-Qur’an
yang mempertimbangkan pendekatan ilmu sosial, Kealaman, di samping ilmu
ilahiyyah

Karena itu, penting dikembangkatafsir tematik dantafsir kolektif
(jamdi) mengenai persoalan yang krusial pada akhir 1990s/ainu masalah
hubungan sosial umat beragafffaProses penyusunan tafsir sesungguhnya telah
berlangsung mulai 1997 sampai 2000, sebelum akdidiyasilkan karyd afsir
Tematik tentang Hubungan Sosial Antar Agamigh ‘ulama/pemikir yang

tergabung dalam MT-PB??

“Mustafa Kamal Pasha, “Wacana Pluralisme dan Litsarsil Agama: Keresahan Warga
Muhammadiyah,’Pemikiran Muhammadiyah: Respon Terhadap Liberalisdam, eds. Syamsul
Hidayat dan Sudarno Shobron (Surakarta: Muhammhbdiyaversity Press, 2005), 339-357.

22 g5yara Muhammadiyamo. 4, th. ke-85 (16-31 Februari 2000), 19.

293 pada mulanya karya ini disebut “Tafsir Tematik ideman Hidup Umat Beragama”
kemudian diubah menjadrafsir Tematik al-Quran Tentang Hubungan SosialtahnUmat
Beragama(Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Peankislam PP Muhammadiyah,
2000).
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Dalam pengantar terhadap karya tersebut dinyata&lwatafsir termatik
dimaksudkan untuk membuka dialog dan pengembangsindean wawasan
keagamaan kontemporer di Indonesia. Sebagai katgktk karya tersebut telah
dikaji secara intensif mulai tingkat majelis sampaisyawarah Nasional Tarjih
ke-24 di Malang pada 29-31 Januari 2000. Selainjuga dinyatakan bahwa
wacana yang dikembangkan dalam katyfsir tematik ini bersifat terbuka dan
karena itu tidak mengikat secara organisatoriseRaitu, posisiafsir tematik ini,
meskipun dihasilkan oleh lembaga resmi seperti Kdaj€arjih, berbeda dari
Himpunan Putusan Tarjijang diputuskan oleh Muktamar Tarfif.

Secara garis besar, sesuai judulnya, kandungara kaigr tematik ini
mencakup tema-tema tentang hubungan antar umagdmesa Ayat-ayat al-
Qur'an yang berkaitan dengan hubungan antar umat beeagam aspek-aspek
yang terkait dikelompokkan menjadi empat tema hegatu (1) prinsip-prinsip
hubungan antar umat beragama, yang meliputi topilgakuan adanya pluralitas
dan berlomba dalam kebaikan, koeksistensi damainddubungan antar umat
beragama, keadilan dan persamaan; (2) menjaga gabumaik dan kerjasama
antar umat beragama, dengan topik menjaga hubupg&nantar sesama umat
beragama dan kerjasama antar sesama umat bera@naeskripsi al-Qura

tentangahl al-kitéb; dan (4) perkawinan beda agama dalam al-@uifa

204 ihat “Kata Pengantar,” dalafafsir Tematik al-Qur'an Tentang Hubungan Sosial
Antar Umat Beragamaviii-Xix.

205 Karya tafsir tematik produk Majelis Tarjih ini dapdibandingkan dengan karya yang
berjudul Figh Lintas Agama: membangun Masyarakat Inklusifr@is (Jakarta: Paramadina,
2004). Karya ini ditulis oleh figur-figur yang seba ini dikenal sebagai “pluralis.” Meskipun
berjudul figh, karya ini menyinggung persoalan-persoalan tesldgntang posisi Islam dan
agama-agama lain, dan umat Islam dalam kaitannggasheumat non-Muslim, atau sebaliknya.
Sesuai dengan tujuannya untuk menciptakan masytayakg pluralis, karya ini menafsirkan teks
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Secara metodologis, karyefsir tematik ini memadukan pendekatan
tradisional (tekstual) dan rasional. Hal itu tampiki struktur penafsiran, yang
dimulai dengan menampilkan ayat-ayat menurut tetaa topiknya, kemudian
disebutkan terjemahan dan dilanjutkan dengan peamafslika ditelusuri secara
mendalam, tampak bahwa kartafsir ini menggunakan berbagai pendekatan,
baik analisis kebahasaan, pendekatan historiselpsan tekstual dari ayat al-
Quran yang lain, hdith-hadith maupun literatusirah. Bahkan, referensi yang
digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat “pluralisnte@” mencakup literatur-
literaturtafsir klasik yang dianggap otoritatif, selain literatafsir modern.

Dalam karyaafsrr tersebut tampak kutipan-kutipan daafsr al-Tabari,
Tafsr al-Mawardi, Tafsr al-Kashsh& Tafsr al-Qurtubi, Tafsr a-Balr al-Muhit,
Tafsr Ibn Taymiyyahdi sampinglafsr al-Manar, Tafsr al-Mizan danThe Holy
Quran. Dalam analisis kebahasaan, katgésir ini menggunakan karya-karya
leksikografis, sepertiisan al-‘Arab, Mu‘jam Alfaz al-Qur’an, selain literatufigh
danuall al-figh. Tentu saja, kutipan-kutipan dari sarjan modem kiantemporer,
baik yang Muslim maupun non-Muslim dipertimbanglsajauh relevan dengan
pandangan yang hendak dikemukak&n.

Secara substansial, pandangan-pandangan yangaedadgam karyaafsir
itu tidak mengandung pemikiran yang berbeda damdpagan yang selama ini

dianut oleh sebagian besar umat Muslim, termasukaumadiyah. Meskipun

keagamaan yang berkaitan dengan pluralisme sesdrakti. Dapat dikatakan, seluruh argumen
teologis, figh, historis dan sosiologis yang diadopsi dalam kanyanemberikan referensi atau
justifikasi bagi, misalnya, pengakuan terhadap pgagaganut kitab suci sebagall al-kitab,
penegasan kesinambungan dan kesamaan agama-agempaj soal-soal ritus sosial-keagamaan,
perkawinan beda agama, dan dialog antar agama.

2% | jhat “Kata Pengantar,” dalamafsir Tematik al-Qur'an Tentang Hubungan Sosial
Antar Umat Beragamayviii-xix.
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demikian, terdapat beberapa pendapat yang dikatipathli tafsir yang beragam
pandangannya, misalnya, tentang status atdrial-kitab dan implikasi doktrinal
dan sosial yang ditimbulkannya.

Dalam penafsiran terhadapl al-kitéb yang terdapat dalaml Amran [2]:

64 dan 113-115, tampak kutipan-kutipan dari berbhigaatur tafsir klasik dan
hadith Nabi. Terlepas dari perbedaan pendapat di kalamgufassir klasik dan
modern tentang komunitaghl al-kitab, tafsir tematik ini menyimpulkan bahwa
dalam konteks moderahl al-kitab mencakup umat Yahudi, Kristen, Majudan
Sabi'un, bahkan dapat diperluas sampai Konfusianis, Himdun Buddha.
Penafsiran ini juga merupaké#afsir yang terbuka terhadap surat ajH22]: 17.

Ini menunjukkan bahwtafsir tematik ini memandang signifikansi mencari makna
baru atas konsephl al-kitab untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Dalam
konteks ini, diperlukan adanya keberanian untukekmmsiliasi berbagai paham
tentang statuahl al-kitab. Menuruttafsir ini, mendiskreditkan kelompao&hl al-
kitab justru bertentangan dengan semangat al-Quttesendiri?®’

Namun, karyaafsir ini melahirkan kontroversi sangat tajam terutama d
kalangan Muhammadiyah sendiri. Sebagian menganggawa pemikiran dalam
tafsir tersebut tidak mencerminkan pandangan resmi Muletiyah. Menurut
mereka,tafsir ini belum pernah dibicarakan dalam forum resmi Ehamadiyah,
baik Musyawarah Nasional Tarjih (meskipun naskahtsjah dibahas dalam
Munas ke-24 di Malang, 2000) maupun Muktamar Muhaxtigah. Jadi,

meskipun karydafsr ini dihasilkan oleh lembaga resmi dalam Muhammeidliy

27 Tafsir Tematik al-Qur'an Tentang Hubungan Sosialaktmat Beragama]51-152.
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yaitu MT-PPI, melalui penafsiran kolektif, namurtaje saja muncul desakan
kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan MT-PPI umterkbatasi peredaran
dan melakukan kaji ulang dan revisi terhadap brédsir Tematikersebuf®
Fenomena tersebut menunjukkan adanya resisteraidal revivalisme
(ortodoksi) terhadap kecenderungan penafsiran gamggap liberal terhadap al-
Qur’'an, khususnya mengenai pluralisme keagamaan, hubsogsal antara umat
beragama dan implikasi-implikasinya, seperti pexhd&n antar orang yang
berbeda agama dan seterustfjaSekalipun dirumuskan secara kolektif oleh
pemikir dalam Majelis Tarjih, namun tidak serta taepemikiran yang ada di
dalamnya diterima sebagai pandangan resmi MuhanyatadDi sini sebetulnya
terdapat perbedaan, terutama dalam mengaplikasiedodologi penafsiran teks
yang lebih relevan dengan konteks masyarakat kgussn Kontroversi ini
menunjukkan bahwa banyak kalangan dalam Muhammiadiglum memahami

makna pluralisme, karena dalam faktanya merekaasrinanti-pluralismé:’

%8 Respons terhadap pemikiran tentang hubungan sastar umat beragama atau
tentang pluralisme keagamaan datang dari pemi&ir aktivis Muhammadiyah yang tergabung
misalnya dalam Majelis Tabligh. Pandangan dan naaf tentang ayat-ayat hubungan sosial
antar umat beragama itu dinilai cenderung libeeal Heluar dari tradisi keagamaan yang dianut
oleh Muhammadiyah. Perdebatan tentang kandungasir tafi, terutama yang melibatkan
kelompok yang menolak produk tafsir ini, dikaji adisya oleh Hilman Latief, “Post-Puritanisme
Muhammadiyah: Studi Pergulatan Wacana KeagamaamHidawda Muhammadiyah 1995-2002,"
Tanwir Jurnal Pemikiran Agama & Peradabaedisi ke-2, vol. 1, no. 2 (Juli 2003), 60-66.

299 Kajian tentang respons kelompok kaum muda Muhariyahd/ang menolak paham
pluralisme, lihat Biyanto, “Pluralisme KeagamaanrdbaPerspektif Kaum Muda Muhammadiyah:
Studi Tinjauan Sosiologi Pengetahuan,” (Disertasktr, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008).
Lihat juga Pradana Boy, “In Defence of Pure Isldihe Progressive-Conservative Debate Within
Muhammadiyah.” (M.A. Thesis, Australian Nationali\drsity, Canberra, 2007), 142-150.

29 M. Amin Abdullah, “Muhammadiyah di Tengah plurabt Keberagamaan,” dalam
Rekonstruksi Muhammadiyah Pada Era Multiperadabad. Edi Suandi Hamid, dkk.
(Yogyakarta: Ull Press, 2000), 66.
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D. Generasi Baru Pemikiran Sebagai Blok Historis

Sejarah intelektualisme Muhammadiyah kontemporewariai oleh
munculnya generasi baru pemikiran keagamaan vyaitg kerhadap warisan
religio-intelektual Islam dalam Muhammadiyah. Tirya kecenderungan baru
ini tidak bisa dipisahkan dari dinamika pemikiraang berkembang terutama
pasca Orde Baru, bersamaan dengan transisi demoyaag berlangsung.
Atmosfer sosial-politik baru itu tidak hanya memkan kebebasan bagi ekspresi
religio-intelektual Islam yang lebih beragam, teta@nyediakan ruang yang luas
bagi kritisisme terhadap warisan pemikiran keagameaas utamanfainstream
Sementara itu, diskursus keislaman pada level blghbga memungkinkan
tumbuhnya pemikiran yang bercorak rekonstruksidais dekonstruksionfs?

Generasi baru intelektual Muhammadiyah sepertipdégentasikan oleh
figur seperti Moeslim Abdurrahman, Amin Abdullahndabdul Munir Mulkhan,
termasuk Syafii Maarif, tidak semata-mata diliharidperspektif kronologis,
tetapi lebih sebagai sebuah “komunits epistemikéréka memiliki kesamaan
orientasi pemikiran keislaman kepada yang lebitukal-intelektual, terbuka dan
pluralistik, yang berbeda dari corak pemikiran anteama dalam Muhammadiyah
yang purifikasionis atau revivalis, dan menekankamodoksi. Komunitas

epistemik baru ini dapat disebut sebagai blok hstmaru dalam Muhammadiyah

21 Munculnya wacana post-modernisme, termasuk dalamteks pemikiran keislaman
global yang diproduksi oleh pemikir Muslim di luémdonesia, seperti Mohammed Arkoun,
Hassan ldnafi, Nas Hamid Abu Zayd, Mutammad ‘Aid al-Jdiri, untuk menyebut sebagian,
ikut meratakan jalan bagi perkembangan pemikiraisldman yang dikategorikan sebagai
“liberal”. Sebagian teori menyebutkan munculnyaintsan Intelektual Muda Muhammadiyah
(JIMM) dipengaruhi oleh kelompok yang yang lebiHudmuncul, yaitu Jaringan Islam Liberal
(JIL), yang dimotori oleh beberapa intelektual midihdlatul ‘Ulama. Namun, menurut hemat
saya, kelahiran JIMM lebih disebabkan oleh tidalakemodasinya aspirasi religio-intelektual
kelompok muda Muhammadiyah, baik dalam saluran nkleéeyaan Muhammadiyah maupun
dalam corak pemikiran yang secara resmi diadopsidviumadiyah.
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yang mengembangkan model pemikiran keagamaan baru mdengadopsi
pendekatan-pendekatan baru dalam pemikiran keislatha

Komunitas epistemik atau blok historis baru tersélga tercermin dalam
komposisi kepengurusan Majelis Tarjih dan Penggemdra Pemikiran Islam
pasca Muktamar Muhammadiyah di Banda Aceh (1895Dalam wacana
keagamaan, komunitas epistemik MT-PPI ini mendawatkspirasi metodologis
dari kajian-kajian yang dilakukan oleh Amin Abdti)aketua MT-PPI. Amin
Abdullah sendiri sesungguhnya dipengaruhi olehr latdakang akademiknya di
bidang filsafat yang mengharuskannya bersentuhargashe pemikiran filsafat
modern dan kontemporer yang sebagian besar muadutadisi Barat. Pada saat
yang sama, dia juga terinspirasi oleh kajian-kakarslaman kontemporer yang

menggunakan teori-teori dan pendekatan ilmiah disigliner?*

%12 produk-produk pemikiran keagamaan dari komunitpistemik yang cenderung
liberal dinilai oleh sebagian kelompok dalam Muhaadiyah membahayakan prinsipgidah
Fenomena ini disayangkan oleh Syafii Maarif sebafigur yang memberikan ruang yang
memadai bagi artikulasi gagasan-gagasan bebasbuéers8yafii menyatakan kekhawatiran
sebagian kalangan Muhammadiyah terhadap pengembaegaikiran Islam sebagai sikap yang
berlebihan. Dikatakan: “Bagiku kekhawatiran ini lebihan, sebab salah satu akibatnya adalah
otak-otak cerdas dan kreatif tetapi tetap berimkmnamerasa sesak nafas dalam lingkungan
Muhammadiyah.” ... “Kepada anak-anak muda yang delisehadap gejala konservatisme ini,
aku selalu mengingatkan agar mereka jangan sangrajkbng dari Muhammadiyah, karena
berbahaya bagi kemajuan berpikir. Sebab bila katetjadi, Muhammadiyah akan lengang dari
otak-otak kreatif di tengah-tengah gelombang penigan pemikiran yang semakin sengit dan
dahsyat.” Otobiografi Ahmad Syafii Maarif: Titik-Titik Kisadi Perjalananku (Yogyakarta:
Penerbit Ombak, 2006), 295-296.

213 Majelis ini memasukkan pemikir-pemikir (yang cendwy liberal seperti Siti Ruhayni
Dzuhayatin, Hamim llyas dan Syamsul Anwar (namaklieir saat ini menjabat ketua Majelis
Tarjih dan Tajdid). Mereka cenderung kritis terhadajian figh danuall figh sertatafsi al-
Qur'an yang dianggap sebagai “kredo suci” umat Islamm&suk Muhammadiyah. Terdapat
banyak perubahan signifikan dalam metodologi penaikilslam kontemporer, dari yang
konvensional kepada yang progresif liberal. MT-RBtika itu mendapatkan respons keras dari
kalangan Muhammadiyah sendiri, terutama dari kelwngalam Majelis Pengembangan Kader
dan Sumber Daya Insani PP Muhammadiyah dan Mdjalidigh dan Dakwah Khusus. Lihat Zuly
Qadir, Islam Syariah vis-a-vis Negara: Ideologi Gerakanliflo di Indonesia (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2007), 197-198.

214 |ihat biografi Amin Abdullah dalar&nsiklopedi Muhammadiyah
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Pemikiran keagamaan dan perangkat metodologis gembangkan,
misalnya, oleh Amin Abdullah, Moeslim Abdurrahmarand Abdul Munir
Mulkhan, memberikan inspirasi bagi kalangan Muhauchyeh yang lebih muda
untuk memproduksi pemikiran keagamaan yang lebddévae dengan jiwa dan
zaman mereka. Munculnya anak-anak muda Muhammagasdy menaruh minat
pada kajian keislaman dari perspektif kritis tetadlahirkan komunitas epistemik
tersendiri dalam Muhammadiyah, yang mereka namalaimngan Intelektual
Muda Muhammadiyah (JIMM) pada 208'3.

Komunitas epistemik ini dapat dianggap sebagai nie@sbungan
(continuity) dari para pemikir keislaman yang telah munculeighnya, dan
merupakan keterputusardigcontinuity dari komunitas epistemik lain dalam
Muhammadiyah yang merasa bertanggungjawab atasrk&muagidah (pure
faith) dari gempuran paham liberalisme, sekularismeptianalisme.

Sekalipun terdapat kontroversi terhadap kemundkgéompok intelektual
ini, keberlangsungannya tidak dapat dipisahkan démosfer intelektualisme
yang ditumbuhkan oleh figur elite Muhammadiyah keetiitu, yaitu Syafii
Maarif?*® Karenanya, Syafii Maarif dapat dipandang sebadgirf yang
meratakan jalan bagi munculnya generasi baru pemikiersebut, yang tidak

hanya bergulat dalam lapangan teolqugs se tetapi juga mengembangkan tema-

15 Tulisan-tulisan yang merespon terhadap kelahitsiMJsangat banyak, seperti Sudar
Siandes, “Jaringan Intelektual Muda Muhammadiy&yara Muhammadiyahlo. 22 Th. Ke-88
(16-30 November 2003), 34. Di sini dinyatakan bamaanculnya JIMM dapat memotivasi nalar
kritik intelektual muda Muhammadiyah berkaitan demgemikiran keislaman kontemporer.

1% Bersama figur-figur Muhammadiyah yang lain, separnin Abdullah dan Abdul
Munir Mulkhan, Ahmad Syafii Maarif dapat dikatakamerupakan patron intelektual kelompok
muda ini. Namun demikian, terutama pada figur Mioegh\bdurrahman-lah jaringan intelektual
tersebut menemukan sandaran akademi, metodol@gihahkan ideologisnya. Mereka menyebut
Moeslim Abdurrahman sebagai “mentor intelektual.”
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tema pemikiran sosial dan kebudayaan secara Kfiésia-tema yang dianggap
sebagai wilayah pemikiran keagamaan pun dilihat menspektif keilmuan yang
lebih luas dan multidisipliner.

Kemunculan komunitas epistemik baru ini memberikanna baru dalam
intelektualisme Muhammadiyah karena menawarkanrgreeasi yang berbeda
terhadap tema-tema keagamaan yang sama. Zuly @odjrmerupakan eksponen
utama dari generasi baru ini menyatakan bahwa g$i&ama ini pemikiran
keagamaan Islam dan Muhammadiyah lebih terfokusa pdha-tema ritual
simbolik keagamaan, maka generasi baru dalam JIMé&hawarkan format
pemikiran Islam yang dinilai lebih seg@f.

Dipengaruhi oleh gagasan Islam transformatif MoesAbdurrahman,
pemikiran keislaman dari blok historis baru iniikeldidasarkan pada paradigma
kritis dan diarahkan pada pembebadi#eration) kelompokmustadafin baik
sebagai kategori sosial maupun struktural. Modehikiean ini lebih bersifat
kultural dan berbeda dari orientasi politik dank&saan yang cenderung elitis.

Pemikiran kultural berupaya menerjemahkan pemikieatogi Islam yang
teosentris menjadi lebih antroposentris. Jika @ideosentris berorientasi kepada
masalah-masalah ketuhanzer se maka teologi antropo-sentris lebih berorientasi
kepada masalah-masalah sosial yang timbul di tengabyarakat'® Dapat
disimpulkan bahwa model dan orientasi pemikiran rmerupakan kontinuitas

epistemik dari gagasan Islam transformatif ala MoeAbdurrahman.

27 Zuly Qodir, “Eksperimentasi Pemikiran Islam Kaunudé Muhammadiyah,Suara
MuhammadiyatNo. 2 th. Ke-89 (16-31 Januari 2004), 37.
8 1bid., 37.
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Terminologi-terminologi yang digunakan oleh blokstoris ini berbeda
dari kosa-kata yang dipakai oleh blok historis lgagmg cenderung purifikasionis
atau neo-revivalis. Para pemikir muda JIMM mengangiema-tema dengan
terminologi-terminologi seperti kemunkaran sosiglembebasan, dosa-dosa
kolektif, pluralisme, dan seterusnya. Kosa kataeteut menggantikan kosa kata
lama seperti takhayul, bid‘ah, khurafabirk, Islam sebagai kebenaran tunggal
dan sebagainya, yang digunakan oleh generasi lama.

Terinspirasi oleh gagasan pos-modernisme Islam rdatodologi studi
Islam kontemporer, kelompok muda dalam JIMM mengamgkan sikap dan
kajian kritis terhadapcorpus pemikiran keagamaan Islam, termasuk yang
berkembang dalam Muhammadiyah. Zuly Qodir menyatddednwa para pemikir
JIMM melakukan “pembongkaran terhadap teks-teks paieg telah ditafsirkan
oleh generasi mujtahid atau mufti terdahuit?. Selanjutnya, dia menegaskan:

Teks tersebut dijadikan objek tafsiran baru, sedantpfsir atas teks yang
telah ada tidak dijadikan sebagai agama baru yaigpkmlkan.
Pembongkaran teks merupakan sebuah upaya sistematituk
menghilangkan dominasi dan hegemoni atas tafsabkstuci. Dekonstruksi
terhadap teks dapat disebut sebagai perlawanamaskaiural atas tradisi
ijtihad yang mandek. Pemahaman baru terhadap ¢eksbiut menjadi basis
bagi tumbuhnya gerakan sosial baru yang lebih hisnaan berorientasi
kepada pembebasan kelompok tertirfdas.

Proyek dekonstruksi yang dikembangkan oleh kelompulda dalam
JIMM memang terkesan ambisius dan berlebihan. Tsdgk cakupan dari proyek
yang dicanangkan, tetapi juga dari produk-produknigean keislaman yang

dihasilkan, sebagian kalangan dalam Muhammadiyahilam@ya sebagai telah

19 pid.
229 bid.
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keluar dari mainstream Muhammadiyah. Sekalipun didukung oleh elite
Muhammadiyah seperti Syafii Maarif, tetapi JIMM rgeadapi reaksi tajam dari
komunitas epistemik atau blok historis yang laieb&jian menganggap JIMM
sebagai “anak haram” dan tidak layak memakai ladehammadiyah dalam
namanya. Sebagian lagi menyebut kelahiran JIMM gabdenomena orang-
orang kecewa” sehingga harus diwaspadai sebagankek yang memanfaatkan
Muhammadiyah demi kepentingan prib4di.

Dilihat dari basis sosial intelektual aktivis JIMMgesungguhnya tidak ada
yang terlalu istimewa. Secara sosial-intelektuagreka muncul dari keluarga
Muhammadiyah dan memperoleh pendidikan Muhammadiyehdidikan tinggi
mereka juga diperoleh dari perguruan tinggi agaseperti Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) atau fakultas agama di perguruan gingluhammadiyah. Karena
itu, kajian yang mereka tekuni tidak jauh-jauh dému tafsir, hadith, filsafat
Islam, dakwah, syari‘ah, dan tarbiyah. Namun deamkpada pendidikan tingkat
lanjut (pasca sarjana) mereka mendalami kajiarakdgeislaman multidisipliner
dan kajian ilmu sosial yang membawa mereka berkendéngan teori-teori dan
pendekatan-pedekatan ilmiah yang tidak konvensiddiskribusi geografis dari

mana para aktivis JIMM berasal juga beragam, tidakya terpusat di Yogyakarta

221 yngkapan-ungkapan bahwa JIMM inkonstitusional iniga dilaporkan oleh majalah
Tabligh terbitan Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus PP Muoheadiyah edisi Maret 2004, dan
Khalagah Pusat Studi Muhammadiyah I1l, Dialektika hHglonmadiyah, yang menghadirkan
kalangan JIMM dengan kalangan Muhammadiyah konsémaritan pada 9 Februari-15 April
2004. Zuly QodirJslam Syariah vis-a-vis Negara: Ideologi Gerakariffodi Indonesia 198.
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atau Jakarta, tetapi juga mencakup kota-kota usitasrlain, seperti Surakarta,
Surabaya, Malang dan Gre$ik.

Melalui serangkaian pertemuan yang diadakan sej@8 Zampai 2006,
JIMM telah merumuskan tiga pilar dari gerakan igitehal dan kultural yang
dicanangkan, selain gagasan-gagasan yang dibicarsd@ara kolektif melalui
forum-forum pengkajian pemikiran keislaman yang ekar adakan. Tiga pilar
tersebut adalah: hermeneutika, ilmu sosial kritis the new social movemefit
Dalam pandangan Moeslim Abdurrahman, praksisme mpa&an ciri yang
menonjol dari gerakan Muhammadiyah, tidak sematt@nrdelektualisme atau
apalagi tekstualisme. Karena itu, Moeslim Abdurrahngang merupakan mentor
intelektual JIMM menyatakan bahwa tiga pilar yamgsdng oleh JIMM tersebut
memiliki signifikansi sosial dan intelektu&!*

Proyek intelektual yang utama dari JIMM adalah dekaksi
(pembongkaran) realitas dan teks. Dekonstruksitasatersebut membutuhkan
perangkat metodologis sebagai alat analisis untepnoduksi dan mereproduksi
makna yang terkandung dalam teks. Hermeneutikaopsadsebagai perangkat
analisis untuk menemukan makna-makna yang barueksiatau dari tafsir atas
teks yang selama ini diklaim sebagai kebenarangaingHermeneutika tidak
bermaksud menggantikan teks suci al-Quraetapi hanya digunakan untuk

mereproduksi makna-makna bamegroduction of new meaningyang lebih

222 Cf, Biyanto, “Tafsir Sosial Ideologi Keagamaan KaWuda Muhammadiyah 3alam
Jurnal lImu-llmu Sosialvol. 12 No. 2 (Juli-Desember 2009), 31-43.

223 Qodir, Islam Syariah vis-a-vis Negara97-198.

224 Moeslim Abdurrahman, “Ber-Muhammadiyah Secara i&fitdalam Islam Yang
Memihak(Yogyakarta: LKIS, 2005), 171-174.
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sesuai dengan semangat al-Quiritn sendiri dan semangat zaman. Hermeneutika
tentu saja berbeda dari pendekatan tekstual atgiistal.

Selain itu, dalam konteks Muhammadiyah, hermenauwigerlukan untuk
mengubah pendekatan skriptural yang selama intué&gntal. Selain reproduksi
makna-makna baru yang dimaksudkan untuk menghadigemikiran yang
“multivocal” dan pluralistik, produk-produk hermeika juga akan membantu
Muhammadiyah melaksanakan praksis sosial yang uliekjrakteristikny&?>
Namun demikian, pendekatan hermeneutika ini merikaparespons sangat
tajam dari kelompok yang mungkin dapaat disebubg&aneo-revivalis dalam
Muhammadiyah. Seperti disebutkan di muka, herméeutipandang sebagai
metode yang identik dengan tradisi Kristiani yangnmberontak tafsir kitab suci
(Bibel).?®

Di samping hermeneutika, kelompok JIMM mengembangkandekatan
iImu-ilmu sosial kritis. Penggunaan teori-teori isb®leh banyak figur Muslim
seperti Fazlur Rahman, Mohammed Arkoun dan HassarafHdapat dikatakan
sangat membantu analisis masalah-masalah sosigl diafami umat Muslim.
Namun, dalam kerangka praksis transformasi dan gsipasi sosial yang
dicanangkan oleh JIMM, kerangka teoretis dari ilsosial kritis menjadi lebih
signifikan daripada teori-teori modernisasi yangtju mendukung kemapanan
sosial, ekonomi atau politik. Karena itu, konsepd&p yang berasal dari Antonio

Gramsci tentanghegemonydan counter-hegemonyatau Paulo Freire yang

223 | bid.
26 Qodir, Islam Syariah vis-a-vis Negara97-198.
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menekankan penyadaran kaum tertindas dan pembandeol@gi pembebasan
menjadi referensi teoretis bagi JIMM.

Perangkat analisis dan teoretis tersebut di atasn@neutika dan ilmu
sosial kritis) menjadi instrumen yang penting bagidel baru gerakan sosiahé
new social movemeéntMenurut Moeslim, teologi Islam harus ditransfasikan
dari yang bersifat spekulatif menjadi teologi peatig kemanusiaan, yang
menyadarkan dan membebaskan kelompok tertimdastédafin).?*’

Konstruksi pemikiran keagamaan kelompok inteldktmaida ini tetap
berangkat dari teks (al-Qurig hanya saja interpretasi yang dihasilkan berbeda
dari tafsir yang dianggap mapan oleh kalangan igasfonis atau revivalis.
Pemikiran-pemikiran yang dihasilkan melalui foruamfm workshop atau
tadarruspemikiran (menurut istilah JIMM) menggambarkan aagat kembali ke
al-Qur'an tetapi dengan penafsiran yang dianggap lebiaaldengan zaman.

Hal ini dapat dilihat dari karya yang berjudidembali Ke al-Quran
Menafsir Makna Zamanyang berisi kumpulan tulisan anak-anak muda yang
tergabung dalam JIMM. Tulisan-tulisan yang terdapgatam buku tersebut
menggambarkan pemberontakan intelektual terhadegdigana pemikiran yang
ada, baik di kalangan Muslim pada umumnya, dantdera di lingkungan
Muhammadiyatf?® Jika generasi ‘ulama terdahulu menyeru “Kembefidda al-

Quran” melalui pembacaan yang cenderung tekstual, mgtampok JIMM

mengusung hermenutika sebagai perangkat metodmyafs

227 Moeslim Abdurrahman, “Ber-Muhammadiyah Secaraifitl71-174.

28 pradana Boy ZTF dan M. Hilmi Faiq (ed¥embali Ke al-Qur'an Menafsir Zaman:
Suara-Suara Kaum Muda Muhammadiy@alang: Universitas Muhammadiyah Malang Press,
2004).
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Selain itu, dalam karya bersama tersebut terdageam-tulisan yang
menggambarkan komitmen kritis dan pedagogis unteknbangun masyarakat
yang berkeadilan yang dilandasi iman. Tulisan-amlis lainnya juga
menggambarkan reinterpretasi keberislaman oranggdvluslim dewasa ini yang
secara sederhana dikategorikan sebagai MuhammaaigahNU. Generasi baru
ini tampaknya hendak melampaui batasan-batasant&Esebut. Tentu saja, tidak
ketinggalan tulisan-tulisan yang menggambarkan g@agan tenang pentingnya
reorientasi dan revitalisasi Muhammadiyah sebagailgn sosial barif’

Blok historis generasi baru pemikiran ini memakskgan “Kembali
kepada al-Qura’ sebagai kerja intelektual yang tidak berorienkapada sumber
otoritatif yang tertutup, dan bukan pula sekedarek@nstruksi sejarah masa lalu.
Sebaliknya, slogan itu dimaknai sebagai melakukakoustruksi teks untuk
mengembangkan dialog peradaban yang kini menantaag Islam.

Zakiyuddin Baidhawy (salah satu eksponen utama JINiMnegaskan
bahwa melalui pembacaan hermeneutis ide “kembadil¥gur'an” niscaya akan
menghasilkan beragam penafsiran, tidak semata-tafsia tunggal yang bersifat
literal atau tafsir yang bercorak purifikasionigifpurnian), seperti yang selama
ini dianut oleh Muhammadiyafi® Pendekatan hermeneutis mengimplikasikan

adanya dialog antardigh tradition dan low tradition dan antar berbagai

229 |bid.

20 |ihat Zakiyuddin Baidhawy, Al-Ruju’ lla al-Quran: Dari Kebebalan
Fondasionalisme Menuju Pencerahan Hermeneutisdndddembali Ke al-Qur'an Menafsir
Zaman: Suara-Suara Kaum Muda Muhammadiyadls. Pradana Boy ZTF dan M. Hilmi Faiq
(Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press4200
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pendekatan, yang pada giliran berikutnya akan nr&kh “tafsir hibrida” yang
lebih relevan dengan konteks tanpa membuangt&ks.

Produk penafsiran hermeneutis ditambah perspiektif sosial kritis akan
menjadi basis bagi agenda transformasi dan emanspsial kaunmmustadafin
sebagai kategori sosial dan struktural. Sloghruju’ ila al-Qur’an dihidupkan
kembali dalam konteks kapitalisme hegemonik selgaian yang mengancam
ketakwaan sosial dan iman yang dilandasvhd sosial bahwa ketimpangan
sosial merupakan musuh utama Islam.

Dalam konteks ini, dapat dinyatakan bahwa pendekaermeneutika
meniscayakan kritik terhadap kejumudan Muhammadiaiy disebabkan oleh
skripturalisme dan konservatisme, yang menjadikamdrihmadiyah semata-mata
identik dengan panti yatim, gerakan zakat fitrahuagerakan sosial pendidikan.
Dengan pendekatan hermeneutika kritis, tafsir harbadap makna al-Quria
akan menyediakan basis ideologis bagi perwujudadiler dan pembebasan
kelompok masyarakat yang mengalami deprivasi sdamlekonomi.

Pemaparan yang dikemukakan di atas membawa paoapkggn bahwa
corak intelektualisme yang direpresentasikan olkdk Mistoris baru ini tidak
semata-mata liberal, dalam arti menekankan hakvithdi untuk melakukan
penafsiran terhadap teks-teks suci. Liberalismeaseinertumpu pada kebebasan
individu dalam menafsirkan teks suci tanpa harugkkae dengan penafsiran

generasi terdahulu. Corak pemikiran liberal cendgrigepada substansi, tidak

1 bid.



300

pada simbolisme formalistik. Liberalisme dibanguraths prinsip penghormatan
kepada kemanusiaan, kesataraan dan kesedergfatan.

Sebaliknya, perspektif anti-liberal mementingkamtsdl-simbol, identitas
dan bentuk-bentuk eksternal, menekankan otentisuasber/kitab suci. Menurut
perspektif anti-liberal, pemahaman keagamaan disatieatik jika sesuai dengan
pesan yang ada dalam teks ajaran kitab suci. Penaathaatau pemikiran
keagamaan tidak diletakkan dalam konteks sejararenla sejarah akan
mengurangi otentisitas pemahaman ajaran (tekskugksralistik) >3

Sampai derajat tertentu, pemberian label “libekalpada blok historis ini
mengandung kebenardfamun jika ditelaah lebih jauh dari kerangka teeréan
orientasi praksis pada transformasi atau pembelrasgatadafin melalui gerakan
sosial baru rfew social movementmaka kelompok ini melampaui liberalisme,
dan lebih tepat disebut sebagai kelompok “liberahsformatif.” Dalam
perspektif ini, dapat dikatakan bahwa blok histarismerupakan kesinambungan
epistemik dari “Islam transformatif’” model MoesliAkbdurrahman. Namun, jika

dilihat dari perspektif blok historis yang bercorplrifikasionis atau revivalis

ortodoks, maka corak pemikiran ini merefleksikaskdntinuitas epistemik.

232 Cf. Zainuddin Maliki, “Respons Muhammadiyah Terhpd Radikalisme dan
Liberalisme,”Suara MuhammadiyafiNo. 4, th. ke-89 (16-29 Februari 2004), 36-37.

233 pid. Ketegangan antara dua tendensi ini, merZairtudin Maliki, melahirkan
perspektif konstruksionisme, yang memahami teksrmacpun konteks sejarah secara interaktif.
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E. Kontinuitas dan Diskontinuitas Religio-Intelektual: Sebuah Asesmen
1. Tema-Tema Pemikiran

Pembahasan terdahulu telah menggambarkan dengas teljadinya
pergeseranshiff) atau transformastr@nsformation dalam beberapa wilayah dan
tema pemikiran keagamaan, seperti teologigiflah), figh dan metodologi
pemikiran Islam, politik dan relasi antar-agama (éuralisme). Wilayah-wilayah
pemikiran keagamaan tersebut menjadi perhatian #adm ‘ulama dan
intelektual dalam Muhammadiyah sejak awal sampaarka@ntemporer. Hal ini
terkait dengan ciri persyarikatan sebagai gerakakwdh dan sosial yang
memerlukan adanya landasan religio-intelektual.

Dalam ranah teologi atatagidah pada periode kontemporer timbul
wacana tentang pentingnya merekonstruksi ajasaviid dan mengaitkannya
dengan tantangan sosial yang nyata dalam masyarakdern. Timbulnya
pemikiran tentangawhd sosial merefleksikan adanya usaha intelektual kuntu
melakukan reformulasi doktritrawhd yang pada masa-masa sebelumnya
cenderung dipahami dalam pengertian teologi klasik.

Prinsiptawhd di kalangan pemikir Muhammadiyah kontemporer, gepe
Amien Rais dan Moeslim Abdurrahman, direkonstruitan diletakkan dalam
dimensi sosial dalam bentuk gagastawhd sosial.” Lebih lanjut, doktrimawhd
dipahami sebagai suatu pandangan teologis yangnbléasi pada terjadinya
perubahan atau transformasi ke arah struktur malsyiyang adil, terbebas dari

hegemoni dan eksploitasi oleh kelompok yang ke kélompok yang lemah.
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Penafsirantawhid dalam makna teologi transformatif ini dapat dikait
dengan wacana global tentang teologi pembebasanmancul dari lingkungan
Kristiani di Amerika Latin sebagai alat perlawartarhadap struktur sosial yang
kapitalistik. Gagasan teologi transformatif juggatadikaitkan dengan gagasan
tentang Islam Kiri yang diajukan oleh Hassan Harsdkalipun terhadap isu ini
terdapat pandangan kritis dari beberapa individuikie Muhammadiyah, seperti
Amien Rais dan Yunahar llyas, seperti disebutkdarmddagian terdahulu.

Ketidaksetujuan sebagian kelompok dalam Muhammaéditerhadap
pengaruh yang berasal dari luar tradisi Islam mmmicd&an respons pemikiran
revivalisme yang mengusung gagasan kembali kepasektawhd yang dinilai
otentik dari ajaran Islam. Ini disebabkan teolognsformatif dinilai mendapatkan
pengaruhnya dari pemikiran Marxis atau tradisi dgblKristiani. Penolakan
terhadap konsep ini menunjukkan kontinuitas dandpagan tentan¢paqgidah
Islam yang murni, yang tidak bercampur dengan bdtdsi, seperti bid‘ah dan
khurafat, dan dalam konteks kontemporer, yang belaais paham liberalisme,
Marxisme dan Kristen. Pandangan teologis semacaranmpak secara implisit
dalam dokumen resmi tentafgdoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah
yang merupakan tafsir ortodoksi terhadap teks+t€qsr'an. Teologi revivalisme
dapat disebut sebagai diskontinuitas epistemiktdalogi transformatif.

Namun demikian, teologi transformatif dipandang aggth kontinuitas
historis dari teologi sosiat¢cial theologyyang dikembangkan oleh Dahlan pada

periode formatif. Jika pada masa Dahlan teologiiatosdiarahkan untuk

234 Hasil Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-44 dad@k(2000) tentangedoman
Hidup Islami Warga MuhammadiydBurabaya: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timu
dan UMM, 2001).
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membebaskan umat Islam dari belenggu keterbelakaagdat kolonialisme,
maka teologi transformatif kontemporer berorienteegpada pembebasan kaum
lemah yang tertindas dari belenggu dominasi struktasyarakat kapitalis yang
eksploitatif.

Sementara itu, dalam ranah metodologi pemikiran geman,
pengadopsian prinsip epistemologi yang diformulasiloleh al-Jairi (bayani,
burhani, ‘irfani) oleh individu pemikir Muhammadiyah seperti Amirbdullah
kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari métgioyang digunakan oleh
Muhammadiyah, terutama setelah Muktamar ke-44 Harfa (2000). Hal ini
mencerminkan terjadinya transformasi dalam metafoleemikiran, karena
pengaruh wacana keislaman pada level global yakeyrdikakan oleh al-bai.
Inti dari pengadopsian metodologi tersebut ialapagan untuk mengembangkan
pendekatan ilmiah multidisipliner yang terpadu dakular dalam memahami dan
menafsirkan teks dan doktrin Islam. Gagasan iniupekan respons terhadap
menguatnya kecenderungan tekstual dan skriptuedortkpok revivalis) dalam
pemahaman agama yang mengakibatkan terjadinya kiekeam intelektual.

Di samping itu, timbulnya gagasan tentang pentiagmginterpretasi
warisan religio-intelektual Islam dan Muhammadiyddgngan pendekatan kritis-
hermeneutis tampaknya mendapatkan inspirasi daxi y@mg dilakukan oleh

ilmuwan Muslim dunia, seperti Naddamid Abu Zayd®*®

yang menawarkan
hermeneutika sebagai pendekatan dalam menafsijkeandslam. Hermeneutika

dianggap sebagai pendekatan yang mampu menghaditkaislam secara lebih

235 Nag Hamid Abu Zayd, Kritik Wacana Agamaterj. Khoiron Nahdiyyin (Yogyakarta:
LKiS, 2003).
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kontekstual dengan problem-problem kemasyarakataan &emanusiaan
kontemporer. Gagasan-gagasan yang bersifat metpsgolersebut bercorak
liberal dan intelektualistik karena menempatkan deéatan rasional sangat
sentral dalam kerangka penafsiran teks dan dolsiam.

Lebih jauh, pendekatan hermeneutika kemudian dikegkan tidak
semata-mata demi kebebasan intelektual itu setetiaipi dikombinasikan dengan
pendekatan ilmu sosial kritis yang ditawarkan ofemikir seperti Moeslim
Abdurrahman dan “murid-murid”-nya dalam kelompoklW sebagai komunitas
epistemik baru. Pendekatan kritis tersebut digumalsgbagai alat untuk
melahirkan penafsiran Islam yang bersifat pedagdgmstransformatif. Pemikiran
transformatif ini muncul dari konteks konfigurasisgal dan ekonomi yang dinilai
tidak adil sebagai akibat hegemoni kapitalisme aloberhadap kelompok
masyarakat yang tertindasistadafin), dan, dalam konteks Indonesia, sebagai
akibat dari kebijakan yang diskriminatif terhadagokmpok marginal.

Dari sini dapat dilihat adanya kontinuitas dari gkeman Dahlan pada akal
(rasio) sebagai alat mencapai pengetahuan tertdtaygpendekatan terbuka dalam
ijtihad Mas Mansur dalam bentuk pendekatan rasiobath@ni), hermeneutika
dan ilmu sosial kritis pada periode kontempoftgihad dalam konteks ini tidak
dimaknai semata-mata berkaitan dengan mas#daklah, tetapi juga terutama
berkenaan dengan realitas dan tantangan sosiahyatg dan baru.

Namun demikian, tendensi rasional dan hermeneuitis-kersebut harus
berhadapan dengan tendensi ortodoksi-skriptutaliging menolak pengaruh-

pengaruh yang berasal dari luar tradisi Islam darmhdmmadiyah. Karena itu,
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tendensi revivalis ini di satu pihak merupakan diskinuitas dari pemikiran kritis
hermeneutis, dan di pihak lain merupakan kontisudari warisan pemikiran
keagamaan yang menekankan pentingnya kembali kepaatder Islam (al-
Quran dan al-Sunnah) secara tekstual, seperti diusulagna Muhammadiyah
periode pertengahan.

Sementara itu, pada ranah pemikiran religio-pglitiklam tidak lagi
dipahami oleh pemikir kontemporer dalam pengerideologis, seperti ‘ulama
Muhammadiyah pada dekade 1940-an dan 1950-an. Pamiang cenderung
substantif (dan alokatif) menyangkut relasi agaraa degara atau Islam dan
politik pada periode kontemporer meniscayakan ptsan lebih sebagai agama
yang menjadi sumber nilai moralitas dan etika daleehidupan politik dan
kenegaraan. Secara implisit, kaum intelektual Muhaniyah berpandangan
bahwa Islam sejalan dengan prinsip-prinsip negaodemm, seperti demokrasi,
dan dalam konteks ideologi Pancasila Islam dipalhmmemngandung prinsip moral
kemanusiaan dan keadilan.

Tampaknya, para pemikir Muhammadiyah pada periodeteknporer
tidak menghabiskan energi intelektual mereka umigkumuskan konsep negara
Islam seperti yang pernah dilakukan oleh generashdvhmadiyah pada awal
periode pertengahan. Dalam konteks ini, dapat d¢wkgm terjadinya
diskontinutias dari masa sebelumnya. Namun pentiicatat, terjadinya
diskontinuitas ini merupakan keniscayaan histoaseka adanya konteks sosial
politik yang berbeda. Pada periode pertengahadgpatan tentang dasar negara

membuka peluang bagi munculnya gagasan yang berdgatang ideologi
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negara, termasuk Islam, karena konteks politik ydegkembang ketika itu
memungkinkan timbulnya pemikiran religio-politik yg cenderung formalitsik
dan ideologis.

Namun demikian, sejalan dengan perubahan konfigwsesial politik
kontemporer, tendensi formalisme-ideologis kehidangsignifikansinya dan
digantikan oleh tendensi yang lebih substansiadiigrd struktur politik negara
demokrasi. Tendensi ini secara longgar dapat diss#agai “politik alokatif.”
Dalam perdebatan tentang asas Pancasila pada délR&@ean, ‘ulama dan
pemikir Muhammadiyah pada akhirnya lebih berpikmbstansialis, tidak
formalistik. Sedangkan dalam wacana yang diusureh dtelompok “Islam
Politik” tentang perlunya kembali ke Piagam Jakadtelah terjadinya perubahan
politik pada 1998, sebagian besar pemikir Muhamyaddi menganggapnya
sebagai kemunduran politilpdlitical setback seperti dinyatakan oleh Ahmad
Syafii Maarif. Pandangan religio-politik yang sulstialis dan alokatif
merupakan diskontinuitas dari pandangan religidgtigol yang cenderung
formalistik pada periode pertengahan (Ki Bagus Kaglima dan Abdul Kahar
Muzakkir).

Tema pemikiran yang memunculkan perdebatan dalarhamMmadiyah
ialah soal pluralisme keagamaasligious pluralism). Wacana ini muncul pada
lingkungan yang lebih luas, dan masuk ke dalam Muhadiyah sebagai isu
yang diperdebatkan. Namun demikian, pandanganngnghuralisme keagamaan
sebetulnya telah muncul sebelum isu tersebut mewggihadalam satu dekade

terakhir. Seperti disebutkan terdahulu, pemikiradusif yang menyatakan bahwa
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agama-agama di luar Islam mengandung kebenaramalpatikemukakan oleh
Azhar Basyir pada awal dekade 1990-an. Denganl&atakebenaran sebetulnya
dapat ditemukan pada agama-agama di luar IslankipuesAzhar Basyir tetap
meyakini Islam sebagai agama yang diridlai olehath\llPandangan demikian
mencerminkan posisi inklusif dari sebagian individiama Muhammadiyabh.

Pemikiran inklusif tersebut menjadi akar dari pargdn pluralis di
kalangan sebagian intelektual Muhammadiyah konteemnp®enguatnya wacana
pluralisme dalam Muhammadiyah juga tidak dapatsdipkan dari keterlibatan
sebagian pemikir Muhammadiyah dalam dialog antammagy Sebagai suatu
keniscayaan historis dan sosiologis, pluralisme gheman dimaknai oleh
beberapa intelektual seperti Amin Abdullah dan Abdunir Mulkhan sebagai
mencakup pengakuan terhadap adanya kebenaran siarkatan yang dimiliki
oleh penganut agama lain di luar Islam. Karenatitlak dimungkinkan adanya
klaim kebenaran dan keselamatamth claimdansalvation clain).?*

Pandangan pluralis semacam ini muncul dalam dokusetangah resmi”
yang dihasilkan oleh penulis yang terlibat dalamnypsunan tafsir tematik
tentang hubungan sosial antar umat beragama. Dtafsm yang dihasilkan oleh
Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islamsetaut tampak penafsiran

terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hubungtar agama dan umat

beragama yang mencerminkan pemahaman yang inkdasifbahkan pluralis.

2% Lihat Biyanto, “Pluralisme Keagamaan Dalam Pertipekkaum Muda
Muhammadiyah,”; Paradana Boy, “In Defence of Pwikan.” Lihat pula Imron Nasri (ed.),
Pluralisme dan Liberalisme: Pergolakan PemikiranaknMuda MuhammadiyalYogyakarta:
Citra Karsa Mandiri, 2005). Karya ini berisi kumaaltulisan anak-anak muda Muhammadiyah
khususnya tentang wacana pluralisme dan liberalgatean Muhammadiyabh.
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Tendensi pemikiran ini dapat disebut sebagai libeatau -meminjam istilah
Hilman Latif- “post-puritanisme?*’

Namun demikian, pemikiran tentang pluralisme keaagmyang dianggap
mendapatkan pengaruh dari tradisi liberal atautiéngsini mendapatkan respons
sangat tajam dari kalangan pemikir (eksklusif) yamgnolak paham pluralisme.
Beberapa pemikir, seperti Yunahar llyas dan Muskafmal, sebagaimana telah
dipaparkan terdahulu, menegaskan bahwa pahamipiueabhgama tidak sejalan
dengan paham keagamaan yang dianut oleh Muhamrhadenurut mereka,
Islam adalah agama yang paling benar dan diridih @llah, dan merupakan
satu-satunya jalan keselamafdh.Dialektika pemahaman tentang pluralisme
mencerminkan diskontinuitas epistemik dalam Muhadigzn kontemporer.

Mengikuti model analisis yang digunakan oleh sajsarjana seperti
Voll, Benda, Foucault, dan Abu-RabB# pembahasan yang telah dilakukan pada
bab-bab terdahulu dengan jelas mengkonfirmasi baékadinya kontinuitas dan
diskontinuitas pemikiran keagamaan dapat dikaitteangan adanya pergeseran
sosial intelektual dan genealogi pengetahuan keagamtimbulnya wacana
intelektual global, dimensi-dimensi budaya lokahddinamika internal ajaran
Islam itu sendiri dalam konteks tantangan modesnita

Pertama pergeseran basis sosial intelektual di kalangaania dan

pemikir Muhammadiyah mengakibatkan timbulnya pedaed genealogi

237 Latief, “Post-Puritanisme Muhammadiyah: Studi Réaan Wacana Keagamaan
Kaum Muda Muhammadiyah 1995-2002.”

2% | jhat Syamsul Hidayat dan Sudarno Shobfeds.), Pemikiran Muhammadiyah:
Respons Terhadap Liberalisasi IsldBurakarta; Muhammadiyah University Press, 2005).

239 Lihat kerangka teoretis yang diuraikan dalam B#mtang kontinuitas dan perubahan
(Benda dan Voll), diskontinuitas (Foucault), daktéa ideologi dalam sejarah intelektual (Abu-
Rabi").
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pengetahuan yang mereka miliki, dari satu gendmgienerasi berikutnya, dan
antara satu komunitas epistemik dan komunitas expiktyang lain pad@poch
sejarah yang sama.

Generasi intelektual Muhammadiyah pada fase kormweenberasal dari
basis epistemik yang beragam. Sebagian besar yalitg berpengaruh dalam
tradisi religio-intelektual pada masa kontempordalah kaum sarjana yang
memperoleh pendidikan tinggi yang menekuni pengetahagama atau non-
agama, atau kombinasi keduanya. Bahkan sebagiannoaeka merupakan
produk pendidikan Barat. Mereka menawarkan pendekggng baru dalam
tradisi pemikiran keagamaan setelah melihat kegendan konservatisme
intelektual dalam Muhammadiyah yang berlangsungpsarakhir 1980-an, dan
bahkan berlanjut pada periode kontemporer.

Sebagai komunitas epistemik baru, yang dapat disehagai liberal atau
liberal transformatif, kaum intelektual tersebutngkombinasikan pengetahuan
keagamaan dengan tradisi kesarjanaan modern beekahgkat metodologisnya
untuk melakukan reinterpretasi dan redefinisi tdama konsep-konsep yang
selama ini menjadi “trade mark” Muhammadiyah, sepewhd, tajdid, dan
ijtihad. Komunitas epistemik tersebut memberikan pemakrdam penafsiran
baru terhadap konsep-konsep tersebut, dan mengapia@ngkat metodologis
yang baru. Gagasan tentang kembali ke al-Qudan al-Fhdith, misalnya,
dimaknai tidak dalam pendekatan tekstual atau ®kap tetapi dengan

pendekatan rasional, kritis dan hermeneutis.
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Namun demikian, kelompok ini bukan merupakan raslitinggal, karena
terdapat komunitas epistemik yang mencakup saljariatarbelakang pendidikan
keagamaan yang berorientasi pada konservasi wamdigio-intelektual ‘ulama
Muhammadiyah periode pertengahan. Komunitas epikt@immelacak genealogi
religio-intelektualnya kepada ‘ulama purifikasiani®ada titik ini, asal-usul atau
genealogi religio-intelektual yang berbeda di kgkm pemikir atau ‘ulama
Muhammadiyah menjadi faktor yang mempengaruhi timga komunitas
epistemik yang beragam, dan realitas ini menjadyekab terjadinya kontinuitas
dan diskontinuitas religio-intelektual dalam pertiger epistemik.

Kedug dimensi dan tradisi lokal dapat menjadi faktorjainya
transformasi pemikiran dan wawasan keagamaan. Haltampak dalam
timbulnya pemikiran tentang dakwah kultural sebagapons terhadap penilaian
yang diberikan oleh kalangan luar bahwa Muhammédiganderung resisten
terhadap budaya lok&1° Di satu pihak, penilaian tersebut memperolehfjlasi
historis dari kuatnya orientasi purifikasionismdatia Muhammadiyah, terutama
sejak 1930-an sampai 1980-an. Namun di pihak [@mikiran tentang dakwah
kultural mencerminkan kesinambungan sejarah darupa&an reafirmasi dari
pemikiran Dahlan yang cenderung inklusif terhadagisi dan budaya lokaf!

Pemikiran tersebut tercermin dalam strategi Daldalam menyebarkan
ide-ide keagamaan reformis dengan pendekatan &llsecara evolusioner.
Sebagaimana dinyatakan Benda, Jawa termasuk wilgm@dn mengalami proses

Islamisasi kurang mendalam karena masih kuatnyasavakultural Hindu atua

240 |ihat Pimpinan Pusat MuhammadiyatDakwah Kultural Muhammadiyah
(Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004).
241 1pid., 9.
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Budha yang bertahan, atau teradopsi dalam kehiduipa Islam. Hal ini berbeda
dari Islamisasi yang berlangsung di wilayah Acelmavigkabau (Sumatra Barat)
dan Banten (Jawa Barat) yang meninggalkan pengamahdalam terhadap
kesadaran sosial dan keagamaan pengantithya.

Fakta sosial dan kultural ini mempengaruhi coralakgn Islam yang lahir
di kawasan-kawasan tersebut. Jika di wilayah lumwa) model keagamaan
cenderung kaku secara doktrinal, maka di Jawa #sepegyakarta- Islam
menampakkan wajah yang lebih adaptasionis dan tidgiesif. Tendensi
adaptasionis secara kultural juga ditunjukkan oletng-orang Muhammadiyah di
Kotagede Yogyakarta yang digambarkan oleh Nakansetzagai mengadopsi
budaya lokal, yang tidak bertentangan dengan jpriagidah murni yang dianut
Muhammadiyah. Dalam konteks ini, kontinuitas bud&yal dibarengi dengan
proses reislamisasi yang berlangsung secara terneros’*?

Ketiga, pemaparan historis pada bab-bab terdahulu jugaumpekkan
bahwa wacana religio-intelektual pada level glopgja dapat mempengaruhi
kontinuitas dan diskontinuitas pemikiran. Jika pgmaiode formatif gagasan-
gagasan keagamaan ‘Abduh membentuk corak rasibkapsda pemikiran
Dahlan, maka pada periode setelah Dahlan perkerabangn kebangkitan
Wahhdiyyah di Arabia dipandang mempengaruhi munculnyaentasi
purifikasionis dalam Muhammadiyah. Hal ini ditambatengan tendensi

radikalisme politik akibat kebijakan kolonial darenguatnya penetrasi Kristen.

242 Harry J. BendaThe Cresent and The Rising Sun: Indonesian Islardetrihe
Japanese Occupation 1942-19@e Hague: van Hoeve, 1958), 12.

243 Mitsuo NakamuraBulan Sabit Muncul Dari Balik Pohon Beringin: Stuintang
Pergerakan Muhammadiyah di Kotagede Yogyakaeg. Yusron Asrofi (Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 1983).
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Dalam konteks kontemporer, wacana global tentangisis seperti
sekularisasi, liberalisme dan pluralisme menjpdelude bagi pengadopsian
gagasan-gagasan tersebut ke dalam sistem pemétaankerangka metodologis
yang digunakan untuk menafsirkan doktrin Islamsaiu pihak. Sedangkan di
pihak lain, konteks global tersebut juga menjaduaren bagi kelompok revivalis
untuk menolak pengaruh pemikiran dan metodologpyaerasal dari luar tradisi
kesarjanaan Islam yang dinilai otentik dan ortoddkalam hal ini, kontinuitas
dan diskontinuitas epistemik merupakan kenyataanq Vidak dapat dihindari.

Keempat dinamika internal ajaran Islam berhadapan dertgatangan
modernitas juga merupakan faktor penting terha@aadinya kontinuitas dan
diskontinuitas. Prinsip universalitas ajaran Iska@nyiratkan terbukanya peluang
untuk melakukan interpretasi dan reinterpretashagap doktrin Islam sejalan
dengan kebutuhan masyarakat modern. Jika pada MasaMansur terdapat
pandangan tentang aspek-aspek yang dapat beroiodgaghayyirg qabil li al-
taghyr), maka pada periode kontemporer pandangan tersiimaknai sebagai
keharusan untuk melakukan penafsiran ulang terhaelepteks Islam dengan
pendekatan yang lebih kontekstual, seperti herntidsaedan ilmu sosial kritis.

Kontinuitas dan diskontinuitas tema-tema pemikik@@agamaan dalam

Muhammadiyah digambarkan dalam bagan berikut:
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Bagan 1:
Kontinuitas dan Diskontinuitas Tema-Tema PemikiranKeagamaan
Teolodi Figh dan metodologi
9 pemikiran Politik Relasi antar-
............. agama
1912 T | Orientasi . res e
eo_ogl sosial; elast- . Inklusif;
so_S|a|, Akal sebagai mutualistik; toleran
rasional alat mencapai kooperatif
Formatif e . oenaetahus . e
....... -
1923 L st oo Tt
_____________ [— |
Orientasi Radikalisme ™~~~ 7
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ritual politik
1930 Pemurnian (‘ibadaty Reakif-
‘agidahdari - Kritis eksklusif
shirk " Pelembaga- terhadap
_______________________ antarjih kebijakan
] kolonial
1942 N T e ot
........ L \ \
"""""""""""""""""""""" \ Islam sebagai ™,
acgidah Shariah-  * \ dasamegara
1950 yang mindedness \
: murni P, ' Konsepsi ™
darishirk """ ' negara |
d Isu-isu ! Islan
‘ibadan, \ Partai
1960 mu‘amalah 1 politik
Tajdid ! Islam i e
sebagai i e N/ L L— Islam
pemurnian ;i 777 sebagai
aqidah T satu-satunya
Pertengahan | “.. kebenara
! N " o
1970 || ........... ‘ ..........
Kembali ke al- ™ \ !
Qur'an dan al- \ \
Sunnabh; .| !
L PP ILE T . \
1980 ortodoksi \
Politik ™, \
.......... L. Islam e
alokatif  ; i
1990 ¢ lithad dan ™, inkdusit
tajdid i )\ e
sosial \ L
----------------- < Pluralisme ™
) - keagamaan }
. Tec;log| Tafsir Islam _
ransforma- transforma- sebagai
2000 tif moralitas
Kontemporer

" Ortodoksi; ™

% polik ¢
Pemurnian

7 Hermeneuti-

Anti-
B ) pluralisme:
) Kritis . Hermeneuti- Islam paling
kadanimu {  hermene- } ka sebagai benar dan
003 & ‘adidahdari sosialkritis uis ;% kemunkaran selame
% liberalisme

kontinuitas

diskontinuitas
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2. Kontinuitas dan Diskontinuitas Blok Historis dan Komunitas Epistemik

Pembahasan terdahulu secara implisit menghasitésia ttama disertasi
ini: dinamika pemikiran keagamaan dalam Muhammaddigzelibatkan proses
kontinuitas dan diskontinuitas epistemik. Watak aflapemikiran keagamaan
dalam Muhammadiyah awal yang bercorak reformisrdaionalistik mengalami
transformasi menuju purifikasionisme dan skolasti® pada periode
pertengahan. Namun, tendensi “proto-liberal” tedatncul sejak perkembangan
awal Muhammadiyah, seperti tampak pada figur Masdvayang dapat disebut
sebagai pemikir proto-liberal. Mas Mansur dapaglhlig berdimensi ganda.

Sejalan dengan dinamika sosial dan intelektual, ikiegn keagamaan
dalam Muhammadiyah mengalami proses institusicesliglan ideologisasi.
Dalam fakta historisnya, dengan kuatnya pengaruimkalama yang cenderung
skolastik pada periode pertengahan Muhammadiyatdetesi purifikasionisme
untuk jangka waktu lama mendominasi wacana keaganssanpai munculnya
tendensi liberal pada periode kontemporer. Cotadrdil direpresentasikan antara
lain oleh Syafii Maarif, Munir Mulkhan dan Amin Abdah.

Kecenderungan liberal dalam pemikiran keagamaanmandapatkan
respons kritis dari kelompok yang dapat disebuagabneo-revivalis (ortodoks)
yang merupakan kontinuitas dari tendensi purifidaisime awal. Pemikir-pemikir
Muhammadiyah yang bercorak neo-revivalis, misaldMymahar llyas, Syamsul
Hidayat dan sampai taraf tertentu Asjmuni Abdurrahmtidak sependapat
dengan pemikiran keagamaan bercorak liberal, daregaskan urgensi kembali

kepada warisan pemikiran keagamaan generasi Muhdiyahasebelumnya yang
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bercorak pemurnian (purifikasionis), atau dogmpaitisstik (skolastik). Kalangan
neo-revivalis dalam Muhammadiyah menolak hermekawtan ilmu-ilmu sosial
kritis dalam penafsiran al-QuriaHermeneutika dinilai oleh komunitas epistemik
neo-revivalis sebagai metode penafsiran yang melgan‘kemunkaran.”

Dalam sejarah intelektual Muhammadiyah, proses itiissbnalisasi
pemikiran juga mengalami hambatan prosedural dastempologis. Dalam
wacana tentang pluralisme keagamaan (seperti tgytdalam Tafsir Tematik
Tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beraganberdapat kontroversi terutama
di kalangan orang-orang Muhammadiyah, antara yampdokung gagasan
pluralisme keagamaan dan implikasi-implikasi yangngertainya dan yang
menolak sama sekali gagasan pluralisme keagamaan.

Karya tafsir tersebut sesungguhnya dihasilkan olembaga resmi
Muhammadiyah, yaitu Majelis Tarjih dan Pengemband@amikiran Islam.
Namun, karena topik yang dibicarakan tergolong diarsial dan pandangan-
pandangan yang tertuang dalam buku tersebut jugagumeang perdebatan
teologis, maka banyak reaksi yang timbul terhadspirt yang dinilai liberal
tersebut. Di sinilah terjadi tarik-menarik pemikiraantara tendensi revivalisme-
ortodoksi dan tendensi liberal. Tampak di sini bahkalangan elite saling
memperebutkan hegemoni religio-intelektual dalanmh&umadiyah.

Respons sebagian elite Muhammadiyah terhadap tenplemikiran Islam
liberal memiliki kemiripan dengan reaksi yang djtikkan oleh kaum revivalis
pasca-modern (istilah Fazlur Rahman) terhadap pehgpemikiran modern

Barat, baik kandungan intelektual maupun metodali yang dianggap tidak
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kompatibel atau bahkan bertentangan dengan IslaorakCpemikiran ini
mengkritisi gagasan-gagasan yang diadopsi darikpemimodern Barat (filsafat
sosial) yang dinilai tidak memiliki landasan etiardfilosofis dari ajaran agama
dan karena itu dinilai sekular. Bagaimanapun resgwhadap sebuah produk
pemikiran keagamaan, karya religio-intelektual ébrg tetap menggambarkan
dinamika pemikiran keagamaan di kalangan ‘ulama ggemikir keagamaan
Muhammadiyah, dan hal itu merupakan bagian yangistnkan dari sejarah
intelektual Muhammadiyabh.

Namun demikian, generasi baru pemikiran Islam titlakya bercorak
liberal sebagai kelanjutan dari reformisme awalgydranut oleh Dahlan, tetapi
juga bercorak “liberal yang liberatif” atau transfatif. Corak ini tidak berhenti
pada dimensi intelektuaper se melainkan juga menterjemahkannya dalam
bentuk gerakan sosial barih€¢ new social movemégntdengan hermeneutika dan
ilmu sosial kritis sebagai perangkat metodologisi§@rak pemikiran keagamaan
transformatif yang direpresentasikan oleh Moeslibdérrahman dan komunitas
epistemiknya dapat dipandang sebagai kontinuitas mkmikiran keagamaan
Dahlan, tetapi dengan landasan intelektual dan doé&igi yang berbeda, karena
tantangan dari struktur sosial dan politik yang beea, meskipun dengan
semangat teologis yang sama, yaitu teologi tramsitf.

Dari perspektif pemikiran revivalisme atau neo-valisme (keduanya
dapat disebut mewakili ‘ortodoksi’), gagasan keagamliberal dan transformatif
merupakan diskontinuitas karena terdapat perbedpmtemik dan metodologis

yang tajam vis-a-vis tendensi revivalis-ortodok$etOpendukungnya, ortodoksi
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yang menghasilkan puritanisme dipandang dapat méabekontribusi terhadap
vitalitas ajaran-ajaran keagamaan dalam kaitanrejggah praktik keagamaan
populer yang dalam beberapa aspek mengarah keghada Purifikasionisme
membersihkan ajaran Islam dari gelombang popukir@maktik keagamaan atau
merambahnya kecenderungan penyimpariggidah di satu pihak, dan di pihak
lain menghadang kecenderungan liberalisme dalamkpam keagamaan secara
eksesif (berlebihan).

Dalam konteks ini, dialektika antara beragam tesdegligio-intelektual
tidak dapat dihindari. Bahkan, persaingan antatank@an elite, bailgoverning
maupun non-governing dalam memperebutkan hegemoni religio-intelektual
dalam Muhammadiyah menjadi keniscayaan. Masingfagasorak pemikiran
membentuk komunitas epistemik dan blok historisgyarengembangkan tema-
tema pemikiran dan metodologi yang berbeda antdtedan lainnya.

Secara historis-sosiologis, terdapat kecenderungahwa pemikiran
keagamaan yang diproduksi oleh elite yang beratzadstruktur kepemimpinan
lebih banyak diadopsi sebagai pemikiran formal Muaheadiyah, atau menjadi
pemikiranmainstreamdari pada pemikiran keagamaan yang dihasilkam eliee
intelektual yang tidak memegang posisi strategisanrda Muhammadiyah.
Kesimpulan ini terutama disandarkan pada buktiohstyang menunjukkan
bahwa elite ‘ulama yang menjadi referemsainstreammewarnai dokumen-
dokumen resmi yang memuat pemikiran keagamaan Muaaiyah, baik di

bidang teologi, juristikfigh) maupun politik.
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Namun, sebagaimana pernah ditegaskan, kontinuaasdgskontinuitas
yang terjadi dalam pemikiran keagamaan Muhammadiyddk semata-mata
bersifat kronologis (diakronis), tetapi juga bet&aidengan tumbuhnya beragam
komunitas epistemik atau blok historis pada saayy@ersamaan. Pada periode
yang sama, masing-masing corak pemikiran keagamgamifikasionis atau
revivalis ortodoks, liberal, dan transformatif-- migentuk blok historis atau
komunitas epistemik sendiri-sendiri yang mengemkangemikiran keagamaan
tertentu, sumber pengetahuan yang berbeda, dardohego yang berbeda pula.
Blok liberal dan blok transformatif dapat berbagingetahuan dan kerangka
metodologis, karena blok yang disebut terakhir rapatkan inspirasinya dari
yang pertama. Karena itu, keduanya berbeda dalarak cdan metodologi
pemikiran dari blok revivalis-ortodoks.

Singkatnya, perbedaan-perbedaan tersebut merupek@tayaan historis
dalam perkembangan religio-intelektual Muhammadiykm itu menggambarkan
kontinuitas dan diskontinuitas yang bersifat episke tidak semata-mata
diakronis-kronologis.

Kontinuitas dan diskontinuitas blok historis daardkteristik atau tema
pemikiran keagamaan dari masing-masing komunitastespik dan blok historis
dalam sejarah intelektual Muhammadiyah digambaralam bagan dan tabel

berikut;
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Blok Historis Pemikiran Keagamaan Dalam Muhammadiydn

diskontinuitas

Purifika-

I e sionis/ )
formatif proto formatif
revivalis
formatif
kontinuitas Reformis kontinuitas
ertengahan
Neo- P g
revivalis
______________ ortodoks
kontemporer Transfor kontemporer
Kontinuitas -matif diskontinuitas
Tabel 5:
Blok Historis, Karakteristik/Tema Pemikiran dan Representasi
Blok Historis Karakteristik/Agenda Pemikiran Representasi
Reformis rasionalistik; pluralistik; spiritualistik Ahmad Dahlan

Purifikasionis;
proto-revivalis

pemurnian atau pembersinagidah darishirk
dan bid‘ah; orientasi skolastik (dogmatis da
juristik); politik/negara Islam

Mas Mansur*; Ki

n Bagus Hadikusuma;
A.R. Fakhruddin;

Djarnawi Hadikusuma

Proto-liberal

ijtihad; giyas; gabil li al-ziyadah wa al-nugan;
kebebasan penuh untuk menafsirkan Islan
sesuai kepentingan publikgsb al-maalih)

Mas Mansur*
1

Neo-revivalis-
ortodoks

orientasi dogmatis-juristik; pemurnian; kritik
terhadap liberalisme dan pluralisme; kritik
terhadap hermeneutika

Azhar Basyir; Asjmuni
Abdurrahman; Amien
Rais; Yunahar llyas

Liberal

perluasaan ardajdid danijtihad; gabil li al-
taghyr wa al-nigas; kritis-hermeneutis;
reinterpretasi teks; pluralisme; Islam sebag
moralitas publik/politik

Ahmad Syafii Maarif;
Amin Abdullah; Abdul

ai Munir Mulkhan

(Liberal-
liberatif)-
Transformatif

pembebasamustadafin; tafsir transformatif;
hermeneutika; ilmu sosial kritis; gerakan sos
baru

Moeslim Abdurrahman
alGenerasi baru (JIMM)




